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ABSTRACT
This study discusses the implications of a decision of the Constitutional Court witbdisen
number 21 / PUU-XII / 2014 related to the determination of the suspect as a il A
number of things examined in this study include, Decidendi Ratio Decision The Constitutional
Court is concerned with the determination of a suspect designated as the object of the Pretrial
Along with the Legal Efforts to Pretrial Decision. The scope of this study foamsasnumber of
reasons - judges' reasons in deciding the matter review of Law No. 8 of 1981 amniimalC
Procedure Code, in this case the Constitutional Court prioritizes aspebis foifillment of
Human Rights in a process Examination of criminal cases. In relation to the Efégad on
Pretrial Decisions, this study reviews by including a number of Judges' Judgufjenisating

the Legal Efforts of a Pretrial Decision.

Key words:. Pretrial, Criminal Procedure Code, Decision of Mahakamh of the Constitution

Number 21 / PUU-XII / 2014.
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“Jangan takut, sebab Aku menyertaimu, jangan cemas, sebab Aku Allahmu. Engkau akan
Kuteguhkan dan Kutolong, Kutuntun dengan tanganyang jaya.”

Filipi 3:13b

“aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di
hadapanku,”

Doa K erendahan Hati - Puji Syukur 1992, No. 141

. Terima kasih, ya Bapa, atas teladan Yesus ini. Berilah kami semangat Yesus sendiri,
agar dengan rendah hati kami menganggap orang lain lebih déaipada kami sendiri.
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kalau kami diabaikan atau dilupakan. Sebaliknya, semoga kantiakatjia kalau orang lain
berhasil dan mendapat pujian serta penghargaan ........ ”
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang M asalah

Praperadilan lahir di Indonesia semenjak diberlakukannytakirUndang No. 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (serta tambahan Leniagara Republik
Indonesia No.76 tahun 198TD)engan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), setidaknya terdapaintsjuhal-hal baru yang
bersifat mendasar, yang sebelumnya tidak diatur pada gsatakukannya Herziene
Indische Reglement (selanjutnya disingkat HIR) sebagai Hukum Acarm dal&aum
Pidana Indonesia.

Pada masa berlakunya Herziene Indische Reglement /HIR di Indoadsia,
pendapat yang mengatakan bahwa HIR itu menganut sistem inkyesitg menganggap
tersangka sebagai objek. Sistem inkuisitur sendiri merudadsaink proses penyelesaian
perkara pidana yang semula berkembang di daratan Eropaadgdkke 13 sampai
dengan awal pertengahan abad ke 19, adapun proses penyelesaiaa pieldaa
berdasarkan sistem inkuisitur pada masa itu dimulai dengagadasiatif penyidik atas
kehendak sendiri untuk menyelediki kejahatan, cara perkafidian pemeriksaannya
pun dilakukan secara rahasia.

Pada sistem inkuisitur, Pemeriksaan perkara Bagian pertamgaygkni meneliti
apakah suatu kejahatan telah dilakukan dan melakukan identifikasipedakunya.
Bagian kedua ialah memeriksa pelaku kejahatan tersebut, gatzsas pemeriksaan

terhadap pelaku kejahatan, tersangka di tempatkan pada yakasiterasing dan tidak

TESIS

! Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2010, h. 3
1
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diperkenankan berkomunikasi dengan pihak lain atau keluarganyam Dal inj
pemeriksaan atas diri tersangka dan para saksi dilakukara gecpisah, dan semua
jawaban tersangka maupun para saksi dilakukan dibawah sumpaticdtat dalam
berkas hasil pemeriksaan. Kepada tersangka tidak diberitabdekgan jelas isi tuduhan
dan jenis kejahatan yang telah ia lakukan serta bukti yangberatkannya. Satu
satunya tujuan pemeriksaan pada periode tersebut hanyaldkhbentisaha mengantongi
pengakuan (confesion) dari si tersangka. Khususnya dalam kejatat#n jika si
tersangka terus menerus tidak mengakui perbuatan & kesalahannya, maka petuggs y
memeriksa perkara akan memperpanjang penderitaan tersangka oaklpenyiksaan
(tortue) hingga didapatkan pengakuan. Pasca pengakuan tersarjkalitielpatkan,
petugas yang memeriksa perkara menyampaikan hasil pemerikdeampengadilan.
Berikutnya, pihak Pengadilan akan memeriksa perkara atas das# pemeriksaan
sebagaimana tercantum dalam berkas dimaksud. Walaupuntdrssiaut telah terdapat
penuntut umum, namun dapat dikatakan bahwa di era tersalmpepenuntut umum
tidaklah besar dalam proses penyelesaian perkara (khususaga engajuan,
pengembangan, atau penundaan suatu perkara). Pada proses pamelil®engadilan
dilaksanakan secara tertutup, sewaktu proses persidangamlulte tidak berhak
didampingi pembela.

Uraian perihal proses penyelesaian perkara pidana dengan mekagusistem
Inkuisitur sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnyangsung cukup lama yakni
pada abad ke 13 hingga pada abad ke 19. Pemberlakuan sistem inkuisaumgatlah
menyiratkan kesan bahwa cara bertindak pada sistem initkdngaderhana dan cukup

cepat. Akan tetapi tidak mengedepankan perlindungan dan jaminan HskMeanusia

TESIS

?> Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana, Jakarta, 2010, h.37
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bagi si tersangka /tertuduh. Kondisi tersebut berlangsurgkalena adanya anggapan
yang kelirubahwa “lembaga penyiksaan (tortue) merupakan hal yang sangat penting dan
harus selalu ada dalam sistem inkuisitur”.®

Sistem Hukum Acara Pidana dengan berdasarkan pada HIR disagatlah
memberatkan dan tidak mengedepankan Hak Asasi Manusia—tak si tertuduh),
dengan demikian maka dalam periode tahun 1981 pemerintah smldregalih untuk
memberlakukan KUHAP dengan bersandarkan atas undangang No. 8 Tahun 1981
tentang Undang - Undang Tentang Hukum Acara Pidana dengan melHealbigrziene
Inlandsch Reglement /HIR (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44) digikao dengan dan
Undang-undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951r 9pmo
Tambahan Lembaran Negara Nomor 81) beserta semua peratiaisapaannya;

Adapun penggantian terhadap aturan hukum acara pidana daenéeladische
Reglement /HIR ke Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHARMiycarena
dirasa bahwa dalam pengaturan dalam KUHAP lebih mengedepadeakemanusiaan
(Hak Asasi Manusia), serta berlandaskan proses hukum ydr(@ae Process of Law
dimana hak- hak tersangka/terdakwa/terpidana dilindungi dan dianggap sebadgsn bag
dari hak— hak warga negara (Civil Rights) karena itu merupakan bagian Aati H

Pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam KUHAP seéeesarat

diakui dalam penjelasan umum, khususnya pada angka 3 Urnddngang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pideeraapat 10 (Sepuluh)

* Mirjan Damaska, “Evidentiary Barries to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A
Comparative Study” — University of Pensylvania Law Review — Vol.121: 50 , 1973, h. 55

* Mien Rukmini, Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tidak bersalah dan Asas persamaan
kedudukan dalam hukum pada sistem peradilan pidana indonesia, PT. Alumni , Bandung, 2003, h. 4.
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asas yang mengatur perlindungan bagi “Keluhuran harkat serta martabat manusia”
kesepuluh asas tersebut antaralain

1) Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun;

2) Praduga tidak bersalah;

3) Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;

4) Hak untuk mendapat bantuan hukum;

5) Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;

6) Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana,;

7) Peradilan yang terbuka untuk umum;

8) Pelanggaran atas hak hak warga negara (penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undewting dan
dilakukan dengan surat perintah tertulis;

9) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapafatda
penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apga ya
didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu, termasuk tdk un
menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum;

10) Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan -
putusannya.

Keunggulan dari KUHAP dengan terdapatnya pengakuan atas HakMesaissia
dalam rumusan- rumusannya, juga ditunjang dengan adanya suatu lembaga
Praperadilan. Lembaga Praperadilan merupakan hal yang baamadsebelumnya tidak
terdapat dalam HIR selaku Hukum Acara Pidana. Pemikiran mengtalaiAsasi
Manusia lahir dari adanya kesadaran manusia terhadap Hesk Manusia berasal dari
keinsyaffannya terhadap harga diri, harkat, dan martabat keimamuga. Sesungguhnya
Hak — HAM pada dasarnya telah melekat sejak manusia dilahirkdarda ini, dengan
demikian HAM bukan merupakan hal yang baru faBengejawantahan nilai - nilai Hak
Asasi Manusia (HAM) dalam penyelenggaraan pemerintahgaraepada umumnya
berpijak pada Hak atas rasa aman dari setiap acaman yangnakampa, sebagaimana

yang tercantum pada perjanjian internasional United Nation Bdma of Human Right

> Mardjono Reksodiputro, Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sebagai bagian dari Hak-
hak warga negara (Civil Rights), disampaikan dalam seminar tentang KUHAP di FH-Ul tanggal Maret 1990.
Muhadar et al., Perlindungan Saksi & Korban, CV.Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, h.113
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(selanjutnya disingkat UDHR)Pengejawantahan nilai - nilai Hak Asasi Manusia
merupakan perwujudan dari penghargaan terhadap eksistensi msehegai mahkluk
yang diciptakan mempunyai hak yang diberikan oleh Tuhan YaitaMsa.

Praperadilan sebagaimana yang diatur didalam KUHAP Indosesimgguhnya
bukanlah satu- satunya lembaga Praperadilan yang ada di dunia Internaspacs
benua Eropa atau yang secara lebih khusus di negara 8elandPerancis juga terdapat
suatu lembaga Praperadilan dengaenghadirkan peran Hakim Komisaris (Belanda:
Rechter Commissaris) serta (Perangiglge d’Instruction). Kehadiran Hakim Komisaris
memiliki kewenangan untuk menetapkan sah/tidaknya penangkapan, memaha
penyitaan, serta pemeriksaan pendahuluan atas suatu peBxal@m hal ini, Hakim
Komisaris juga berperan untuk memutus apakah suatu kasus yangbaeh
dikesampingkan melalui transaksi (semisal perkara tidakjdtkan ke peradilan melalui
pembayaran ganti kerugian)

Struktur dan susunan lembaga Praperadilan di Indonesia tidadddini sendiri,
melainkan hanyalah berupa pemberian kewenangan serta tugasligiurg didalam
KUHAP untuk setiap Pengadilan Negeri yang berada di bawah Hiddonesia. Tugas
dan kewenangan teranyar pada Pengadilan Negeri tersebut yaknngurexiksa dan
memutus Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan; Sah atau tidaknya
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; Peamiganti kerugian atau
rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak las latasanya yang

perkaranya tidak diajukan ke pengadifan.

” Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.1 3
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
h.2
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Praperadilan merupakan lembaga yang lahir dari pemikiran unérigadakan
tindakan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (Polisi, day dg&r dalam
melaksanankan kewenangannya tidak menyalahgunakan wewenang.alTidakiup
suatu pengawasan dilaksanakan hanya secara intern dalam ipsi@rsikat aparat
hukum itu sendiri, namun juga dibutuhkan pengawasan silang asgassma aparat
penegak hukum. Dihubungkan dengan kegiatan Penyidik yang impismgma dapat
berupa, misalnya penangkapan bahkan penahanan, maka hukum idaagarpelalui
ketentuan-ketentuan yang sifatnya memaksa menyingkirkan asas diakui secara
universal yaitu hak kebebasan seseorang. Hukum acara pidaniaenkan hak kepada
pejabat tertentu untuk menahan tersangka atau terdakwa dalam raelgksanakan
hukum pidana materiil guna mencapai ketertiban dalam nasytdrPendek kata tujuan
dari kemunculan suatu lembaga Praperadilan ini yakni sebagamas kontrol atau
pengawasan terhadap pelaksanaan hukum acara pidana, gunaikaenezlindungan
atas hak- hak tersangka atau terdakw®arana kontrol tersebut dilaksanakan secara
horizontat® (menyamping), baik antara penyidik dan penuntut umum senavaltbalik,
tersangka atau keluarganya, hingga dimungkinkan dilaksanakan béhk@tiga yang
berkepentingan.

Praperadilan menurut pendapat ahli, Ratna Nurul Afiah dalam bakyagg
berjudul Praperadilan dan Ruang Lingkupnya menyatakan bahwa Prigmeiathh
sebuah forum terbuka, untuk memeriksa pihak penyidik atau petsatut umum yang

telah melakukan upaya paksa agar mempertanggung-jawabkan tindakdinnyuka

? Ratna Nurul Alfiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta, 19
h. 35

10\, Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta,
2002 h.4
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forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan danda&skan hukum.
Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, makangka atau terdakwa
dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawanppsem atau
pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wetapthak penyidik

ataupun penuntut umum. Dalam forum ini pihak penyidik atau pehwumum wajib

membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak melangar htfkum.

M. Yahya Harahap dalam buku Pembahasan Permasalahan dampBener
KUHAP menyatakan bahwa Ciri serta eksistensi praperadilan ybkrada dan
merupakan kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeeralilan sebagai
lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat pengadilan negeyasséiauan tugas
yang tidak terpisahkan dari dan dengan pengadilan yang bersamgRuggperadilan
bukan berada di luar atau di samping, maupun sejajar dengaaddan negeri;
administrasi yustisial, personal teknis, peralatan daansialnya takluk dan bersatu
dengan pengadilan negeri, dan berada di bawah pimpinan segawasan dan
pembinaan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan; tata laksgsayustisialnya
merupakan bagian dari fungsi yustisial pengadilan negesendiri*?

Darwin Prinst dalam buku Praperadilan dan Perlembangannya ci @aktek,
menyatakan bahwa istilah praperadilan diambil dari katerigfebkan tetapi ruang
lingkupnya lebih sempit, karena pretrial dapat meneliti apaklahdasar hukum yang

cukup mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana di depgdilpan

! Ratna Nurul Afiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Edisi pertama, Akademika Pressindo,
19 5, h. 2-3.

2\, Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II, Pustaka Kartini,
Jakarta, 19 5, h. 515
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Sementara ruang lingkup praperadilan terbatas sepanjang yang dhtam Pasal 77
KUHAP dan Pasal 95 KUHAP®

Praperadilan pada dasarnya ialah sangat erat kaitannya dermgan lingkup
hukum pidana, khsusnya pada hukum acara pidana. Pada ruang lingkap gidkna
yang luas, hukum pidana substantif (materiil) maupun hukuanaapidana (hukum
pidana formil) disebut sebagai hukum pidana. Hukum acara pidarfangsi untuk
menjalankan hukum acara pidana substantif (materiil)hgghi disebut hukum pidana
formal atau hukum acara pidalfavan Bemmelen mengemukakan tiga fungsi hukum
acara pidana yaitu: Mencari dan mengemukakan kebenaran; Penitepigusan oleh
hakim; serta Pelaksanaan keputuSaiantara ketiga fungsi hukum acara pidana diatas,
yang paling hakiki ialah untuk mencari kebenaran. Hal ineltibkan oleh karena
kebenaran wajib diperoleh berdasarkan alat bukti, dan bekdasalat bukti tersebut
barulah kemudian hakim akan sampai kepada putusan hakim ymtgdéen adil, yang
selanjutnya putusan tersebut akan dilaksanakan / dieksekusjaikh Secara lebih
lanjut menurut Andi Hamzah dalam bukunya Hukum Acara Pidana Is@done
menyatakan bahwa tujuan acara pidana untuk mencari kebdnananyalah merupakan
tujuan antara, hal ini disebabkan oleh karena tujuan adiienarnya ialah mencapai
suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan ak&sapn dalam

masyarakat®

* Darwin Prinst, Praperadilan dan Perlembangannya di dalam Praktek, Citra Aditya Bakti, Bandung,
1993. h.1

% Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h. 4

> Van Bemmelen (dalam Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia),Sinar Grafika, Jakarta, 200 ,

1 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 200 , h. 9
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Pada bulan April tahun 2015 terdapat suatu putusan Mahkamahitésinst
(selanjutnya disingkat MK) dengan Nomor Putusan 21/PUU-XII/2014 yargkdia
oleh seseorang yang bernama Bachtiar Abdul Fatah, yemgpakan Karyawan PT.
Chevron Pasific Indonesia, beralamat di BengkalisRiau. Dalam hal ini, yang
bersangkutan mengajukan permohonan Pengujian Unddogdang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undabgdang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1943Adapun amar putusaviK, pada pokoknya Menyatakan:

1.1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebadigia “bukti permulaan”,
“bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) UndaanggWwmor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RepulaiteBia
Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones@ Nom
3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republilediadon
Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti
permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti
yang termuat dalam Pasal 184 Ung&ndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana;

1.2  Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dh@1Pagat (1)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidangéran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lemnegana
Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum katngi

sepanjang tidak dimaknai bahw@®ukti permulaan”, “bukti permulaan yang
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cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat

dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana;

1.3 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomorriibaihan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanj&ng tida
dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaa

1.4 Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukura Acar
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 7Bafiam
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuata
hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapaang&a,
penggeledahan, dan penyitaan;

Kewenangan Mahkamah Konstitusi guna melakukan pengujian atds sua
ketentuan Undang- Undang terhadap Undang Undang Dasar 1945 (Konstitusi
Indonesia) serta eksistensinya sebagai suatu lembaga @erdidihndonesia telah diakui
secara tegas di dalam Kontitusi negara Indonesia, yakiai Ppadang- Undang Dasar
1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Ketentuan mengenai lembagalqremdidtur
secara tersendiri pada Bab IX UndangUndang Dasar 1945 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Adapun pengaturan mengenai Kekuasaan Kehakimararkiga pada
pengaturan pasal 24 UUD 1945. Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan Kehakienapakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan gungakkanehukum

dan keadilan; Pasal 24 ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukaseteah Mahkamah
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Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkpergaiian umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungardifseratata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;Haaght (3) Badan-badan lain
yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diator aladiEang-undang.
Secara lebih spesifik pengaturan ilhwal Mahkamah Kontitaisihi ditentukan
pada Pasal 24C UUD 194%asal 24C ayat (1) Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya beisdatuntuk
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus &engket
kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Whakemgy
Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselightang hasil
pemilihan umum; Pasal 24C ayat (2) Mahkamah Konstitusi wajib mdémheputusan
atas pendapat Dewan Perwaklian Rakyat mengenai dugaan pedangigr Presiden
dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar; Pasal 24@)ayathkamah
Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusy ylitetapkan oleh
Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Madtkakgung, tiga orang
oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presideal P4C ayat (4) Ketua
dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh imekonstitusi; Pasal 24C
ayat (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepidagang tidak tercela,
adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaeatntidak merangkap
sebagai pejabat negara; Pasal 24C ayat (6) Pengangkatgremi@erhentian hakim
konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentanckaviah Konstitusi diatur

dengan undang-undang.
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Lebih jauh dalam paparan Undang Undang yang mengatur mengenai
Mahkamah Konstitusi, khususnya mengenai kewenangan pengugangl - undang
terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat
ditelusuri pada ketentuan UndanrgUndang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi dan Undang Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Urdang
Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

1.2. Rumusan M asalah
a) Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penetapan
tersangka yang ditetapkan sebagai objek Praperadilan
b) Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan
1.3. Tujuan Penelitian
a) Menganalisis Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitukaitedengan
penetapan tersangka yang ditetapkan sebagai objek Praperadila
b) Menganalisis jenis- jenis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak,
baik penuntut umum, tersangka /keluarganya dalam menyikapi suatsaput

Praperadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yddpat digunakan
sebagai bahan kajian ilmiah dalam perumusan perbaikan daenpemynaann KUHAP,
utamanya dalam aspek Praperadilan. Adapun obyek dari penglitjaga merujuk pada
Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Putusan : 21/PUU-XII/204¢ at
permohonan Pengujian UndandJndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana terhadap UndardJndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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1.4. Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Secara Teoritis
Diharapkan akan memberikan masukan dan manfaat secarts t&agi
pengembangan serta pembaharuan ilmu hukum pada umumnydesstap iimu
hukum acara pidana khususnya.
1.4.2. Manfaat Secara Praktis
Secara praktis tesis ini ditujukan sebagai bahan masukan dak u
memberikan kontribusi pemikiran kepada aparatur penegak hukuraliti@enini
juga diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan bagi @emdemisi dan
kalangan yang berminat dalam bidang kajian hukum acara pidana.
1.5. Kajian Pustaka
1.5.1. Praperadilan

Menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia menyatakagasdierikut :
“Pra berarti awalan, yang bermakna sebelum atau di muka. Sedangkan peradilan
adalah sesuatu mengenai perkara pengadilan atau lembaga huktugashe
memperbaiki”.}’

Didik Endro Purwoleksono dalam bukunya Hukum Acara Pidana, nakaya
bahwa secara etimologis pengertian praperadilan berasal dari kata “pra” yang artinya
sebelum dan peradilan yang artinya proses mendadiérdasarkan ketentuan Pasal
1 angka 10 KUHAP Praperadilan adalah wewenang pengadilan neqgerk

memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam unddagepini, tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahamenmnatasan tersangka

TESIS

Y Badudu dan Zein, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, h.23
! Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Pres, Surabaya, 2015, h. 3
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atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b.taahtidaknya
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atast@mdemi tegaknya
hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehsibditah tersangka
atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkardalyadiajukan ke
pengadilan.

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang secara yuridis, akgaega
dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur gakah 77 huruf a
KUHAP, Praperadilan ialah berperan untuk memeriksa dan memut

1. Sah atau tidaknya:

a. Penangkapan; dan/atau

b. Penahanan; dan/atau

c. Penghentian penyidikan; dan/atau

d. Penghentian penuntutan.

Ganti kerugian dan atau rehabilitasi.

Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisngapataangkapan
atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasatkag—
undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yaraglditer
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak didgakan
pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimanasddnak
dalam pasal 77 (Pasal 95 ayat (2) KUHAP).

Berdasarkan penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHAP disebutkamabgang
dimaksud dengan “Kerugian karena tindakan lain” ialah kerugian yang
ditimbulkan oleh:

wnN

a. Pemasukan rumah yang tidak sah menuut hukum

b. Penggeledahan yang tidak sah menurut hukum dan

c. Penyitaan yang tidak sah menurut hukum

d. Penahanan lebih lama daripada pidana yang dijatuhkan.

4. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkamapetahanan tanpa
alasan yang berdasarkan undangndang atau kekeliruan mengenai orang
atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 9b) aya
yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus aleim h
praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77 (Pasal 97 ayat (3) RUHAP

5. Putusan nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 77 huruf (a) Undangndang
Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana bertentangan dengan
Undang- undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang
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tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan
penyitaar.’

Lebih lanjut, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa Praperadilartitsratu
lembaga hukum yang bertugas memeriksa suatu perkara sebelwkamnlide
pengadilan. Namun istilah Praperadilan yang dipakai di lkesianini adalah
merupakan ketentuan umum yang terdapat pada Pasal 1 ayat 10 Ynalachgng
tentang Hukum Acara Pidaf.

Dengan begitu, maka dapat dipahami bahwa lembaga Praperaddan ia
dimaksudkan sebagai fungsi pengawas terhadap aparat penegak. Helkogpsi
pengawasan yang terkandung pada Praperadilan sebagaimanawarekat oleh
Didik Endro Purwoleksono terdiri dari dua jenis yakni: Kontrertkal, dan Kontrol
Horizontal?*

Pada Kontrol Vertikal dibagi menjadi dua yaitu Ekstermgydimaknai bahwa
fungsi kontrol Vertikal Ekstern disini artinya masyarak@rsangka dan/atau pihak
ke-3) dapat mengontrol kinerja dari penyidik dan kejaksaan. Jeten, yaitu
Kontrol Vertikan Intern memberikan ruang bagi atasan untekgontrol kinerja
bawahannya: a.Kapolri atau Kapolda atau Kapolres dapat merighiniega dari
penyidik di bawahnya; b.Jaksa Agung atau Kepala kejaksaan tiapgi mengontrol
kinerja aparat kejaksaan di bawahnya.

Pada Kontrol Horizontal ialah dimaknai bahwa antar appesyidik, dan

penuntut umum dapat saling mengajukan permohonan praperadiltumya

2002, h.3

TESIS

' Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Pres, Surabaya, 2015, h. 3
20\, Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta,

> Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Pres, Surabaya, 2015, h. 5
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kerangka semacam ini akan menjadikan bahwa fungsi darirpcilpe akan berdaya
guna, karena dimungkinkan adanya kontrol silang di antguenksdn aparat penegak
hukum.

Berikut ini diilustrasikan dalam Tabel mengenai pihalpihak yang berhak

mengajukan permohonan Praperadilan kepada Pengadilan Negeri:

ALASAN PERMOHONAN

PRAPERADILAN

Sah atau tidak sahnya:

1.Penggeledahan

2.Penyitaan

3.Penangkapan

4.Penahanan

5.Penetapan tersangka

Kejaksaan tidak melimpahkan

perkara ke pengadilan negeri

(Padahal perkara telah dinyatakan

21)

Penyidik tidak menyerahkan berita
acara pemeriksaan polisi ke

SII\EATJLKANTUT Kapolri/Kapolda/Kapolres/Kapolsek kejaksaan (Padahal sudah ada suri

pemberitahuan dimulainya

penyidikan ke kejaksaan)

1.Penghentian Penyidikan tidak sal

2.Penghentian Penuntutan tidak sal

PEMOHON TERMOHON

1.Kapolri/Kapolda/Kapolres/Kapolsek
TERSANGKA | 2.Jaksa Agung/Kajati/Kajari
3.KPK

PENYIDIK Jaksa Agung/Kajati/Kajari

1.Kapolri/Kapolda/Kapolres/Kapolsek

PIHAK KE-3 2.Jaksa Agung/Kajati/Kajari

1.5.2. Tersangka

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya
berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tind@akap(Pasal 1
angka 14 KUHAP), dengan kata lain Tersangka ialah ketika segegpaag diduga

sebagai pelaku tindak pidana masih pada tingkat pemeriksagitlik 2

*2 Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta,
2004, h.13
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Lebih jauh, didalam ketentuan KUHAP diberikan seperangkat-Hakk yang

wajib dipenuhi bagi si Tersangka /Terdakwa, diantaranya:

a.

b.

O T

-

Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diaddakB8
ayat (1), (2), (3) KUHAP)

Hak untuk mengetahui dengan jelas bahasa yang dimengerti otenisag
apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 batr & d
KUHAP)

Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidikoan ha
(Pasal 52 KUHAP)

. Hak untuk mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat (1) KUHAP)
. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaah (Pa

54 KUHAP)
Tersangka atau terdakwa berhak untuk memilih sendiri penasikainhya

. Wajib mendapatkan bantuan hukum yang ditunjuk oleh pejabatybagi

diancam hukuman mati, atau lima belas tahun, atau bagi ydak mampu
diancam 5 tahun atau lebih, dengan biaya cumama (Pasal 56 KUHAP)

. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk memghu

dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2)lRUHA

Hak untuk menghubungi dokter bagi yang ditahan (Pasal 58 KQYHA

Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah
(Pasal 59 dan 60 KUHAP)

Hak untuk dikunjungi sanak keluarga untuk kepantingan pekerjaan atau
keluarga (Pasal 61 KUHAP)

Hak untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukunasgh (P
62 KUHAP)

.Hak untuk menghubungi atau menerima kunjungan rohaniawaal (6&s

KUHAP)

. Hak untuk mengajukan saksi ahli yang menguntungkan [a de charge] (Pasal

65 KUHAP)

. Hak untuk meminta banding, kecuali putusan bebas dan lepas dda sega

tuntutan hukum (Pasal 67 KUHAP)

. Hak menuntut ganti kerugian (Pasal 68 KUHAP)
. Hak untuk ingkar terhadap hakim yang mengadili (Pasal 27 UU Pokok

Kekuasaan Kehakiman)
Hak keberatan atau penahanan atau jenis penahanan
Hak keberatan atas perpanjangan penahanan (Pasal 29 ayat 7 KGHAP

> Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta,

2004, h.14
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1.5.3. Penyidikan

Berbeda halnya dengan fungsi penyelidikan yang belum fefgang tidak
pidanaya, maka dalam fungsi penyidikan ini sudah jelas tipi&nanya, sudah
jelas barang buktinya, dan guna menemukan tersangkamy@apun tata cara
penyidikan sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhamad Taufik Mé&kdnagi
menjadi dua bagian: 1) Penyidikan dilakukan segera setelatataptau pengaduan
adanya tindak pidana, yakni Penyidik yang mengetahui, menedpmah atau
pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut didug@aken tindak
pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukaal (Fa&
KUHAP); 2) Penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil diberi peturgleh
penyidik Polri, yakni untuk kepentingan penyidikan, penyidik polri inemkan
petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu dan membebiiatuan
penyidikan yang diperlukan. Dalam hal suatu peristiwa yang patut dideggakan
tindak pidana, sedang dalam penyidikan oleh penyidik pegawai nggketegentu
dan kemudian di ketemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada peouonim
penyidik pegawai negeri sipil tertentu tersebut melaporkaritih&kepada penyidik
polri. Dalam hal tindak pidana telah selesai disidik glelmyidik pegawai negeri
sipil tertentu tersebut, ia segera menyerahkan hasil pkagitya kepada penuntut

umum melalui penyidik polri (Pasal 107 ayat (1) sampai (8)atUHAP).2°

** Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Pres, Surabaya, 2015, h.59
%> Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta,
2004, h.2
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1.5.4. Upaya Hukum

Upaya Hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Didik Endro Purwaolekso
terdiri atas Upaya Hukum Biasa yang terdiri atas: Perlaw@varzet); Banding;
Kasasi, serta Upaya Hukum Luar Biasas yang terdiri atasadkdemi Kepentingan
Hukum; Peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah mesipé&ekuatan
Hukum Tetap = PK = Herzienirf§.

Sedangkan Upaya hukum menurut Mohamad Taufik Makarao, pada dasarnya
terdiri atas Upaya Hukum Biasa serta Upaya Hukum Luar Biagam$&h hal yang
membedakan antara Upaya Hukum Biasa serta Upaya Hukum Luar Baga
pertama Upaya hukum biasa: diajukan terhadap putusan pengadirbeiam
mempunyai kekuatan hukum tetdpdak memerlukan syarat syarat yang bersifat
khusus (syarat syarat tertentu); Tidak selamanya ditujukan ke Mahkamamdgu
Selanjutnya, Upaya Hukum Luar Bia$2iajukan terhadap putusan pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Hanya dapat diajukan denrgaab -sy
syarat khusus (syaratsyarat tertentu); Harus diajukan ke Mahkamah Agung sebagai
instansi pertama dan terakfir.

Upaya Hukum Biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatuintepemeriksaan
banding, dan bagian kedua tentang pemeriksaan Kd&miara lebih lanjut menurut
Andi Hamzah, Upaya Hukum Luar Biasa seperti halnya yang diatam ketentuan

Bab XVIII — KUHAP terdiri atas dua bagian yaitu Pemeriksaan Tinflaiasi demi

*> Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Pres, Surabaya, 2015, h.125

%’ Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta,
2004, h.190

> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.2 5
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kepentingan hukum dan Peninjauan kembali Putusan Pengadilan te#ah

memperoleh kekuatan hukum tefdp.

1.5.5.Teori Kewenangan M ahkamah Konstitus

Kehadiran Mahkamah di Indonesia tentunya tidak terlepas dgarabke
perubahan konstitusi Indonesia. Adapun reformasi hukum dastitksindi Indonesia
telah dimulai sejak tahun 1998 yang pada muaranya banyakuibvem wajah
Indonesia khususnya di bidang hukum ketatanegdPadterubahan kontitusi
(undang- undang dasar 1945) dilakukan pada kurun waktu 198®02, dalam satu
rangkaian perubahan, dibahas selama 2 tahun 11.gamudian disahkan dalam
empat tahap sidang tahunan MPR yakni pada tahun 1999, 2000, 2001, d&h 2002.

Hasil dari perubahan /amandemen kontitusi Indonesia mempkalihat
terjadinya pengaplikasian sejumlah prinsip prinsip baru dalam sistem
ketatanegaraan negara. Diantarapsiasip “pemisahan kekuasaan” dan “check and
balance$ yang menggantikaprinsip “supremasi parlemen” yang pernah dianut di
periode sebelumny&.

Dampak dari amandemen Undang Undang Dasar 1945 yang mulai
meninggalkan “supremasi parlemen”, cukup menguatkan segi hukum dan
mengakibatkan fungsi Judicial Review atas undangdang tidak dapat dielakkan

dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.297

%% Martitah, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Penerbit
Konstitusi Press, Jakarta, 2013, h.1

! Moh. Mahfud MD, Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2009, h.1 7

3 Martitah, Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature, Penerbit
Konstitusi Press, Jakarta, 2013, h.2
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Peranan Mahkamah Konstitusi berada pada fungsi Judicial Retasvewatu
undang— undang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai sadéin s
pelaku kekuasaan kehakiman disamping Mahkamah Agung. Posisi /kedudukan MK
lalah sejajar dengan MAsecara kelembagaan MA sejajar dengan MK tidak dalam
posisi mengatasi dan/atau membawahi. Akan tetapi MA dan MKa sasama
diberikan mandaoleh Undang- Undang Dasar 1945 sebagai pelaksana kekuasaan
kehakiman berupa kewenangan Judicial Review guna menguji peraturadgugrun
undangan Mahkamah Agung melakukan Judicial Review peraturan perundang
undangan terhadap Undangundang sedangkan Mahkamah Konstitusi melakukan
Judicial Review Undang Undang terhadap UndangJndang Dasar.

Ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undan@ndang Dasar 1945 sebagai dasar
konstitusi bagi Mahkamah Konstitusi, menyatakahwa: “Mahkamah Konstitusi
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang poyasaersifat

final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang ,Dassmutus

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dibetkandzag-
Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutusligieas

tentang hasil pemilihan umum.”

1.6.M etode penelitian

1.6.1. TipePendlitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu deangara mengkaji
peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan
dibahas oleh penulis, khususnya peraturgeraturan yang berkaitan dengan hukum

pidana, beserta hukum acara pidana.
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1.7. Pendekatan M asalah

1.7.1. Pendekatan K asus (Case Approach)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekata
kasus (case approach) yakni pendekatan dengan menelaaleniganalisis secara
khusus kasus yang menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai rkekuata
hukum tetapg® Dalam menggunakan pendekatan kasus /case approach, yang perlu
dipahami oleh peneliti adalah Ratio decidendi, yakni alasatasan hukum yang
digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusafinyalapun suatu Ratio
Decidendi hanya dapat diperoleh dengan menilik Fakta Materiil, Faktaktub
meliputi orang, tempat, waktu, dengan seluruh hal yang menygtasalkan tidak
terbukti kebalikannyd® Urgensi fakta Materiil dalam case approach ialah karena
para penegak hukum beserta pihalpihak yang berkepentingan hendak mencari
aturan hukum yang bisa diterapkan atas suatu fakta yangi.t&gara lebih lanjut,
keberadaan Ratio Decidendi membuktikan bahwa ilmu hukum merupakantbersifa

preskriptif bukan deskriptif.

1.7.2.Pendekatan K onseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach) yakni pendekatan yatilg berti
— tolak dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam
ilmu hukum untuk menemukan konsefxonsep hukum dan asassas hukum yang

relevan dengan permasalahan yang dit&liti.

h.15

TESIS

33 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana — Prenada Media Group, 2009, h.119
3* peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum — edisi revisi, Kencana — Prenada Media Group, 2015,

> Jan Mcleod, Legal Method, Macmillan, London, 1999, h.144
> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana — Prenada Media Group, 2009, h.9
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Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak berzamaktdran
hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau am aturan
hukum untuk masalah yang dihadapi. Dalam membangun konsepiti jegneis
beranjak dari pandangarnpandangan dan doktrindoktrin yang berkembang dalam
ilmu hukum. Dengan demikian, peneliti perlu merujuk prinsigprinsip hukum.
Prinsip— prinsip ini dapat diketemukan dalam pandanggandangan para sarjana
ataupun doktrin- doktrin hukum. Meskipun tidak secara eksplikbnsep hukum
dapat juga diketemukan didalam undang undang. Hanya saja dalam
mengidentifikasi prinsip tersebut, peneliti terlebih dahugmahami konsep tersebut

melalui pandangan pandangan dan doktrindoktrin yang ada’

1.7.3. Pendekatan Perundang — Undangan (Statue Approach)

Statue Approach atau Pendekatan Perundangndangan pada dasarnya
sangatlah erat dengan penelitian hukum, utamanya dalandtyeiatik hukum atau
penelitian untuk praktik hukum. Dalam metode pendekatan perunrdangangan
peneliti perlu memahami hierarki, dan asassas dalam peraturan perundang
undangan’® Secara lebih lanjut, definisi dari peraturan perundangndangan
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undadgng No. 12
Tahun 2011 yakni berupa peraturan tertulis yang memuat noukamhyang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lemleggaanatau
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan da&atuman

perundang— undangan. Dengan begitu maka yang dimaksud sebagai Statue

3 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum — edisi revisi, Kencana — Prenada Media Group, 2015,
h.17
> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum — edisi revisi, Kencana — Prenada Media Group, 2015,

h.137
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(Perundang- Undangan) meliputi legislasi dan regulastdangkan Beschikking /
Decree tidak termasuk dalam Statue Approach atau Pendekatamddeyry
undangan.

Hierarki dan Jenis Perundargundangan Republik Indonesia bersumber pada
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undand/ndang No.12 Tahun 2011, secara berututan
dari yang tertinggi yaitu: UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945; Ketetapan Majelis Permusyawartan Rakyat; Undangndang /Peraturan
Pemerintah Pengganti UndandJndang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;
Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupatesm /Kot

Sejumlah Asas yang dapat dipergunakan guna memahami Stapiueagh
atau Pendekatan Perundangndangan diantaranya Asas Lex Superior derogat Legi
Inferiori, Asas lex Specialis derogat Legi Generali, serta Lex Postdeoogat Legi
Priori. Segenap asas tersebut berguna untuk mendapatkan pemetagalah
tatkala terjadi pertentangan aturan di suatu aturan hulwhadap suatu aturan
hukum lainnya.

+ Asas Lex Superior derogat Legi Inferiori : Asas ini menentukatikeket
terjadi pertentangan antara peraturan perundamgdangan yang secara
hierarkis lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan
perundang— undangan yang hierarkinya lebih rendah yang harus
disisihkan.

+ Asas lex Specialis derogat Legi Generafisas ini mengacu pada dua
peraturan perundangundangan yang secara hierarkis sejajar (memiliki

kedudukan yang sama) namun materi muatan antara kedua peraturan
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perundang- undangan tersebut tidaklah sama, dimana perundangan yang
satu ialah merupakan pengaturan khusus dari perundangan yang lain
Pada situasi ini, peneliti dituntut untuk mampu memilah maaagy
merupakan Lex Specialis serta yang Lex Generalis, adapun langkah
selanjutnya yang diambil oleh peneliti yakni menyisihkan Riaogan

yang memuat Lex Generalis terhadap perundangan yang memuat Lex
Specialis.

+ Asas Lex Posterior derogat Legi Priori : Asas ini diartikan bahwa
perundangan yang terkemudian menyisihkan peraturan perundangan
yang terdahulu. Adanya asas ini dapat dipahami mengingat @eratur
perundangan yang baru lebih mencerminkan kebutuhan dan sitogsi ya

sedang berlangsurig.

1.8. Bahan Hukum

1.8.1.Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif
(mempunyai otoritas) yang terdiri atas perundangndangan, catatan catatan
resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundanmgdangan serta putusan
putusan hakint’ Dalam menentukan /memilah bahan hukum primer, maka terlebih
dahulu untuk dipahami bahwa sistem hukum di Indonesia merupakan_ &~
system lantaran Indonesia adalah negara bekas jajahan Bdieula penganut

Civil Law system lebih mengutamakan peraturan perundangndangan sebagai

3 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum — edisi revisi, Kencana — Prenada Media Group, 2015,
h.141

9 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum — edisi revisi, Kencana — Prenada Media Group, 2015,
h.l 2
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bahan hukum primer, lain halnya dengan Common Law systeq lgaih menitik
beratkan pada yurisprudensi atau putusan peradilan.

Bahan hukum Primer yang tergolong pada peraturan perurdangangan
maka Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berada di urutan tertinggi
oleh karena UUD 1945 merupakan dasar konstitusi Indonesia yauig npajadi
acuan bagi pembentukan aturamturan perundangan di bawah UUD 19B&han
Hukum Primer pada tingkatan di bawah UUD 1945 berikutnya yakni ngnda
undang, Peraturan pemerintah, Peraturan presiden /Perguafn lembaga serta
komisi. Bahan Hukum Primer juga meliputi sejumlah aturan yitegbitkandi level
daerah (Daerah Provinsi, Kabupaten /Kota) yakni Peratutagrah, hingga
keputusan kepala daerah.

Kendati Indonesia menganut Civil Law system, namun bukan béadrva
Bahan Hukum Primer hanya sematanata terbatas pada peraturan perundang
undangan belaka, Putusan peradilan juga dianggap bersifat dsifitdetgan alasan
bahwa Putusan peradilan merupakan pengejawantahan dari perundadgngan
yang berlaku, yang dalam istilah khususnya merupakan laviionac

1.8.1.1. Putusan Pengadilan sebagai Bahan Hukum Primer

Suatu putusan pengadilan juga tergolong sebagai bahan hukum
primer, hal ini sejalan dengan ucapan Portalis yang meraopaka
seorang perancang Code Civil pada Discours preliminaire du Project
de Code Civil tahun 1804 yang menyatakan bahV@aatu kitab
hukum betapapun kelihatan lengkap dalam praktik, tidak akan

dapat menjawab apabila beriburibu masalah yang tidak diduga
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diajukan kepada hakim. Oleh karena itulah undangdang, sekali
ditulis, tetap seperti apa yang tertulis. Sebaliknya, manusia tidak
pernah berhenti bergerak

Menilik pada pendapat Portalis sebagaimana diatas,
menunjukkan bahwa pada dasarnya seorang perancang Code Civil pun
mengakui bahwa adanya keterbatasan dari suatu perundang
undangan jika dihadapkan pada kondisi faktual yang sedang terjadi.
Atau dapat dietgaskan bahwa aturan perundamdangan yang telah
dibuat sebagus apapun, namun ketika dihadapkan pada kondisi riil di
lapangan akan terlihat sejumlah celah dari perundanganbuéerse
Selain itu dapat disebut bahwa kondisi riil di lapangan akdak ti
selamanya bisa di atasi hanya dengan perundaagdangan yang
telah dibuat sebelumnya.

Portalis dalam hal ini secara tidak langsung membernisang
bagi hakim dalam jabatannya untuk memberikan pemecahan
permasalahan hukum sesuai dengan kewenangannya. Pada Situasi in
Portalis bersikap amat realistis dengan meyakini balda& thungkin
pembentuk undang undang mengetahui segala ffaDleh karena
itulah Portalis menganggap bahwa hdidal lain (une foule de choses)

diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk diputuskan.

“pJp. Tak, Rechtsvorming in Nederland, Samsom H.D. Tjeen Wilink, 19 4. h. 123
*2 G.J. Wiarda, Drie Typen van Rectsvinding. Tjeenk Wilink, Zwolle, 19 0, h.15
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1.8.2.Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang fundamental yaitu berupa Text bdokiha
disebabkan oleh karena text book berisikan mengenai prinpifinsip dasar ilmu
hukum dan pandanganpandangan klasik para sarjana yang mempnyai kualifikasi
tinggi. Secara lebih lanjut, bahan hukum sekunder juga dapaiebtulisan- tulisan
tentang hukum baik dalam rupa buku maupun jurijarnal hukum Hakikat utama
dari bahan hukum sekunder tersebut ialah untuk menggali perkgantsau isu-
isu yang aktual mengenai bidang hukum tertentu, dengan dikeyahkondisi
terkini atas suatu bidang hukum tertentu yang akan ditdéth @eneliti maka

peneliti akan lebih mudah untuk memetakan sasaran yang akiin Hite

1.9. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukaganlecara
membaca dan mempelajari bahan hukum yang ada pada hukum pramgun bahan
hukum sekunder.

Pengolahan bahan hukum sekunder dalam tesis ini dilakukan demgiade
deduktif, yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari pengetahyang bersifat umum
untuk menilai suatu kejadian yang khusus, dapat pula diartikeagaiepembahasan yang
dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju Eadat@aan yang bersifat
khusus yang tentunya tetap berpedoman pada peraturan darudetganhg berlaku
dengan melakukan analisis kualitatif yang lebih mendalam sehinggalapatkan

jawaban dan kesimpulan terhadap masalah dalam penelitian ini.

3 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum — edisi revisi, Kencana — Prenada Media Group, 2015,
h.l 3
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1.10. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan conceptual aryaiysis
menganalisis hal hal yang sifatnya umum dari pendapat para sarjana maup@tulite
kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dal@htigenni selanjutnya

disimpulkan secara khusus untuk menjawab permasalahan yahgsliba

1.11. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya madaatika dalam
penulisan tesis ini akan disusun dalam bdlab sebagai berikut :

BAB | tentang pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang,uRamMasalah,
Metode penelitian, Pendekatan Masalah, Tinjauan PudBategn Hukum, Sistematika
Penulisan.

BAB Il membahas mengenai konsep Hukum acara pidana, khususnya nembaha
mengenai fungsi dan tujuan dari Praperadilan, ketentuanatibihari Undang-undang
yang berkaitan dengan praperadilan. Serta mengenai kompetessiMahkamah
Konstitusi dalam melaksanakan Pengujian Undang-Undang terhaadgng-Undang
Dasar 1945Serta untuk meneliti Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitlsitter
dengan penetapan tersangka yang ditetapkan sebagai objek diaparatuk kemudian
disandingkan dengan kerangka hukum, asasas, hingga doktrin - doktrin lain yang
terkait guna menjabarkan secara jelas akan isi/substimsiputusan mahkamah
kontitusi dengan nomor putusan 21/PUU-XI1/2014 yang diajukan olehraegegang
bernama Bachtiar Abdul Fatah, yang merupakan Karyawan (Evron Pasific

Indonesia.
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BAB IIl membahas mengenai upaya - upaya Hukum para pihak terkait dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi atas suatu perkara Praperayglilaa,mengupas akan hal
ini akandicantumkan dasar dasar Teori Hukum, Asasasas Hukum, hingga Mahzab
mahzab hukum yang terkait dengan isu yang diulas. Ditamiéagan menyandingkan
pada kondisi faktual di masyarakat Indonesia, dengan ménsiamlah putusan
putusan peradilan utamanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-1X/2011.
Mengingat bahwa mahkamah Konstitusi selaku lembaga peradiga pernah
memberikan amar putusan mengenai upaya huasisuatu sengketa praperadilan.

BAB IV merupakan penutup dari penulisan tesis yang berisikan kesingarian

hasil penelitian dengan menjawab permasalahan yang dirumdiskatai dengan saran.
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BAB 11
RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT
DENGAN PENETAPAN TERSANGKA YANG DITETAPKAN SEBAGAI
OBJEK PRAPERADILAN
2.1. Penetapan Tersangka Menurut Kitab Undang — Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP)

Alur Penetapan seseorang sebagai Tersangka yakni berangk#éindiscan
Penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik guna mencari dan rme@a suatu
peristiva yang diduga sebagai tindak pidana yang kemudian ditenti&pat
ftidaknya untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Ketentuan Plasabka 5 KUHAP
selengkapnya mengatur, “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk
mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tidala guna
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cayaigaur dalam
undangundang ini”.

Pasca adanya tindakan Penyelidikan, kemudian dilaksanakan tindaka
penyidikan yang merupakan tindakan Penyidik demi mencari dan mpotkamn alat
bukti serta untuk menemukan tersangka. Dalam tindakan PenyidikenRenetapan
Tersangka dilakukan, yang dengan kata lain dapat disebut [Banetapan Tersangka
merupakan Output daripada tindakan penyidikan. Tindakan Penyidikana $dateriil
diatur dalam KUHAP, Pasal 1 angka 2 KUHAP menentuk&gnyidikan adalah
serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara Jang dalam undang-
undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang denganitouktembuat

terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemeksandgkanya
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Dibawah ini diuraikan mengenai Skema alur Penetapan Ti@asebagaimana yang

diatur dalam ketentuan Kitab Undangyndang Hukum Acara Pidana.

PERISTIWA PIDANA

PENYELIDIKAN

PENYIDIKAN

PENETAPAN TERSANGKA

Adapun, definisi Tersangka menurut Mohamad Taufik Makaro, yakni
seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasaikperimulkian
patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 14 KUH&M®)an kata
lain Tersangka ialah ketika seseorang yang diduga sebdajail pedak pidana masih
pada tingkat pemeriksaan penyidfk.

Hal itu sejalan dengan Ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yangatoe
bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atiaankega,

berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindatapifiantunya

** Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana, Penerbit Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2004, h.13
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Penetapan tersangka itu dilakukan oleh karena perbuatalyadi@mgah diduga
sebagai pelaku tindak pidana dengan didasari suatu bukti penmydag cukup.
Tindakan Penyidikan ini tentunya agak berbeda dengan tindakagsifpenyelidikan
yang belum jelas tentang tidak pidanaya, maka dalam fy®gsiidikan ini sudah
jelas tindak pidananya, sudah jelas barang buktinya, dan gumenmukan
tersangkany&>
2.2. Penetapan Tersangka berdasarkan Putusan M ahkamah K onstitus

Mahkamah Konstitusi di Indonesia selaku lembaga pengawal ¢aenja
konstitusi (The Guardian of The Constitution) yang merupakan lembaga dengan
tanggung jawab utama guna memastikan agar norma dasar geangdteng di dalam
konstitusi /Undang- Undang Dasar 1945 sunggulsungguh ditaati dan dilaksanakan
oleh seluruh penyelenggara negara, diberikan kewenangan yang loesap pada
konstitusi Indonesia /UndangUndang Dasar 1945 yang ditegaskan dalam ketentuan
Pasal 24 C Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 bahwa kewenangan Mahkamah
Konstitusi ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk menguji undang undang terhadap UndangUndang Dasar;
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang — Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik dan; memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan yang cukup bedautterse
dimaksudkan untuk memberikan solusi yang legal dalam koridor hufuna

mengatasi persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara

** Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Pres, Surabaya,
2015, h.59
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Akan halnya dengan Hukum Pidana maupun Hukum Acara Pidan& aspe
“Kepastian Hukum” sangatlah diutamakan oleh karena peran dan fungsi dari Hukum
Pidana maupun Hukum Acara Pidana yang sangat fundamental. Hamxnidi sebagai
seorang akademisi hukum mencetuskan mengenai teori kepaskam,hyakni
keputusan itu harus ada kepastian, suatu keputusan yang telahrtétie tidak akan
dicabut secara semenanena karena telah memenuhi persyaratan formil dan rhateri
asal penerbitan itu bukan karena paksaan ataupun keldlaidapun peranan dari
kepastian hukum bagi Mahkamah Konstitusi wajib diwujudkan datetusprint-out
putusan, sebagai bentuk bahwa Mahkamah Konstitusi dalam uofé@at suatu
putusan telah dilaksanakan secara masakasak tanpa menggunakan pertimbangan
yang sifatnya asal asalan. Dengan demikian maka Mahkamah Kontitusi perlu
memperhatikan secara seksama terkait dengan-tisgp putusan yang dikeluarkan
oleh lembaga tersebut, dengan tetap mengingat bahwa dial®aselaku negative
legislator demi terwujudnya keberlangsungan sistem PenyelenggargaraNe
2.2.1.Penafsran Hukum dalam Ihwal Pengujian Undang — Undang
Istilah “Penafsiran” sebagaimana yang tercantum dalam Kamus
Besar Bahasa Indonesia yakni dimaknai sebagai upaya uetjklaskan
arti sesuatu yang kurang jetaslika dikaitkan dengan ilmu hukum, maka
penafsiran hukum dapat dimaknai sebagai serangkaian pekerjagn ya
dikerjakan oleh para ahli hukum maupun badan peradilan guna

memberikan anggapan /makna atas suatu aturan (norma) hukum.

%6 Jazim Hamidi, Teori dan Politik Hukum Tata Negara, Mgtedia, Yogyakarta, 2009.
h.340
“ http://kamusbahasaindonesia.org/penafsiran/riitigkses pada : 19 Maret 2017)
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Albert H.Y. Chen mengutarakan gagasan terkait Penafsiran
Konstitusi. Albert H.Y. Chen yang tidak lain merupakan seorang Guru
besar dari fakultas hukum universitas hong kong tersebut, lebdeoung
untuk menggunakan istilah  Constitutional Interpretation guna
merepresentasikan  istilah  Penafsiran  Konstitusi.  Constitutional
Interpretation sendiri didefinisikan oleh Albert H.Y. Chen sealbag
penafsiran terhadap ketentuarketentuan yang terdapat dalam konstitusi
atau undangundang dasar, atau Interpretation of The Basic {faw.

Hakikat dari Penafsiran atau Interpretasi hukum ialah mkaupa
salah satu metode penemuan hukum yang berfungsi untuk menyampaika
penjelasan terhadap suatu naskah undamgdang guna dapat diterapkan
pada kasus tertentu. Akan tetapi seorang ahli hukum hendaknka tida
bertindak serampangan dalam melakukan Penafsiran atau reétasrp
hukum terhadap suatu peraturan perundamiingan yang dianggap tidak
lengkap atau tidak jelds.

Penafsiran atau Interpretasi hukum yang dimaksud dalamksonte
ini yakni merupakan Judicial Interpretation (Penafsiran Konstitainiy
merupakan suatu penafsiran yang dilaksanakan oleh hakim dah dapa
dimaknai memiliki fungsi sebagai metode perubahan konstResubahan
yang dimaksud ihwal Judicial Interpretation meliputi menambah,

mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam raskah

“8 Albert H Y Chen, The Interpretation of the Basic k&@ommon Law and Mainland
Chinese Perspectives, (Hong Kong: Hong Kong Journal Ltd., 20QD), h.

“9 http://masyarakathukum.blogspot.cdtohamad Aldyan, Penafsiran dan Kontruksi
Hukum (diakses pada : 19 Maret 2017)
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Undang- Undang Dasar. Dalam sudut pandang yang lain, Penafsiran
konstitusi merupakan penafsiran yang termasuk pada metode pada
penemuan hukum (rechstvinding) yang dilakukan berdasarkan konstitusi
atau undang- undang dasar yang sesuai dengan praktik peradilan pada
Mahkamah Konstitusi. Fungsi diadakannya Penafsiran kosisti
dikarenakan suatu peraturan perundangndangan tidak tersusun dalam
bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi.

John H. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff sebagai ahli yang
berkompeten dalam bidang Penafsiran Konstitusi mengutarakmsaya
Metode yang dapat diterapkan pada penafsiran konstitusi diaydara
Interpretivism /Non- intepretivism; Textualism; Original Intent; Stare
Decisis; Neutral principles; serta Balanciig.Secara lebih lanjut,
Soedikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul penemuan hukum
juga mengutarakan gagasannya terkait penafsiran konstitusi.itiReala
ini, Soedikno mengemukakan bahwa terdapat metode penemuan hukum
melalui penafsiran oleh hakim, terdiri atas: Intermiet&ramatikal;
Interpretasi Sitematis atau Logis; Interpretasi Historigterpretasi
Teleologis atau Sosiolog®. Pemikiran Soedikno Mertokusumo yang
sedemikian, lazim diaplikasikan pada kaidah tafsir hukum aecaum.
Akan tetapi pada metode tafsir konstitusi, metode interpretasg
diaplikasikan sedikit berbeda. Namun pada pokoknya penafsiteuinmh

tersebut juga dapat diaplikasikan untuk menafsirkan konstitusi.

*0 John H. Garvey dan T. Alexander Aleinikoff, Modern Constitutiona®4-96.
*1 Soedikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Peiberby,
Yogyajarta, 2001. h. 57-61.
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Hakim didalam melakukan fungsinya untuk melakukan suatu
penafsiran hukum, tetaplah terdapat sejumlah pembatasaaddprh
kemerdekaan hakim untuk menafsirkan suatu peraturan perundang-
undangan. Adanya suatu pembatasan tersebut lantaran tskdhardi
bahwa pada dasarnya pengaruh dan dampak yang ditimbulkan aesm ada
suatu penafsiran hukum sangatlah besar dan luas, utamakgla tatatu
penafsiran hukum yang dilaksanakan guna merubah hal yang bersifat
subtansial dalam kostitusi. Dalam kontitusi Indonesiaagat sebuah
lembaga peradilan yang berwenang dalam melaksanakan terskut i
Mahkamah Konstitusi.

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai
dasar konstitusi Indonesia memberikan wewenang terhadap Mahkamah
Kontitusi sebagai satu - satunya penafsir tunggal kontitusig yan
putusannya bersifat final dan mengikat, serta amat absatauthantik
terhadap konstitusi. Pendapat dan penafsiran hukum dari Mahkama
Kontitusi hanya dapat diberikan tatkala telah terdapat geonan untuk
melakukan penafsiran atas suatu fenomena yang kemudian dituangkan
melalui putusan atas permohonan yang diajukan sesuai lingkup
kewenangannya guna mengadili dan memutus suatu perkara.

2.2.2.Ratio Decidendi Penyelenggaraan Praperadilan Berdasarkan Putusan

M ahkamah Konstituss Nomor 21/PUU-X11/2014
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Definisi Ratio Decidendi Menurut Ranuhandoko, yakni adalah
keputusan dewan hakim yang disadarkan faktfakta materi’>. Pada
bentuk jamak dari Ratio decidendi yakni (rationes decidendi) dimakna
secara harfiah sebagai “alasan bagi keputusan tersebut”, atau dengan kata
lain Ratio decidendi merupakan alasamlasan hukum yang digunakan
oleh hakim untuk sampai pada putusannya.

Arthur L. Goodhart memberikan pemahaman yang sedikit berbeda
dari Ranuhandoko terkait Ratio Decidendi, yakni bahwa keberadsan R
Decidendi menunjukan bahwa sejatinya ilmu hukum merupakan ilmu yang
bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Ratio decidendi adalah fseaa
hakim atau pertimbangan hakim yang dijadikan sebagai dasar
pertimbangan oleh para pembentuk undangndang®® Dengan begitu
dapat disarikan bahwa Ratio decidendi merupakan suatu pertimbangan
hakim yang berupa argumen atau alasan yang dipakai oleh Hakan gun
dijadikan sebagai dasar dalam memutus suatu perkara.

Pada sistem hukum Indonesia dengan menganut sistem hukum
Civil Law, maka letak /posisi dari ratio decidendi dapat diteanugada
konsideran (Menimbang) yang terdapat dalam pokok perkara. Dengan kat
lain, Ratio decidendi pada umumnya dapat ditemukan pada suasamput
hakim, sebelum masuk pada bagian amar putusan (Mengadili) maka

majelis hakim /hakim tunggal wajib menuliskan alasaralasannya.

%2 |.P.M Ranuhandoko, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia (Cetakan KeSiagr
Grafika, Jakarta, 2003, h. 475.

%3 Arthur L. Goodhart, The Yale Law Journal : Determining ftatio Decidendi of a
Case, Vol. 40, No. 2 (Dec., 1930), h. 161-183
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Alasan majelis hakim /hakim tersebut itulah yang merupakatioR
Decidendi. Tindakan hakim guna memberikan sejumlah alasan yang
nantinya dirmuarakan pada suatu amar putusan menuntut hakik unt
menggunakan insting kreatifnya dalam menafsirkan suatu undang
undang yang terkait dengan perkara yang diperiksanya. Tenturniga Ra
Decidendi yang digunakan oleh hakim bisa merupakan pilihan dari
sejumlah kemungkinan yang tersedia dengan tetap memperhé&tian
materiil dalam perkara. Dalam hal ini, sekalipun bersumbersdeu fakta
materiil tetap dapat memberikan ruang untuk terjadinya dua lgkamam
putusan yang saling berlawanan. Yang menetukan adalah ratiordicide
putusan tersebut’ Lazimnya, peranan Ratio decidendi atau legal
reasoning yakni guna menyajikan suatu pokogokok gagasan tentang
problematika konflik hukum yang terjadi antara seseorang demgany
lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhasiap Kesus
yang menjadi kontroversi atau kontraproduktif untuk menjegiika dan
duplika percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem
penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparatur hukum, dan
lembaga peradilar.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang
menguji dan sekaligus memutus tentang konstitusionalitas Pasaika

14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undarigndang Nomor 8 Tahun

>4 pger Mahmud M., Penelitian Hukum (Cetakan Ke-3), Kencanartdai2007, h.123
°5 Abraham Amos H.F, Legal Opinion Teoritis & Empirism&, Grafindo Persada,
Jakarta, 2007, h. 34.
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1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 3209) tentang “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”,
dan “bukti yang cukup”. Beserta Pasal 77 huruf a KUHAP mengenai
penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014 tentang
konstitusionalitas ketentuan Pasal 77 huruf a Undandgndang No. 8
Tahun 1981 tentang Kitab Undanrgundang Hukum Acara Pidana yang
pada dasarnya menyangkut persoalan Praperadilan. Adapun pengaturan
mengenai Praperadilan sebagaimana yang tercantum dalamukete
Pasal 77 huruf a KUHAP yakni merupakan kewenangan Pengadilan
Negeri guna memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam undang undang tentang Sah atau tidaknya penangkapan,
penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

Dalam penanganan permohonan Uji Materi UndandJndang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, majelis hakim
Mahkamah Konstitusi dalam pandangannya melihat bahwa sistem
penegakan hukum di Indonesia ialah menganut asas Due Pobdess
sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia delesn pr
peradilan pidana, dalam hal ini Hakim Konstitusi lebih mergaa
putusannya kepada penekanan akan pentingnya Hak Asasi Manusia

didalam Hukum Acara Pidana.
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Sejumlah pertimbangan majelis hakim Mahkamah Konstitusi,
terhadap permohonan Uji Materiil terhadap Undangndang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar
NRI Tahun 1945, yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah, kimysus
yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka sebagai Objek Ris@perad
yakni sebagai berikut:

Pertama, Mahkamah Konstitusi menganggap bahwa Negara
Indonesia merupakan Negara Hukum yang menerapkan asas Due Process
of Law sebagai perwujudan pengakuan atas Hak Asasi Manusia.
Pengakuan Hak Asasi Manusia tersebut diaplikasikan pada proses
peradilan pidana yang wajib untuk diutamakan khususnya oleh para
penegak hukum didalam menjalankan fungsinya. Bentuk dari peyagima
atas Hak Asasi Manusia tersebut diwujudkan dalam memberikan por
yang seimbang bagi tersangka, terdakwa, hingga terpidana sesuai denga
kaidah — kaidah hukum yang berlaku. Dengan begitu, maka Negara
Indonesia (Khususnya Pemerintah) harus untuk memastikanyaada
jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi
Manusia sebagaimana yang ditentukan Pasal 28 huruf | ayat dahgn
Undang Dasar 1945. Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana
sebagai aturan yang mengatur mengenai Hukum Formil di Reradi
Pidana Indonesia telah mengatur akan hakak tersangka /terdakwa

sebagai bentuk pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana.
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Kedua, Pelaksanaan penegakan hukum wajib dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Pancasila serta UndandgJndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dilakukan guna terciptanyantujua
serta cita- cita bangsa Indonesia yang diamanatkan dalam alinea keempat
Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945), yakni“Membentuk suatu pemerintahan Negara
Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan wuntuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.
Ketentuan alinea keempat, Pembukaan UUD 1945 tersebut dimaknai
bahwa seluruh Rakyat Indonesia wajib untuk bebas dari sagaéaman
bahaya, bisa merasakan rasa aman yang diberikan olelhaNégeinan
rasa aman tersebut wajib untuk diberikan baik kepada merekgj yan
dinyatakan tidak bersalah, maupun bagi mereka yang dinyabeksedah.

Ketiga, Hukum Acara Pidana Indonesia yakni Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selaku Hukum formil pidana
Indonesia menganut sistem Aquisitoir. Hal ini mengharuskaatus
praktek penegakan hukum untuk memperhatikan -hakak tersangka
lterdakwa yang diposisikan sebagai subjek hukum manusia yang knemili
harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Guna
menjamin akan terlindunginya Hak hak tersangka /terdakwa, KUHAP

membuka peluang (mekanisme kontrol) demi terlindunginya -hdak
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tersangka /terdakwa akan kemungkinan tindakan sewenammang dari
aparat penegak hukum melalui pranata Praperadilan.

Keempat, Indonesia juga telah mengikatkan diri dalam
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional Tentang Hak Hak Sipil dan Politik) yang diratifikasi
melalui dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang sekaligus
juga menyangkut akan hakhak seorang tersangka ketika dilakukan suatu
penyidikan. Selengkapnya, Artikel 9 International Covenant on Civil and
Political Rights mengatur:

1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pridati.
seorang pun akan mengalami penangkapan atau penahanan
sewenang-wenang. Tidak ada yang akan dirampas kebebasannya
kecuali atas dasar tersebut dan sesuai dengan prosedurysaperti
ditetapkan oleh undang-undang.

2. Siapa pun vyang ditangkap harus diberi tahu, pada saat
penangkapan, alasan penangkapannya dan segera diberitahu
tentang tuduhan terhadapnya.

3. Siapa pun yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidassa har
diajukan segera di hadapan hakim atau pejabat lain yamgi dib
wewenang oleh undang-undang untuk menjalankan kekuasaan
kehakiman dan berhak diadili dalam waktu yang wajar atau untuk
dibebaskan. Tidak menjadi peraturan umum bahwa orang-orang

yang menunggu persidangan harus ditahan dalam tahanan, namun
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pembebasan dapat dikenai jaminan untuk diajukan dalam
persidangan, pada tahap proses pengadilan lainnya, dan, jika
terjadi, untuk eksekusi penghakiman.

4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan penangkapan atau
penahanan berhak mengajukan upaya praperadilan, agar pengadilan
dapat memberikan putusan tanpa menunda penyangkalan atas
penahanannya dan memerintahkan pembebasannya jika penahanan
tersebut tidak sah secara hukum.

5. Siapapun yang menjadi korban penangkapan atau penahanan secara
tidak sah harus memiliki hak kompensasi yang dapat dilaksanakan.
Kelima, Mahakamah Kontitusi diwajibkan untuk

mempertimbangkan akan dapat /tidaknya penetapan tersamghka

dijadikan sebagai objek Praperadjlasebagaimana kewenangan untuk

melaksanakan Praperadilan pada dasarnya telah diatur mieatentuan

Pasal 77 huruf a Kitab UndargJndang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Ke’enam, Mahkamah Konstitusi juga merujuk dalam ketentuan

Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP yang menentukan bahwa pada

dasarnya praperadilan diberikan wewenang untuk memeriksa dan

memutus: 1) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau pepahanan

atas permintaan tersangka atau keluarganya atau perminta@mn ya

berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan; 2) Sah atau tidaknya

penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas pamyatay

berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan dan; 3) Permintaan
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Ganti Rugi Atau Rehabilitasi Oleh Tersangka Atau Keluarganysu At
Pihak Lain Atau Kuasanya Yang Perkaranya Tidak Diajukan Ke
Pengadilan.

Ketujuh, = Mahkamah Menilai bahwa dalam  praktek
penyelenggaraannya selama ini dengan berdasarkan KUHAP, liedones
tidaklah memiliki sistem Check and Balance terhadap tindakandienyi
dalam menetepkan seseorang sebagai tersangka. Kondesjadi karena
KUHAP Indonesia tidak memiliki suatu metode pengujian keabsahan
perolehan alat bukti. Mahkamah Konstitusi juga menganggapvebah
penerapan prinsip pengecualian (exclusionary) bagi alat bulti ial
yang sangat penting, sebagaimana yang telah dipraktekkan dikAmer
Serikat. Mahkamah Konstitusi didalam pertimbangan hukumuoga |
mencantumkan contoh kasus Dominique Straus Kahn. Singk#tagas
Dominique ini berawal dari tuduhan pemerkosaan terhadap Nafissato
Diallo yang diduga dilakukan oleh Dominique Straus Kahn pada Hotel
Manhattan New York di tahun 2011. Akan tetapi kasus tersebut a&hirny
dibatalkan oleh Magistrates Court New York di bulan AgsisR011.
Dasar pembatalan yang dilakukan Magistrates Court New Yorkrhbesu
dari keraguan terhadap kredibilitas saksi korban, termasuk di@sadaksi
korban yang dianggap tidak konsisten. Berangkat dari fakta imkita
konsep pengujian terhadap keabsahan perolehan alat bukti haadsla
guna memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Adapun, pFigsip

mekanisme pengujian keabsahan perolehan alat bukti, menurut Paul
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Roberts dan Adrian Zuckerman, diantaranya: Rights protection by tke stat
[Perlindungan hak oleh negara]; deterrencedisciplining the police
[Mendisiplinkan polisi]; The legitimacy of the verdict [Legitimasanis
tersebut].

1) Pertama Rights protection by the state [Perlindungan hak oleh
negara] yang mana untuk dimaknai bahwa Hak untuk mendapatkan
perlindungan dari negara muncul, karena tak jarang aktivitag yan
dikerjakan oleh penyelidik atau penyidik guna menemukan suatu
alat bukti dilaksanakan dengan cara melanggar Hak Asasidifanu
(HAM) si calon tersangka /tersangka. Untuk menjamin Hak Asasi
Manusia (HAM) atau untuk mempertahankan hak yang sudah
dilanggar maka dibutuhkan suatu mekanisme pengujian perolehan
alat bukti demi mengetahui dan memastikan bahwa suathukiat
tersebut sudah sunggutsungguh diambil secara sah.

2) Kedua, deterrence- disciplining the police [Mendisiplinkan
polisi. Dengan dikesampingkannya alat bukti yang dimbil
/diperoleh secara tidak sah pada suatu proses pidana,secka
otomatis akan menghindari /menghalangi tindakan para penyidik
maupun penuntut umum untuk mengulangi kembali kesalahan
mereka yang sama di masa yang akan datang. Jika diilustrasika
dalam prakteknya, mayoritas Hakim secara rutin
mengecualikan/mengesampingkan alat bukti yang didapat secara

tidak sah, tentunya kondisi ini menjadi pesan yang saelgatagar
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aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan lainnya) tidak mefakuka

pelanggaran hukum, oleh karena ada tidak ada faedah apapun yang

bisa didapat dari tindakan penegak hukum yang melanggar hukum,
kemudian maka lambat laun motivasi dari aparat penegak hukum
demi melakukan pelanggaran hukum akan menurun secara drastis.

3) Ketiga, The legitimacy of the verdict [Legitimasi vonis]. Pada
proses acara pidana, dibutuhkan suatu sistem yang dapat dipercaya
sehingga masyarakat yakin terhadap sistem hukum atau sistem
peradilannya. Jikalau mindset para Hakim hanyalah untuk
memaklumi perilaku aparat penegak hukum untuk selalu
menggunakan alat bukti yang diperoleh secara tidak legala mak
lambat laun masyarakat akan kehilangan rasa hormatnya pada
institusi penegakan hukutf.

Berpegang pada prakteknya selama ini, maka Mahkamah
Konstitusi menganggap bahwa Hukum Acara Pidana Indonesia sielama
belumlah menerapkan prinsip due process of law secara utuhnihal
disebabkan karena belum adanya metode pengujian keabsahamaerol
alat bukti dalam perkara Pidana di Indonesia.

Kedelapan, Mahkamah Konstitusi menganggap hakikat dari
keberadaan metode praperadilan merupakan bentuk pengawasan dan
mekanisme keberatan, bagi suatu proses penegakan hukum yaritgmerka

erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia (HAM), grada

> Paul Roberts dan Adrian Zuckerman, Criminal Evidence, Oxford University Press Inc,

New York, 200 , h. 149-159
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diciptakannya KUHAP dianggap bahwa aturan tentang praperadilan
merupakan mahakarya KUHAP. Akan tetapi, pada perkembangannya
terbukti suatu lembaga praperadilan tak berfungsi secara nsdkkarena
di era dewasa ini praperadilan dirasa gagal untuk menjawatapalahan
pada proses pra-ajudikasi. Peranan pengawasan yang telgadiptanata
praperadilan terbatas bersifat pdstto, yang dalam kenyataanya dirasa
sangatlah merugikan karena pengujian praperadilan hanya bérsiiai
yang mengedepankan unsur objektif semata. Tanpa mengedepankan unsur
subjektifnya. Kondisi ini justru menyebabkan praperadilaansek pada
situasi yang bersifat formal dan sebatas masalah &irasi, yang tidak
menyentuh hakekat utama dari pranata praperadilan yang sejat
Kesembilan, Mahkamah menilai tatkala KUHAP pertama Kkali
diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia di tahun 1981, peEareta
tersangka belumlah merupakan isu krusial yang problematik. Uplga pa
di era tahun 1981’an hanya dimaknai secara konvensional terbatas pada
penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan. Akgoi teta
kebutuhan dari praktek penegakan hukum di era dewasa ini telah
berkembang yang salah satu wujudnya yakwrinetapan tersangka oleh
penyidik”. Pemberian /pelabelan seseorang sebagai tersangka dianggap
oleh Mahkamah Konstitusi sebagai hal yang perlu untuk datgrm
mengingat jika seseorang dilekatkan label atau statusn¢gesatanpa
adanya batas waktu yang jelas, serta tanpa tersedianyape¢aenguna

melakukan upaya hukum demi menguji legalitas dan kemurnian tujuan
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dari penetapan tersangka tersebut, maka Hal itu sangatlalyikaer bagi
Hak — Hak tersangka. Selengkapnya, Hukum harus mengadopsi tujuan
keadilan dan kemanfaatan secara berbarengan dan ketika ke hsthggn
semakin kompleks maka hukum perlu lebih dikonkretkan setarahi
dengan menggunakan bahasa yang lebih baik dan sempurna (Shidarta,
2013: 207-214). Dalam bahasa yang lain, prinsip kehdtatian wajib
dipegang teguh oleh seluruh penegak hukum dalam menetapkarasgseor
menjadi tersangka.

Kesepuluh, Mahkamah Kontitusi menilai bahwa hahal yang
wajib untuk ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilaatadal
tegaknya hukum dengan memperhatikan perlindungan hak asasi manusia
sebagai tersangka /terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan
penuntutan. Hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah
Kontitusi pada Putusan sebelumnya yang bernomor 65/PUU-IX/2011,
tertanggal 1 Mei 2012, serta Putusan Mahkamah Nomor 78/PUU-XI/2013,
tertanggal 20 Februari 2014. Mahkamah Konstitusi juga mempexhati
nilai — nilai Hak Asasi Manusia yang terdapat dalam Undargndang
Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan perlindungan hak
asasi manusia (BAB XA, UUD 1945). Dengan demikian, setiap tindakan
penyidik /penyidikan yang tidak memegang teguh prinsip kehhttian
serta yang diduga telah melanggar hak asasi manusia (HApBt da
dimintakan perlindungan di praperadilan. Ketentuan secara linyitaig

diatur diketentuan Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 huruf a KUHABg#p
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tidak tepat oleh karena adanya keyakinan bahwa suatu penetapan
tersangka merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dses pr
penyidikan (dimana proses tersebut dimungkinkan terjadim@akan
sewenang— wenang dari penyidik semisal perampasan hak asasi
seseorang).

Kesebelas, Mahkamah menilai jika aparat penegak hukum secara
murni dan konsekuen melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP
maka tidak diperlukan suatu sarana kontrol praperadilan. Adiapit
didalam prakteknya tetap ada potensi pelangganagianggaran hak asasi
manusia. Dengan logika bahwa penetapan tersangka adalam loagi
proses penyidikan, yang tidak lain adalah perampasan terhakl@sde
manusia terhadap seseorang, maka seharusnya penetagaagkizroleh
penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui
ikhtiar hukum pranata praperadilan. Tujuannya semataata demi
melindungi seseorang dari tindakan sewenamngenang yang dilakukan
oleh penyidik yang dapat terjadi ketika seseorang ditetapkbagai
tersangka, namun dalam prosesnya ternyata ada kekeliruanidakkada
pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat nkesaedan
menjatuhkan vonis. Sekalipun demikian, bukan berarti perlindungan
terhadap hak hak tersangka bisa diartikan bahwa tersangka tidak bersala
serta hal ini tidak dapat menggugurkan dugaan adanya tindak pidana,
kemudian tindakan penyidikan tetap dapat dilakukan kembali sesuai

dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar.
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Mahkamah Konstiusi secara resmi memasukkan norma keabsahan
penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan griptariga
suatu perlakuan yang adil bagi seseorang yang sedang menjals@s pr
pidana. Dengan memperhatikan kenyataan bahwa tersangka sugjtsh
hukum dengan memliki harkat, martabat, dan kedudukan yang sama d
hadapan hukum. Dengan demikian pula, Mahkamah konstitusi menila
bahwa dalil Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadiyabgek
didalili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menukutrh Secara
lengkap, pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi, ketentwar7Pas
huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (KUHAP) berdasarkan Undang Undang Dasar Tahun 1945
menjadi demikian: Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan,
penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; terppasekapan
tersangka, penggeledahan, dan penyitan.

Ketentuan di atas membuktikan bahwa Penetapan Tersangka yang
dimasukkan pada objek Praperadilan oleh Mahkamah Konstiaksii y
merupakan bentuk dari pengejawantahan sistem Due Process Madel da
Hukum Pidana Indonesia, Penulis sangat menyetujui akan pendaddian
asasi manusia tersebut dalam proses peradilan pidana yanadimasas
yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama agbaga

penegak hukum. Kitab Undargundang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

*"http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/It5540aa 1ad5fb/npts/It53b27d9b47
02c/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-21-puu-xii-2014 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
21/PUU-XII/2014 (diakses : 4 Agustus 2017)
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sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Istonelah
merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung perhada
kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia.

Penegakkan prinsip- prinsip Hak Asasi Manusia sebagaimana
yang diaplikasikan didalam sistem Peradilan Pidana deDgenProcess
Model (Aquisitior) sangatlah diperlukan. Konstitusi Indonesia yang
memberikan status bahwa Negara Indonesia sebagai negara hukum
sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar
1945, mewajibkan bahwa Negara Indonesia wajib untuk memberikan rasa
aman bagi Masyarakatnya. Pemberian rasa aman dari Nggim
ditujukan bagi seluruh warga negara secara merata, baiklkepiyat
yang tidak sedang menjalani proses hukum, maupun kepada masyarakat
yang sedang menjalani proses hukum (baik di tingkat kepolisian,
kejaksaan, hingga ke proses peradilan).

Kitab Undang— Undang Hukum Acara Pidana /KUHAP sebelum
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2WB-XI11/2014 belum memiliki
sistem check and balance yang secara khusus untuk mengatur terhadap
kegiatan penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini
disebabkan oleh karena KUHAP pada saat itu, tidak dibekadjaperan
mengenai mekanisme pengujian atas keabsahan perolehdmukiladan
tidak menerapkan prinsip pengecualian (exclusionary) atas alatyankt
diperoleh secara tidak sah. Padahal dalam era dewasd# Ingonesia

sangatlah dibutuhkan suatu mekanisme pengujian atas keabsahan
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perolehan alat bukti dan diterapkannya prinsip pengecualian
(exclusionary). Secara lebih lanjut, perluasan objek Praperduitgga
memasukkan penatapan tersangka dimaksudkan untuk memelihara
tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai
tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutem, ha
sesuai dengan Prinsip Akuisatoir yang dianut dalam KUHAPg yan
menempatkan kedudukan tersangka / terdakwa dalam setiap tingkat
pemeriksaan adalah sebagai subyek bukan sebagai obyek peameriksa
Oleh karena itu tersangka / terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan
dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat dan martabat harga
diri.

Secara ringkas, Tabel di bawah ini mengilustrasikan nmemge
perbedaan antararaktek penyelenggaraan ‘“Praperadilan” yang diatur
dalam Pasal 77 KUHAP, sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah

Konstitusi Nomor 21/PUU-XI1/2014.

Sebelum Sesudah
Putusan M ahkamah Putusan M ahkamah
Konstitus Nomor 21/PUU- | Konstitus Nomor 21/PUU-
X11/2014 X11/2014

No. Substans

Pasal 77 hurufa :

Praperadilan

Pasal 77 huruf a :

sah atau tidaknya penan
kapan,penahanan, penghg
tian penyidikan atau peng
hentian penuntutan;

sah atau tidaknya penan
kapan, penahanan, penghg
tian penyidikan atau peng
hentian penuntutan; term
suk penetapan tersang-h
penggeledahan, dan p

nyitaan;

Pasal 77 hurufb :
ganti kerugian dan ata
rehabilitasi bagi seoran

yang perkara pidananya

Pasal 77 hurufb :
ganti kerugian dan atg
rehabilitasi bagi seoran
yang perkara pidananya
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dihentikan  pada tingkg dihentikan pada  tingks
penyidikan atau penuntutan. penyidikan atau penuntutan

2.2.2.1. Pendapat Berbeda (Dissenting Opinion)

Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XI11/2014, selain
daripada hakim yang menyatakan persetujuannya untuk memasukkarpgeneta
tersangka sebagai objek praperadilan, juga terdapat sejumlam hang
menyatakan ketidak-setujuannya atau Pendapat Berbeda (Dissenting Qxiason)
penetapan tersangka yang dimasukkan sebagai objek Praperadilan.

+ Hakim Konstitusi | Dewa Gede Palguna

Sepanjang berkenaan dengan dalii Pemohon bahwa Pasal 77 KUHAP
bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1padah28l ayat

(5) UUD 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidaknya paneta
tersangka, saya, Hakim Konstitusi | Dewa Gede Palguna, loejpainsebagai
berikut:

Pertama, bahwa praperadilan adalah suatu pengertian huksendiei yang
berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dalam proses penyiikan at
penuntutan serta akibat hukum yang timbul darinya. Pasal 77 RUyakg
dikenal sebagai ketentuan yang mengatur tentang praperaellagasmana
ditegaskan oleh Pasal 78 KUHARselengkapnya berbunyi sebagai berikut:
“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentjadikae atau

penghentian penuntutan;

TESIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH.... MATIUS PRIYONEGORO, S.H.



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA .

b. ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang peng@i@anya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

Sementara itu, Pasal 1 angka 10 KUHAP menyatakBrperadilan adalah

wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus meanaut

yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanper@iataan
tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentantpean atas
permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tgksaatau keluarganya
atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke
pengadilan.”

Penetapan tersangka adalah bagian dari penyidikan, yanBadahl angka 2

KUHAP diberi pengertian sebagai, “... serangkaian tindakan penyidik dalam

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang uk uréncari serta

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana

yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dengan demikian, penetapan
tersangka adalah “ujung” dari tindakan penyidik sebelumnya, yaitu setelah
penyidik — berdasarkan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkamemperoleh

kejelasan akan tindak pidana yang terjadi.

Tujuan praperadilan adalah melindungi hak asasi manusia, dalami hak
asasi tersangka atau terdakwa. Hak asasi yang hendak dilindukigisusnya

hak atas kebebasan (right to liberty) dan hak-hak yang bet&agan atau
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merupakan “turunan” dari right to liberty itu. Kebebasan seseorang terancam
karena dalam penetapan tersangka (atau terdakwa) itu terdapaigkéaman
pelibatan tindakan atau upaya paksa oleh negara berupa penargajadau
penahanan, yang di dalamnya sesungguhnya juga penyitaan dan
penggeledahan. Penggunaan atau pelibatan upaya paksa iniarhams
dikontrol secara ketat, baik syarat-syarat maupun prosedygpeaannya,
dengan undang-undang.

Mengapa harus dengan undang-undang? Sebab, dalam negara pakgm,
menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hak asamisia
pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya sah jika alilalerigan
undang-undang [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Namun, bila diperhatikan lebih jauh, secara implisit ada dparkeégan yang
hendak dilindungi secara seimbang melalui praperadilan, kapentingan
individu (in casu tersangka atau terdakwa) dan kepentingan pulalik at
masyarakat. Dari perspektif kepentingan individu (tersangia tardakwa),
diintroduksinya pranata praperadilan ini dalam KUHAP adalabagss
“pengimbang” terhadap kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan
penuntut umum untuk menggunakan upaya paksa dalam pemeriks#aa tin
pidana sebagaimana telah disebutkan di atas. Oleh keudraus ada jaminan
bahwa, pertama, upaya paksa dimaksud benar-benar digunakan demi
kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan (atéwalidan)
dan, kedua, upaya paksa dimaksud benar-benar dilaksanakan segazai de

ketentuan undang-undang. Untuk memenuhi tuntutan jaminan itulah
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diintroduksi pranata praperadilan. Tindakan menetapkan tk@aan sich
bukanlah upaya paksa dan karena itu dengan sendirinya tidaksui&rioa

dalam ruang lingkup praperadilan.

Bilamana dalam proses penetapan seseorang sebagai terdamikh
keberatan atau keraguan (misalnya karena tidak ditemukanybaukticukup),

jalan keluarnya bukanlah praperadilan melainkan penghentiardgenyi

Selanjutnya, apabila penuntut umum atau pihak ketiga menganggap
penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak sah keelaat
mengajukan permohonan praperadilan untuk memeriksa keabsatiakati
penyidik tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila penyidik atak jpisaga
menganggap penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuniat um
tidak sah, mereka ini pun dapat mengajukan permohonan prageradiuk
memeriksa keabsahan tindakan penuntut umum itu. Dengan carkiagemi
keseimbangan perlindungan yang diberikan terhadap kepentingasdund
(tersangka, terdakwa) dan kepentingan publik (masyarakat) ¢gjagpet
Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadietn b
membenarkan ketidakseimbangan perlindungan kepentingan individu dan
kepentingan publik (masyarakat). Sebab, bagi seseorang ytetgpkian
sebagai tersangka, tersedia dua jalan hukum untuk memigarsg&netapan
tersebut, yaitu memohon penghentian penyidikan (dalam haldiernigdak
mengambil insisiatif sendiri untuk menghentikan penyidikandan memohon
praperadilan (misalnya dalam hal permohonan penghentiayidgean tidak

dikabulkan oleh penyidik). Sementara itu, jika masyardkéttak ketiga)
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hendak mempersoalkan tindakan penyidik yang menghentikan penyidikan
terhadap seorang tersangka, satu-satunya jalan yang tersedjalah
praperadilan.

Kedua, pemeriksaan dalam praperadilan bukanlah pemeriksaan yeadah
sebagaimana dilakukan, misalnya, oleh seovadge d’Intruction di Perancis

atau Rechter commissaris di Belanda yang benar-benar melakuikgsi f
pemeriksaan pendahuluan (selain memutus sah tidaknya penangkapan
penahanan, penyitaan). Di Belanda, penuntut umum dapat pent@dapat
hakim komisaris mengenai suatu kasus, umpamanya apakah kasbstterse
pantas atau dapat dikesampingkan dengan transaksi atau tidatnyislis
perkara tidak diteruskan ke persidangan dengan membayar gantiakerugi
Rechter commissaris di Belanda juga memiliki kewenangan untulkukela
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jaksa, sementaramgkdii
kewenangan serupa terhadap pelaksanaan tugas polisi. Adapuramtiser
kewenangan luas yang dimiliki olehdge d’Intruction dalam pemeriksaan
pendahuluan mencakup pemeriksaan terdakwa, saksi-saksi dan ubtkti-b
lain; juga dapat melakukan penahanan, penyitaan, dan penutupan-tempat
tempat tertentu.Judge d’Intruction, setelah menyelesaikan pemeriksaan
pendahuluan, menentukan apakah suatu perkara cukup alasan untuk
dilimpahkan ke pengadilan atau tidak. Bilamana dianggap cukupnalasa
perkara dimaksud akan dikirimkan dengan surat pengiriman yaedpudis
ordonance de Renvoi. Sebaliknya, bilamana dianggap tidak cukup alasan,

tersangka akan dibebaskan dengan ordonance de non lieu [vide Andi Hamzah,
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Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Revisi, Sinar Grafika: Jakarta, B005
183- 184].
Baik dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Rechter
commissaris di Belanda maupun pemeriksaan pendahuluan yakgken
oleh Judge d’Intruction di Perancis tidak disebut adanya kewenangan hakim
komisaris untuk memutus keabsahan penetapan tersangka. Jikakdakepsi
pemeriksaan pendahuluan saja (yang kewenangannya dilakukarmadien
komisaris) tidak ada kewenangan hakim komisaris untuk memes&ba
tidaknya penetapan tersangka, setidak-tidaknya tidak diseloatras tegas,
maka tidaklah dapat diterima bahwa dalam konsepsi praperajng
notabene bukan pemeriksaan pendahuluan dan hakimnya pun bukan hakim
komisaris) dikonstruksikan ada kewenangan hakim untuk memutus sah
tidaknya penetapan tersangka.
Ketiga, bahkan jika KUHAP menganut Due Process Model pun daléemsis
peradilan pidananya, quod non, penetapan tersangka tidak termadalarke
ruang lingkup praperadilan. Sebagaimana diketahui, dalam penggolonga
sistem peradilan pidana yang hingga saat ini secara domigwaut,dsetidak-
tidaknya secara akademis, terdapat dua model sistem pergudana
(criminal justice system) yaitu Crime Control Model dan Due Process Model
Secara umum, sistem yang disebut terdahulu (Crime Controll)Vditendai
oleh ciri-ciri, antara lain, efisiensi, mengutamakan pat&n dan presumption
of guilt sehingga tingkah laku kriminal harus segera ditindak désrsangka

dibiarkan sampai ia sendiri yang melakukan perlawanan. Adagtgiri atau
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karakteristik yang dimiliki oleh Due Process Model adalah, antam,
menolak efisiensi, mengutamakan kualitas dan presumption of innocence
sehingga peranan penasihat hukum amat penting dengan tujuan rdanghi
penjatuhan hukuman kepada orang yang tidak bersalah [vide Eddy O.S.
Hiariej, Teori & Hukum Pembuktian, Erlangga: Jakarta, 2012, h. 30ERig
Process Model sebagai sistem peradilan pidana dipengaruhi oletaugddae
Process of Law di Amerika Serikat yang lahir setelah dilakukanny
amandemen ke-5 dan ke-14 Konstitusi Amerika Serikat yang jloentu
mencegah penghilangan atas kehidupan, kebebasan, dan hak ehililegara
tanpa suatu proses hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh Hatiedan
sekadar untuk menyebut satu contctue process provides rules and
procedures to ensure fairness to an individual and to prevent arbitrary actions
by governement. It is a process of rules and procedures by which discretion left
to an individual is removed in favor of an openess by which the rights of the
individual are protected. Procedural due process and substantive due process
work to ensure to everyone the fairness of law under the U.S. Constitution.” [J.

Scott Harr & Kéaren M. Hess, Constitutional Law and Criminal JustiseeBy
Wadsmorth-Thomson Learning, 2002, h. 260].

Due process of law diartikan, antara lain, sebagai seperapgisgdur yang
disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang bentakersal.
Setiap prosedur dalam due process menguji dua hal: (a) apakahtypen
umum telah menghilangkan kehidupan, kebebasan, dan hak milikgieasan

tanpa prosedur; (b) jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang
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ditempuh sudah sesuai dengan due process [vide Eddy O.S. Haarigf,].

Dalam kaitan dengan permohonan a quo, pertanyaan yang penting
dikemukakan adalah: apakah dalam Due Process Model dikenal pranata
praperadilan dan, kalau dikenal, apakah ruang lingkupnya mencalkeamsm
tersangka? Jika mengacu ke Amerika Serikat, dalam sistemilperaidana

yang menganut Due Process Model memang terdapat tahapan atpuafase
ajudikasi. Dalam tahapan atau fase tersebut ada perang&ntijudges yang
diambil dari warga negara biasa dan diberi kedudukan sebagai masgyistr
khususnya berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan tindakan upay
paksa oleh penyidik (penangkapan dan penahanan) yang tidak baigh ha
didasarkan atas diskresi penyidik sendiri melainkan terlelaiulu harus
melalui pemeriksaan oleh magistrate [vide Luhut M.P. Pangam, Hukum
Acara Pidana, Papas Sinar Sinanti: Jakarta, 2013, h. 26]. Ndayujudges

atau magistrate tidak memiliki kewenangan memeriksa dan memakus s
tidaknya penetapan tersangka. Due Process Model, setidakydak
sebagaimana yang diterapkan di Amerika Serikat hingga saataniperikan
perhatian khusus dan maksimal terhadap individu dari penbusgwenang-
wenang negara, khususnya aparat penegak hukum, lebih-lebih tatkala
menyangkut perampasan atau pembatasan kemerdekaan, misalnya
penangkapan. Bilamana aparat penegak hukum tatkala menangkapgseora
tersangka tidak memberitahu yang bersangkutan hak-hakrsgbagaimana
disebutkan dalam Miranda Rules atau Miranda Warnimgaka keteledoran

demikian akan membawa akibat hukum yang serius, yakni mgb#ersangka.
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Sedemikian besarnya perlindungan diberikan kepada seoranglindiiamun,
lagi-lagi harus ditegaskan bahwa hak itu baru dimiliki tatkalseorang telah
menjadi tersangka, bukan “calon” tersangka.

Dengan uraian di atas telah jelas bahwa, jangankankadansta masih ragu
apakah KUHAP menganut Due Process Model ataukah Crime Control,Model
bahkan dengan mengandaikan KUHAP menganut Due Process Model
sekalipun, konstruksi pemikiran yang memasukkan penetapanngkasa
sebagai bagian dari ruang lingkup praperadilan juga tertolak.

Keempat, jika kita menafsirkan Pasal 77 KUHAP secara kowigks
sebagaimana secara implisit tampaknya dikehendaki oleloHeendengan
melihat bangunan argumentasi dalam dalil-daliinya, maka mgthan
penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidak bemsesua
dengan asas-asas yang berlaku dalam penafsiran kontekstuatasasa
dimaksud adalah asas Noscitur a Sociis, asas Ejusdem Generiasatan
Expressio Unius Exclusio Alterius. [vide Phillpus M. Hadjon & Tatiek Sri
Djatmiati, Argumentasi Hukum, Gajah Mada University Press: Yogyakart
2008, h. 26-27]. Secara kontekstual, sebagaimana telah diupsikanbagian
pertama di atas, praperadilan adalah berkenaan dengan keabgaha paksa

dan akibat hukum yang bersangkut-paut dengannya. Tindakan yanguerma
kategori upaya paksa adalah penangkapan, penahanan, penyitaan,
penggeledahan. Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup
praperadilan tidak bersesuaian dengan asas Noscitur a Selisib menurut

asas ini suatu kata atau istilah harus diartikan dalam ramgka dalam arti
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bahwa istilah itu harus dimaknai dalam kaitan associayad- Karena
penetapan tersangka tidak termasuk ke dalam (associated wigKaiean
pengertian upaya paksa maka dia bukanlah objek praperadilanjuBe/g
memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan juga
tidak bersesuaian dengan asas Ejusdem Generis sebab menumit siszts!

kata atau istilah dibatasi maknanya secara khusus dalaomp@inya.
Praperadilan adalah istilah khususuatasendiri yang “diciptakan” dan khusus
berlaku dalam penerapan KUHAP sehingga ruang lingkupnya pun tersendir
yaitu hanya mencakup tindakan-tindakan yang termasuk dalam kelompok
upaya paksa. Akhirnya, memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruan
lingkup praperadilan pun tidak bersesuaian dengan asas Exptésisio
Exclusio Alterius sebab menurut asas ini jika suatu konsep digonantuk

satu hal maka ia tidak berlaku untuk hal lain. Sebagai cokbmisep perbuatan
melawan hukum yang digunakan hukum pidana tidak sama dengaka(daan

itu tidak boleh digunakan dalam) konsep perbuatan melawan hdklam
hukum perdata. Dalam konteks permohonan a quo, konsep pragrecathlah

satu konsep tersendiri yang hanya digunakan oleh KUHAP yangg
lingkupnya berkenaan dengan penggunaan upaya paksa dan akibat hugum yan
berkait dengan penggunaan upaya paksa itu.

Kelima, bahkan andaikatapun argumentasi pengujian dalam penamol quo
diperluas hingga mencakup pentaatan ketentuan perjanjian imbealadi

mana Indonesia turut serta di dalamnya sebagai pihak, khusdafara hal ini

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang diratifikasi
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dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, tidak memasukkan penetapan
tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan tidaklah bertentaleyman
kewajiban internasional Indonesia yang lahir keikutsertaannganddCCPR
khususnya Pasal (Article) 9. Tegasnya, tidak memasukkan penetagzangker

ke dalam ruang lingkup praperadilan tidaklah bertentangan dengah %a
ICCPR. Dengan demikian, tidak memasukkan penetapan terskagkalam
ruang lingkup praperadilan bukanlah merupakan perbuatan yang dapat
dipersalahkan menurut hukum internasional (internationally wrongft)l ac
yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya tanggung jagalane
(state responsibility), in casu Indonesia.

Penjelasannya adalah sebagai berikut: Pasal 9 ICCPR adddahdan dengan

hak atas kebebasan dan keamanan dalam hubungannya dengdah masa
penangkapan dan penahanan seseorang, yang selengkapnya menyhtakan
Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be
subjected to arbitrary arrest or detention. No one shall be deprived of his
liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are
established by law.

(2) Anyone who is arrested shall be informed, at the time of arrest, of the
reasons for his arrest and shall be promptly informed of any chargestaga
him.

(3) Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought
promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial

power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It
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shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in
custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial, at any
other stage of the judicial proceedings, and, should occasion arise, for
execution of the judgement.

(4) Anyone who is deprived of his liberty by arrest or detention shall be
entitled to take proceedings before a court, in order that that court may decide
without delay on the lawfulness of his detention and order his release if the
detention is not lawful.

(5) Anyone who has been the victim of unlawful arrest or detention shall have

an enforceable right to compensation

Jika diperhatikan secara seksama, substansi yang terkaddlamy Pasal 9
ICCPR di atas sesungguhnya identik dengan substansi yangdiengadalam
Pasal 77 KUHAP. Kenyataan ini menunjukkan bahwa Indoneseh tel
mengatur substansi perlindungan terhadap hak asasi manusia sabagaim
yang dimaksud oleh Pasal 9 ICCPR jauh sebelum menyapekaatujuannya
untuk terikat (consent to be bound) kepada ICCPR. Manakala kesamaan
substansi Pasal 9 ICCPR dan Pasal 77 KUHAP diakui makan dalateks
demikian, permohonan a quo secara tidak langsung sesungguhraya jug
mempertanyakan validitas dan akseptabilitas Pasal 9 ICCPRB teah
diterima secara universal.

Pasal 9 ICCPR sama sekali tidak menyinggung, secara immlstiun,
perihal penetapan tersangka. Ayat (1) dari Pasal 9 ICCPRekanekan

larangan melakukan penangkapan dan penahanan secara sewemamy-we
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melainkan harus atas dasar undang-undang. Ayat (2) menekiagfarusan
memberitahukan alasan penangkapan pada saat itu juga disertg@nde
tuduhan yang disangkakan. Ayat (3) menekankan keharusan untuk sggepat
membawa seseorang yang ditangkap atau ditahan dengan tuduhlaunkarela
suatu tindak pidana ke pengadilan dan diadili dalam jangka waktuvyajar

atau dilepaskan. Ayat (4) menegaskan bahwa seseorang yamgkalieatau
ditahan berhak untuk diperiksa di hadapan pengadilan sehingga pamgadila
dimaksud segera memutuskan tanpa penundaan keabsahan perahdaan i
membebaskan yang bersangkutan bilamana penahanan itu tidakdaghin

ayat (5) adalah mengatur tentang hak seseorang atas kasipatas ganti
kerugian karena penangkapan atau penahanan yang tidak sah.

Berdasarkan seluruh argumentasi di atas, tidak masukngéapan tersangka

ke dalam ruang lingkup praperadilan telah ternyata tidak bertentalegman
Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasahyi (5) UUD 1945. Oleh
karena itu, sepanjang menyangkut dalil Pemohon yang mendalilkatapan
tersangka merupakan bagian dari ruang lingkup praperadilan, Malmkama

seharusnya menolak permohonan a. quo

+ Hakim Konstitus Muhammad Alim

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara
yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari sertagomepulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yangliteliga
guna menemukan tersangkanya,” demikian ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
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Menurut Mahkamah Konstitusi, “Norma tersebut sudah tepat karena
memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara liadkeigisa
akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu haslglunproses
atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkanybukti
dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya, bukara secar
subjektif penyidik menemukan tersangka tanpa mengumpulkan bukti.”
Dengan pertimbangan tersebut di atas, sebetulnya apabila prosecudgh
benar, maka tanpa memasukkan kewenangan praperadilan untukikeame
penetapan menjadi tersangka, sudah benar merupakan peneglkasasia
manusia. Jadi penetapan menjadi tersangka sebetulnya bukemlanangan
praperadilan asal prosedur yang ditetapkan oleh hukum addemap
dilaksanakan dengan baik.
Jikalau dalam kasus konkrit penyidik ternyata menyalahgunakan
kewenangannya, yakni misalnya secara subjektif menetapkan as&seor
menjadi tersangka tanpa mengumpulkan bukti, maka hal terdasikdn
menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebab hal semacamriipakan
penerapan hukum. Penilaian atas penerapan hukum adalah kewenangan
institusi lain, bukan kewenangan Mahkamah Konsitusi.

+ Hakim Konstitusi Aswanto
Objek praperadilan adalah setiap tindakan aparat penegak hukgnmgsuk
dalam kategori upaya paksa yang meliputi penangkapan, penahanaragrenyit

dan penggeledahan. Setiap upaya paksa tersebut mengandung MigaH#
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asasi. Apabila seseorang dikenai upaya paksa maka hak yesag
bersangkutan akan terganggu. Di lain sisi, ada kemungkinan upayaypaks
dikenakan terhadapnya tidak dilakukan secara benar menurut hdkam.
karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme tertentu untuk mengbpdiean

upaya paksa tersebut dalam rangka melindungi hak asasi manusia

Berdasarkan KUHAP, mekanisme tersebut disediakan melalbdga
praperadilan. Maksud dan tujuan dari pelembagaan praperadila aoctalik
tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat
pemeriksaan penyidikan dan penuntutan.

Pasal 77 huruf a KUHAP mengatur objek praperadilan yang mesiphtatau
tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atgepkam
penuntutan. Terkait ketentuan tersebut, Pemohon dalam @egkaguo
memohon agar Mahkamah menafsirkan bahwa penetapan tersangksauk
objek praperadilan. Dengan demikian maka pertanyaan yang tigusb
adalah apakah penetapan tersangka merupakan objek praperagiilarutm
KUHAP atau apakah Pasal 77 huruf a KUHAP dapat ditafsirkangaeba
mengandung makna bahwa penetapan tersangka merupakan objek
praperadilan.

Penetapan tersangka dalam sebuah perkara pidana tidak dagetkdipidari
tindakan penyidikan yang dilakukan sebelumnya. Tersangka dalamahseb

perkara pidana ditemukan sebagai hasil dari tindakan penyidikan.
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Pasal 77 KUHAP secara tegas dan limitatif telah mengatdakan hukum
apa saja yang dapat diuji pada praperadilan yakni sah ataunyddak
penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau pengpentiatutan
serta ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang perkgra pidannya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Di dalam katent
tersebut tidak diatur mengenai penetapan tersangka.

Pengaturan secara limitatif demikian dimaksudkan untuk menjpnauses
penegakan hukum yang sejalan dengan hukum acara. KUHAP dueiaitm
acara yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum pidana materiil.
Pembentukan KUHAP dimaksudkan agar sistem peradilan pidapat da
berjalan sesuai dengan hukum acara berdasarkan tahapan-tghagaelah
ditentukan agar tercipta keadilan dan kepastian hukum berdaspriéiaes
peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan yang maruflakafi
penyelenggaraan peradilan yang juga termasuk salah sathuksas acara
pidana. Sebagaimana telah digariskan dalam Pedoman d&elaksKUHAP
bahwa:

“Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapat an atau
setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah leben yang
selenglaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan
hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan uetoubann
siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum
dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadian gu

menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telahsddakdan
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apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.” Sebagai ketentuan
hukum acara untuk menegakkan hukum pidana materiil, KUHAP amgm
dirancang sebagai aturan yang ketat. Rumusan ketentuan yandesadatum
dalam KUHAP tidak seharusnya berubah dengan mudabh.

Penetapan seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkaeskakang
untuk membela diri dan memperjuangkan hak asasinya yang menuelaiya
dilanggar. Asas praduga tak bersalah (pesumptiion of innocence) berlaku ata
mereka. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 8 Undan-ty hamor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyataKewyp orang

yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan
pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan
yangmenyatakan kesslahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap .

Di setiap tahap pcmeriksaan dalam proses peradilan piteasangka diberi

hak hukum untuk melakukan pembelaan diri. Pemberian hak hukum i
merupakan jaminan atas hak konstitusional tersangka sebagaik be
penghormatan dan perlindungan yang diberikan negara terhadapnegeya

yang disangka melakukan tindak pidana. Di lain sisi, negara mayailiki
kewajiban penegakan hukum melalui aparat penegak hukum untuk menjamin
tegaknya hukum yang dimaksudkan juga untuk melindungi kepentingan dan
hak asasi warga negara secara umum yang dapat dirugikam dachayaya
tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Deegakian,

harus ada keseimbangan antara perlindungan hak individu yarah dod
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warga negara dan kepentingan penegakan hukum yang merupakan kewajiban
negara yang keduanya menjiwai ketentuan hukum acara pidana.

Dalam hukum acara pidana, selain hak asasi tersangka seung dilindungi
dan hormati, penegakan hukum juga merupakan cita hukum yang &éarsis t
diupayakan sebab melalui upaya penegakan hukum hak akemahsearga
negara menjadi terlindungi dengan terciptanya tertib hukamg ysesuai
dengan tujuan hukum itu sendiri. Terbukanya ruang penafsirag s
terhadap ketentuan hukum acara pidana justru bertentanggandélosofi
hukum acara pidana yang dimaksudkan untuk menjaga tertib hukiam da
proses penegakan hukum pidana materil dan berakibat tigabuln
ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan ketentsah28®
UUD 1945. Ketentuan KUHAP yang limitatif memang dimaksudkan untuk
secara ketat mengawal proses penegakan hukum pidana matanggse
ruang penafsiran sedapat mungkin dibatasi.

Mahkamah memang berwenang untuk memberikan penafsiran @as s
norma berdasarkan UUD 1945. Namun, memasukkan penetapan tersangka
sebagai objek praperadilan bukanlah persoalan penafsirak. addakata atau
frasa dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHAP yang dapat dirsdvegai
penetapan tersangka atau termasuk penetapan tersangkaudfetaniquo
sudah sangat jelas mengatur apa saja yang dapat diuji di foeparadilan.
Menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek gilapeyang
sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP adalah membuat normayaag

bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangdmeptrk
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undang-undang. Tidak diaturnya penetapan tersangka sebagai objek
praperadilan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP tidak menjadikamtkete
tersebut inkonstitusional. Bahwa apabila penetapan tersangkaddng dapat
lebih menghormati dan menjaga hak asasi tersangka, maka malgasiian
dapat saja dimasukkan ke dalam ketentuan undang-undang oleknpeknb

undang-undang sesuai dengan kewenangan yang melekat padanya.

2.3. Akibat Hukum dari adanya Putusan M ahkamah Kontitus

Pasca adanya Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII1/2Q14 ten
memiliki akibat hukumnya yang tersendiri, utamanya padasagindungan hukum
bagi Tersangka. Secara lebih lanjut, alasan Putusan MahhkEonstitusi Nomor
21/PUU-XI1/2014 memliki semangat guna tercapainya penegakan, perlimdsega
penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAMahkamah Konstitusi secara
realistis mengganggap bahwa KUHAP yang disahkan pada eraudadiulin 1981)
sebagai dasar hukum beracara di ranah Pidana, dianggaksualad relevan dengan
perkembangan hukum pidana Indonesia dewasa ini. Khususnya datamypng
berkaitan dengan pengejawantahan Hak - hak Asasi Manusiaebsangka, yang
dinilai kurang mendapat perlindungan serta penghormatan dalam RIFHA

Konstitusi IndonesiaPasal 28! Undang Undang Dasar 1945 membuktikan
pengakuan negara Indonesia terhadap eksistensi Hak AsasiidManusdonesia,
yang selengkapnya menentukan bafWatuk menegakan dan melindungi Hak Asasi

Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokrakis, petaksanaan

> http://www.hukumpedia.com/twtoha/pra-peradilan-dan-penghormatan-hukum -
Situs Hukum Pedia (diakses pada : 4 Juli 2017)
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hak asasi dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan peg#nadangan”.
Secara lebih lanjut, Pasal 28D ayat (1) Undangndang Dasar 1945 menentukan
bahwa“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil
serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dengan berlandaskan pada Konstitusi tersebut, maka Pemeémnoiamesia
wajib memberikan perlindungan atas Hak Asasi Manusia, sekalipang dersebut
telah berstatus sebagai tersangka. Hal ini sebagai KomseKogis karena Negara
Indonesia merupakan Negara hukum yang menjunjung tinggi hak rasasisia.
Kewajiban bagi perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut bebaguseluruh warga
Negara Indonesia, tanpa memperdulikan apakah warga negafautdsskan sebagai
tersangka maupun jika warga negara tersebut dikenai stadaagka. Dengan begitu
tanpa memandang bahwa si tersangkaduga” telah melakukan tindak pidana,
tetaplah didalam diri si tersangka masih terdaphik Asasi” yang wajib mendapat
kepastian dan jaminan hukum dalam setiap proses hukum yangpsgia terima.

Bentuk dari perlindungan Hak Asasi Manusia bagi si Tersangkanddukum
Indonesia tertuang dalam Hukum Acara Pidana Indonesia (Kitabngrd&/ndang
Hukum Acara Pidana). Adapun hakikat utama dari keberlakuan Hukura Ridana
ialah guna melindungi Warga Negara dari tindakan seweramgenang yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, KPK, dierBINS, dan lain-
lain). Adapun tidakan perlindungan atas Hak Asasi Manusiacé@ahan perlakuan
kesewenang- wenangan dari aparatur Negara) tersebut diwujudkan oleh KUHAP

melalui Pranata Praperadilan.
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Pada Pranata Praperadilan dimungkinkan bagi si tersangka metuggugat
aparat penegak hukum negara yang dianggap berlaku sewenamgng. Kondisi ini
tentunya tidaklah terlepas dari proses kelahiran pranagefadilan yang dianggap
sebagai Mahakarya KUHAP pada masanya, oleh karena Prageradingakomodir
kepentingan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana. Pada perjalananny
Indonesia, keberlakuan KUHAP memiliki perluasan objek praparadetelah adanya
permohonan Uji Materi Undang Undang tentang KUHAP yang dilakukan oleh
Bachtiar Abdul Fatah

Asal — mulanya (sebelum adanya putusan Mahakamah Konstitusi)
ketententuan Pasal 77 KUHAP yang mengatur mengenai Pranaperdttilan
menentukan Pasal 77 huruf a: sah atau tidaknya penang-kapaajmemapenghen-
tian penyidikan atau peng-hentian penuntutan. Pasal 77 wuganti kerugian dan
atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya i#drenpada tingkat
penyidikan atau penuntutan. Akan tetapi, pasca adanya putus&arivith Konstitusi
ketentuan Pasal 77 huruf a ditambah dengan kewenangan untukjireehdtidaknya
suatu penetapan tersangka.

Sejumlah dalil yang diajukan oleh Bachtiar Abdul Fatah rdgteermohonan
Uji Materi Undang— Undang tentang KUHAP yakni bahwa ketentuan Pasal 77
KUHAP dianggap ini bertentangan dengan Pasal 28D dan Pasah@8hg— Undang
Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia. Selengkapnya Pasal 28] UUD 1945
menentukarf‘Untuk menegakan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan
prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hakdiggam, diatur,

dan dituangkan dalam peraturan perundangdangan”. Sejalan dengan hal tersebut,
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peranan KUHAP dalam konteks ini selaku salah satu bentukupsrgberundang
undangan yang bertugas sebagai panduan utama dalam sistemabsaésrarhukum
pidana Indonesia tentunya wajib untuk mengakomodir atui@uaran yang berkaitan
dengan penegakan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusiatet@miinnya
setiap proses hukum bagi warga Negara. Berpegang pada pemaharaatetgp
menjamin keadilan bagitersangka untuk tetap bisa mengusahakan keadilan bagi
dirinya, maka dengan mengacu kepada terminologi tersangka sigatnya baru
“disangka” dan “diduga” melakukan tindak pidana, jalur guna mencari keadilan bagi
dirinya tetap diperbolehkan dan hal ini telah dijamin dl&D 1945, utamanya pasal
28D ayat 1 dan Pasal 28I ayat 5 seperti yang telah dijabdikiaas.

Pada dasarnya, penetapan tersangka bagi setiap orang merbphkamg
tidak dikehendaki, sekalipun seorang tersangka yang telah tibel tersangka oleh
aparat penegak hukum itu merasa melakukan tindak pidana maupkinmiglasa
melakukan perbuatan pidana. Secara lebih lanjut, penetajgangka dalam sistem
Perundang- undangan ialah merupakan bagian dari akhir suatu penyidikaana
penyidikan itu sendiri merupakan suatu kegiatan untuk mengumpaillikiabukti yang
akan membuat terang suatu perkara dan guna menemukan tersandRbahya
karenanya proses penetapan tersangka bagi seseorang tidakoldipem
dilaksanakan secara serampangan /acak, hal ini dikarenakam Iproses penetapan
tersangka yang dilaksanakan secara serampangan /acak akan rkamnalpogansi
dari aparat penegak hukum dan justru akan menimbulkan kerugigrayzat besar
bagi masyarakat, tentunya dalam Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2¢HAY

memasukkan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan lama@demi
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menghindari tindakan arogansi /penyalahgunaan kekuasaan oledt &mmegak
hukum.

Disamping itu, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 juga melakukan
penambahan kewenangan Praperadilan mengenai kejelasajuratzdi alat bukti
dalam perkara pidana, guna menghindari kerancketiddk jelasan akan “Bukti
Permulaan” dan “Bukti yang cukup”. Dalam prakteknya selama ini, tindakan
penetapan tersangka sebagaimana yang diatur pada ketentieh&as 14 KUHAR
Pasal 17 KUHAP dan Pasal 21 KUHAP dianggap telah sah dengdasae pada
“Bukti Permulaah ataupuri‘Bukti yang cukup. Istilah “Bukti Permulaan” selama ini
dianggap sangat sulit untuk diartikan didalam Kitab Undakindang Hukum Acara
Pidana, dikarenakan tidak ada penjelasan yang cukup dalam KUHX®@enai
jumlah alat bukti, dan bentuk dari alat bukti itu sendirin#isi serupa terjadi dalam
istilah “Bukti yang Cukup” sebagai syarat dalam seseorang untuk éitafkan sebagai
tersangka. Sejumlah hal tersebut, secara nyata menimbulkamckan yang justru
memicu ketidakpastian bagi si tersanglanana suatu kerancuan ini secara nyata
menunjukan keadaan yang sangat rawan dan berpotensi untuk nueigddiyang
dapat disalah gunakan oleh aparat penegak hukotuk dijadikan sebagai alat bagi
arogansi sepihak dalam penetapan seseorang sebagai tersKeglkataan ini
tentunya sangat berbeda, semisal dalam UndandgJndang tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi yang mensyaratkan adanya minimal adaayalat bukti
dalam tindakan penetapan seseorang sebagai tersangka.

Singkatnya, Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 lebih mengedepankan

aspek Hak Asasi Manusia dan kepastian hukum bagi seseoraggdiatapkan
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sebagai Tersangka. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstkasi, lebih
membuat para penegak hukum (Kejaksaan dan Kepolisian) bertsedaka lebih
berhati— hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangkanyarraperadilan
dapat tetap menjadi Mahakarya KUHAP di era sekarang, didea@erKUHAP dengan
berdasar atas Putusan MK Nomor 21/PUU-XI1/2014 dapat mengikutirpbsgagan
jaman, dengan tetap tidak meninggalkan esensinya sebagaua skontrol atas
tindakan para penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) diegrasa ini. Putusan
MK Nomor 21/PUU-XII/2014 sangatlah realistis demi terlindunginysk Hahak
seseroang yang ditetapkan sebagai tersangka dengan mengiadgatkeKUHAP
yang sudah terlahir sangat lampau yakni i@ ®hun 1981. Sehingga Mahkamah
Kontitusi perlu untuk mengadakan sejumlah perubahan pada ket@maperadilan di
dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, demi tercapainya KUHAP yang

sesuai dengan perkembangan zaman.
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BAB |11

UPAYA HUKUM TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN

3.1. Tinjuan Mengenai Upaya Hukum

Pada ketentuan Kitab UndargUndang Hukum Acara Pidana, diatur tentang
Putusan Pengadilan. Selengkapnya ketentuan Pasal 1 angka 11 KtdeiAgatukan
bahwa “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala
tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang - imidang
Menurut Soeparmono, Putusan merupakan suatu pernyataan hdlagaispejabat
negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yangvdimenang untuk itu,
yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelasailtu perkars.

Secara lebih lanjut, Sudikno Mertokusumo memberikan definigis@athakim,
sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pegigatdiperi wewenang itu,
diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau meaikelessuatu perkara
atau sengketa antara para pifalMenyadari bahwa suatu Putusan Hakim sangatlah
memiliki signifikansi yang tinggi dan menimbulkan dampak yangathesar, tentunya
suatu Putusan hakim dituntut untuk mementingkan rasa keaditan didasarkan pada
fakta /peristiwa dengan mengutamakan norma hukum, sehingga dalaranpbtlksm
mempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum, @giaisan tersebut

tidak dapat diubah lagt.

TESIS

> Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 2005, h.14
% sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, h.174
! Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 199 , h.4
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Adapun dalam keadaan / kondisi dimana pihak terdakwa / PenUntuim tidak
mengamini putusan tersebut, maka pihak yang merasa dirugiklaak bmelaksanakan
upaya hukum. Upaya Hukum sebagaimana yang diuraikan oleh Didiko Endr
Purwoleksono terdiri atas Upaya Hukum Biasa yang terdiri &adawanan (Verzet);
Banding; Kasasi, serta Upaya Hukum Luar Biasa yang teadlas: Kasasi demi
Kepentingan Hukum; Peninjauan kembali Putusan Pengadilan yangmelaperoleh
Kekuatan Hukum Tetap = PK = Herzieniffg.

Sedangkan Upaya hukum menurut Mohamad Taufik Makarao, pada @asarny
terdiri atas Upaya Hukum Biasa serta Upaya Hukum Luar Biagam&h hal yang
membedakan antara Upaya Hukum Biasa serta Upaya Hukum Luar Yasg pertama
Upaya hukum biasa: diajukan terhadap putusan pengadilan yang be&uompunyai
kekuatan hukum tetap; Tidak memerlukan syarayarat yang bersifat khusus (syarat
syarat tertentu); Tidak selamanya ditujukan ke Mahkamah gigBalanjutnya, Upaya
Hukum Luar Biasa: Diajukan terhadap putusan pengadilan yang tedahpunyai
kekuatan hukum tetap; Hanya dapat diajukan dengan syaswdrat khusus (syarat
syarat tertentu); Harus diajukan ke Mahkamah Agung sebaghinsi pertama dan
terakhir®®

Leden Marpaung dalam bukunya yang berjudul Proses Penanganan Perkara
Pidana memberikan definisi Upaya Hukum sebagaimana yang didaPpaal 1 angka

12 KUHAP, Bahwa Upaya Hukum adalah hak terdakea_penuntut umumntuk tidak

menerima putusan pengadilan yang berupa perlavataanbandingtau_kasasatau hak

> Didik Endro Purwoleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Pres, Surabaya, 2015, h.125
> Mohamad Taufik Makarao dan Suharsil, Hukum Acara Pidana, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta,
2004, h.190
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terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal semtautne
cara yang diatur dalam undangindang inf*

Upaya Hukum Biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu teptangriksaan
banding, dan bagian kedua tentang pemeriksaan Kas@stara lebih lanjut menurut
Andi Hamzah, Upaya Hukum Luar Biasa seperti halnya yang dia@mdatentuan Bab
XVIII — KUHAP terdiri atas dua bagian yaitu Pemeriksaan Tingkasakiademi
kepentingan hukum dan Peninjauan kembali Putusan Pengadilan kdnmésmperoleh
kekuatan hukum tetd}s.

Singkatnya, upaya hukum merupakan hak yang diberikan oleh nlouam
terhadap para pihak pada suatu perkara untuk dapat menyatakan keiickix-
setujuannya atas suatu putusan pengadilan. Menurut Lilik Mulyadisud dari upaya
hukum sendiri yakni: untuk memperbaiki kesalahan yang diblet mstansi yang
sebelumnya; serta untuk kesatuan dalam peradilan.

Dengan adanya upaya hukum ini maka ada jaminan bagi terdakwa rmaupu
masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum aoetain dan sejauh
mungkin seragary. Jika memperhatikan sistematika upaya hukum yang diatur dalam
Bab XVII dan Bab XVIII KUHAP, dapat diketahui bahwa upaya hukubagi menjadi

2 yakni upaya hukum biasa dan upaya hukum luar Bfasa.

* Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan & Pengadilan Negeri), Sinar

Grafika, Jakarta, 2010, h.152

> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.2 5
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, h.297
7 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan

Putusan Peradilan), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h.223

Andreas Wibisono, Penilaian Judex Jurist Terhadap Putusan Bebas Murni Yang Dimohonkan Kasasi

Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Korupsi Terdakwa ECW Neloe, Nurdin Halid Dan Fadhillah
Budiono), skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009, h.2
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JENISUPAYA HUKUM

NO. UPAYA HUKUM BIASA UPAYA HUKUM LUAR BIASA
1 Perlawanan (Verzet) Kasasi demi Kepentingan Hukum
2. Banding Peninjauan kembali Putusan

Pengadilan yang telah memperole
Kekuatan Hukum Tetap
3. Kasasi

3.2. Upaya Hukum Biasa

Pengaturan mengenai Upaya Hukum Biasa ialah diatur dalamuaateBab XVII

KUHAP. Adapun Upaya Hukum Biasa merupakan suatu upaya hukum yang diajukan

serta ditujukan bagi putusan yang belum berkekuatan hukum &eatuk dari upaya

hukum biasa dilaksanakan dengan banding dan kasasi.

3.2.1. Banding

Menurut Darwan Prints, Banding ialah suatu alat hukum yangutipegkan

bagi terdakwa dan Jaksa Penuntut umum guna memohon agaanpBersyadilan

Negeri diperiksa ulang oleh Pengadilan Tinggi (Pengadilan tjagkatannya lebih

tinggi dari Pengadilan sebelumny4).

Ketentuan dalam Pasal 67 KUHAP memberikan klasifikasi atasisan

Pengadilan Negeri yang dapat dimintakan Upaya Hukum Banding dantigrakg

diperbolehkan dimintakan Upaya Hukum Banding. SelengkapnyatkatePasal 67

KUHAP menentukanTerdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding

terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas
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(vrisjpraak), lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) yan
menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan
dalam acara cepat

Sekalipun demikian, pada praktek perkembangan berikusuatu Putusan
bebas juga diperbolehkan untuk dimintakan banding kepada Pengddtiggi.
Dalam hal ini Jaksa /Penuntut Umum mendalilkan bahwa Rutbsbhas yang
diputuskan oleh Majelis Hakim bukanlah merupakan bebas ffuSegcara lebih
khusus Permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa /Pebumint atas putusan
bebas hanya dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi tatkbEtasisi dari memori
banding tersebut dapat meyakinkan bahwa putusan yang dijaturdjaiisNHakim
di Pengadilan Negeri sepatutnya dianggap merupakan pembebasan yang
terselubungd?

Adapun Tujuan dari pemeriksaan Banding menurut M. Yahya Hangtap,
guna memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, untuk mencegatakegar
dan penyalahgunaan jabatan, serta untuk pengawasan terciptasgragienan
penerapan hukurf. Akan tetapi, hendaknya pranata Banding tidaklah menganggap
jika hakim di tingkat Pengadilan Tinggi lebih cerdas ataihlahli ketimbang hakim
tingkat pertama, namun lebih dimaksudkan sebagai fungsi kdati@la terjadi

kesalahan atau kekhilafan dari hakim tingkat pertagoaa dimungkinkan adanya

® Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 19 7,
h.59

"t Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 19 7,
h. 0

> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Ed.Ke-2, Cet.8), Sinar Grafika, Jakarta, 200 , h.452
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perbaikan oleh majelis hakim tingkat banding pada Pengadiiaggi.”® Secara
umum, alasan yang digunakan oleh Terpidana maupun Jaksantfredmum guna
mengajukan Banding ialah ketika suatu Putusan Pengadilan Negeggdp
terlampau berat maupun terlampau ringan, serta dianggapntigla@tleksikan suatu
rasa keadilan, serta diduga hakim Pengadilan Negeri telai #alam menjatuhkan
pidana’

3.2.1.1. Akibat Hukum Upaya Hukum Banding

Suatu Upaya Hukum Banding tentunya memiliki akibat Hukumnya

yang tersendiri, M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudaib&teasan

Permasalahan Dan Penerapan KUHAP menyatakan bahwa setidaidazat

3 (tiga) akibat hukum dari Permintaan banding yang diajuidratlap putusan

pengadilan tingkat pertama diantaranya: Putusan menjadi im&etabali;

Segala sesuatu beralih menjadi tanggungjawab yuridis pengaditztatt

banding; Putusan yang dibanding tidak punya daya eksekusi. Bamikut

penulis mengilustrasikan pada bagan mengenai Akibat hukum dari

dilaksanakannya upaya hukum banding.

> Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 19 7,
h.51

* Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 19 7,
h.50
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Putusan menjadi mentah
kembali

Akibat hukum dari upaya

)

Segala sesuatu beralih menjadi
tanggungjawab yuridis
pengadilan tingkat banding

J

banding

~

Putusan yang dibanding tidak
punya daya eksekusi

a. Putusan menjadi mentah kembali
Pada hal ini, Putusan Pengadilan Negeri yang telah ditenbit
menjadi seolah- olah tidak punya arti apapun. Mengingat proses
Banding yang digelar di Pengadilan Tinggi berpotensi untuk
mengubah isi /Vonis dari Putusan Pengadilan sebelumnya (Pemgadil
Negeri). Adapun secara Formal putusan (Hardcopy Putusan)afu tet
ada, akan tetapi nilai putusan tersebut dianggap lenyap dengaa adany
pengajuan banding.
b. Segala sesuatu beralih menjadi tanggungjawab yuridis
pengadilan tingkat banding
Pengadilan tingkat banding yang dimaksud dalam hal ini merupakan
Pengadilan Tinggi, sebagaimana yang ditegaskan pada ketentuan
Pasal 87 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Secara utuh
ketentuan Pasal 87 KUHAP mengatur bahWengadilan tinggi
berwenang mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri

dalam daerah hukumnya yang dimintakan baridingerahilan
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tanggung jawab yuridis yang dimaksud dalam hal ini ialah pewali
tanggung jawab dari yang semula berada pada Pengadilan Negeri
kepada Pengadilan Tinggi khususnya terhadap barang bukti maupun
status penahanan, yang terhitung sejak tanggal permintaamdpand
diajukan. Dengan adanya Proses Upaya Hukum Banding, Pengadilan
Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama sudah tidak memiliki
wewenang apapun.

¢. Putusan yang dibanding tidak punya daya eksekusi

Lenyapnya daya eksekusi sebagai akibat dari dilaksanakannya Upaya
Hukum Banding ialah disebabkan oleh karena Putusan yang
sebelumnya telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tidpktda
dianggap memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsali&) b
bagi terdakwa maupun penuntut umum, oleh karena masih terdapat
proses Upaya Hukum baru yang berpotensi untuk merubah isi Vonis

/Putusan Pengadilan Negeri.

HIMPUNAN KETENTUAN MENGENAI UPAYA HUKUM BANDING

Substans Pasal K etentuan Perundang - Undangan

Para Pihak Pasal 233 ayat| Permintaan banding disampaikan o
(1) KUHAP terdakwa atau kuasanya atau o
penuntut umum kepada panitg
pengadilan negeri yang telah memu

perkaranya

Tenggang Pasal 233 ayat| Tenggang waktu untuk mengajuk
Waktu (2) KUHAP banding menurut Pasal 233 ayat
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KUHAP adalah tujuh (7) hari, dihitun
sesudah putusan dijatuhkan atau set
putusan diberitahukan kepada terdak
yang tidak hadir.

Pasal 234 ayat
(1) KUHAP

Bahwa jika tenggang waktu tujuh hé
sebagaimana dalam pasal 233 ayat
kuhap telah lewat dan tidak ada diajuk
permintaan banding baik oleh penun
umum maupun terdakwa, maka merg

dianggap menerima putusan.

Pencabutan

Banding

Pasal 235 ayat

Upaya Hukum| (1) KUHAP

Selama perkara banding belum dipu
oleh pengadilan tinggi, permintas
banding dapat dicabut sewaktu-wa
dan dalam hal sudah dicabut, permint;
banding dalam perkara itu tidak bol

diajukan lagi’®

Menurut Yahya Harahap, terdapat sejumlah perbedaan Prinsip dalam

pemeriksaan perkara yang ada pada tingkat Banding ketimbang dengan

Pemeriksaan pada Pengadilan Negéhinsip pemeriksaan perkara pada

pengadilan di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) ialah mamgkedn seluruh

pihak yang berkaitan dalam pemeriksaan (terdakwa, saksi, @dniintut

umum, dan penasihat hukiimHal ini sangatlah berbeda pada Prinsip

pemeriksaan di tingkat Banding, dalam pemeriksaan perkaréingkat

banding, tata cara yang digunakan tidaklah langsung bertetuk baertatap

muka, melainkan yang diuji hanyalah berdasarkan atas bpekkara yang

> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Ed.Ke-2, Cet.8), Sinar Grafika, Jakarta, 200 , h.454
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diajukan kepada Pengadilan. Sekalipun demikian, pemeriksaan petkara
Pengadilan Tinggi tidaklah bermaksud untuk mengurangi esengrigsaan
perkara, sehingga tatkala majelis hakim Pengadilan Tinggi mgggp perlu
mendengar langsung keterangan dari terdakwa maupun penuntut onaldan,
Pengadilan dapat menghadirkanri{a.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim guna menyusun Putusan
Pengadilan Tinggi, sebagaimana yang diatur dalam keterPamzal 240
KUHAP yakni : Pasal 240 ayat (1) KUHAP Jika pengadilan titiggpendapat
bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaiam
penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, ma
pengadilan tinggi dengan suatu keputusan dapat memerintahkan pEmgadil
negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tinggi melalykeasendiri
Pasal 240 ayat (2) KUHAP : Jika perlu pengadilan tinggi dengpatksan
dapat membatalkan penetapan dari pengadilan negeri sebelum nputusa
pengadilan tinggi dijatuhkan. Adapun Jenis Putusan yang dagah#ga oleh
Pengadilan Tinggi berupa: menguatkan putusan pengadilan negeguivaé
putusan pengadilan negeri atau membatalkan putusan pengadilan dageri
mengadakan putusan sendiriPutusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Tinggi sebagai peradilan tingkat banding adalah Putusan Tingkaithief®

3.2.2.Kasas

’ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Ed.Ke-2, Cet.8), Sinar Grafika, Jakarta, 200 , h.494

" Darwan Prints, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 19 9, h.13

’ M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Ed.Ke-2, Cet.8), Sinar Grafika, Jakarta, 200 , h.449
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Istilah “Kasast diambil dari kata“Cassatiory dalam bahasa Perancis, yang
memiliki kata dasar‘Casser” yang berarti membatalkan atau memecahkan. Negara
Perancis sendiri telah mengemadtitusi “Kasasi” sedari+ abad ke 16. Akan tetapi
institusi “Kasasi” pada era tersebut lebih di konotasikan sebagai “Benteng Kekuasaan
Raja”. Barulah pada tahun 1783 institusi peradilan kasasi ini di alikdada Cour
de Cassatignlambat laun definisi dari peradilan kasasi tersebut bilbaper pada
perundang— undangan revolusioner perancis. Pada perkembangannya institus
“Kasasi’ kemudian mulai menyebar kepada neganaegara khususnya di Eropa
Barat yang mengaplikasikan sistem kodifikasi hukum seperthy&aa yang
dilaksanakan oleh negara Belanda. Pemberlakuan institusi kihdadonesia secara
kentara terjadi pada masa penjajahan belanda di Indongang secara nyata
penjajah belanda memberlakukan asas konkordasi (memberlakukan hukandabe
di wilayah jajahan)kondisi yangsedemikianmenjadikan dianutnya institusi “kasasi”
dalam hukum acara pidana Indonesia. Institusi hukiasasi” diaplikasikandi
Negara Indonesia khususnya di perundangdangan Hindia Belanda yang disebut
Reglement of de Rechterlijke Organisaf®O] di tahun 1842?

3.2.2.1. Tujuan Pemeriksaan K asas

Target utama dari diadakannya pemeriksaan tingkat Kasasi di

Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan2Basayat (1)

KUHAP yakni guna menjawalg. apakah benar suatu peraturan hukum tidak

diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; kahapanar cara

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangdang; c. apakah

benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.aSecsirat, target

” Harun M.Husein, Kasasi Sebagai Upaya Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, h. 41-42
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yang diamanatkan pada pemeriksaan Kasasi oleh Mahkamah Aguggrde
berlandaskan pada Ketemtuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP menmngieya
bahwa Mahkamah Agung bukan untuk memeriksa peristiwperistiwva
hukumnya (rechtsfeit@rakan tetapi tugas utama dari pemeriksaan kasasi ialah
guna memeriksa ihwal penerapan hukum yang diaplikasitarsusnya untuk
menguji putusan peradilan sebelumnya (tingkat terakhir) bartgah dengan

hukum ataukah tida¥®

3.2.2.2. Permohonan K asas

Berkenaan dengan Permohonan KasaklJHAP memberikan
pengaturan secara tersendiri dalam Bagian Kedua, BAB.XNdrma Pasal
245 KUHAP mengatur bahwa permohonan kasasi dapat diajukan oleh
terdakwa ataupun penuntut umuRemintaan kasasi dilakukan oleh pemohon
pada panitera pengadilan yang telah memutus perkaranya dalgkat tin
pertama. Tenggat waktu yang diatur oleh undangndang terkait dengan
pengajuan kasasi ialah empat belas hari sesudah putusaadifEemgang
dimintakan kasasi itu diberitahukan pada terdakwa.

Secara utuh pengaturan Pasal 245 KUHAP ialah sebagai bé&dgatt
245 ayat (1) Permohonan kasasi disampaikan oleh pemohodakpaaitera
pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat pertitsm
waktu empat belas hari sesudah putusan pengadilan yang dimikéeseesn itu
diberitahukan kepada terdakwa; Pasal 245 ayat (2) Permintesbue oleh

panitera ditulis dalam sebuah surat keterangan yang ditagdataoleh

® Martiman Prodjohamidjojo, Upaya Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 19 3, h.21
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panitera serta pemohon, dan dicatat dalam daftar yangpiikem pada berkas
perkara; Pasal 245 ayat (3) Dalam hal pengadilan negeri menerima
permohonan kasasi, baik yang diajukan oleh penuntut uatan, terdakwa
maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligila, ma
panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kpjbeda
yang lain.

Upaya yang harus ditempuh oleh pemohon Kasasi ialah dengan ca
meyerahkan suatu memori kasgsing mana memori kasasi tersebut memuat
alasan permohonan kasasinya, dan diajukan paling lambat dalon empat
belas hari setelah adanya statement permohonan Ksetasarkan Pasal 248
KUHAP memori kasasi ataupun permohonan kasasi diserahkinRsmitera
Pengadilan Negeri. Pasal 248 ayat (1) KUHAP selengkapnya mebgaiua,
Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang mentasena
permohonan kasasinya dan dalam waktu empat belas haahsetehgajukan
permohonan tersebut, harus sudah menyerahkannya kepada pgaiigra
untuk itu ia memberikan surat tanda terima.

Sebaliknya, jika hak untuk mengajukan permohonan kasasi itu gugur
atau sudah terlambat dari tenggat waktu 14 hari maka para pihaigaia
telah menerima putusan peradilan, setelah itu panitera akambuat akta
penerimaan putusan. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 246 RUbbthwa
Pasal 246 ayat (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dam P
245 ayat (1) telah lewat tanpa diajukan permohonan kasabi y&eg

bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putssdr24da
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ayat (2) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud daa )ay
pemohon terlambat mengajukan permohonan kasasi maka tigkitungugur;
Pasal 246 ayat (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalarflpgéhu ayat
(2), maka panitera, mencatat dan membuat akta.mengenaituhadenta

melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

3.2.2.3. Putusan Kasas

Pengaturan mengenai putusan Kasasi ialah diatur pada ket&watse
254 KUHAP, yang mana jenis putusan Kasasi dapat berupa Mengabulkan
Permohonan Kasasi atau Menolak Permohonan Kasasil PasakKUHAP
menentukan“Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi
karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245,
Pasal 246, dan Pasal 247. Mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat
memutus menolak atau mengabulkennohonan kasasi”.

Akan tetapi, dalam kenyataannya, ragam putusan Kasasi tidak hanya
terbatas pada ketentuan pasal 254 KUHAP. Hal ini dikarenakan trdduxisan
Kasasi Mahkamah Agung diamanatkan untuk tidak hanya memparigkan
tentang pokok perkara (Materiil), tetapi juga mencakup mengepek formil
(Proseduralf® Pendek kata, ragam putusan Kasasi yang dapat dijatuhkan oleh
Mahkamah Agung yakni: Menyatakan Kasasi Tidak Dapat Diterviemnolak
Permohonan Kasgdengabulkan Permohonan Kasasi.

a. Menyatakan Kasas Tidak Dapat Diterima

! M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Ed.Ke-2, Cet.8), Sinar Grafika, Jakarta, 200 , h.5
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Putusan Menyatakan Kasasi Tidak Dapat Diterima, diberikeh o
Majelis Hakim tatkala permohonan kasasi yang ada tidak emem
ketentuan formalsamisal permohonan pengajuan kasasi telah melampaui
tenggat waktu /memori kasasi tidak tepat waktu ketika diajuledainsitu

bisa juga terjadi karena adanya kuasa yang tidak legal /tid&k sah.

. Menolak Permohonan K asas

Putusan kasasi yang menyatakan menolak permohonan kasagkadiber
ketika permohonan kasasi yang diajukan sebenarnya telabrmuobansyarat
formal (prosedural), majelis hakim pun juga telah telahpsarmenguiji
pada subtansi perkara /mengenai hukumnya, akan tetapimiijedan yang
diajukan pada tingkat kasasi ternyata tidak mengandung kesgbaldan
penerapan hukumnya (cara mengadili dilaksanakan sesuandeztgatuan

undang-undang dan pengadilan tidak telah melampaui kewenanp&hnya

. Mengabulkan Permohonan K asas

Pada Hakikatnya, jika permohonan Kasasi dikabulkan makas ha
dibarengi dengan pembatalan putusan yang dijadikan sebagaikdosesi.
Namun tidak selamanya jika kasasi dikabulkan akan selalu ddgiatengan
tindakan pembatalan putusamda kalanya Mahkamah Agung tidak
melakukan tindakan pembatalan dan hanya melakukan tindakan koreksi
/perbaikan atas suatu putusan.

Koreksi /perbaikan oleh Mahkamah Agung hanya dilaksanakkalda

ditemukan kekeliruan secara nyata terhadap penerapan hukutanyzaea

? Bismar Siregar, Hukum Acara Pidana, S.L: Binacipta, 19 3, h.147
> M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Ed.Ke-2, Cet.8), Sinar Grafika, Jakarta, 200 , h.5 9
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yang dilaksanakan pada proses mengadili menyalahi ketentuan undang
undang, hanya saja intensitas kekeliruan dan kesalahan egend) tidak
sampai memerlukan pembatalan putusan.

Kondisi yang memungkinkan untuk dilakukan tindakan pembatalan
putusan yakni karena ditemukan suatu kesalahan yang sangaparata
pada putusan pengadilan yang menjadi objek Kasasi, sertasvidgdim
Mahkamah Agung memandang bahwa satu-satunya cara guna ekengor
kesalahan tersebut hanyalah dengan tindakan pembatalammuiusk
penentu yang dijadikan oleh Mahkamah Agung dalam hal Kasaisilah
pada ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

3.3.  UpayaHukum Luar Biasa

Pada buku “Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana” karya Andi Hamzah dan Irdan
Dahlan menyebutkan bahwa Upaya hukum luar biasa merupakan upaya hakgm y
hanya dilakukan dan dialamatkan atas objek putusan pengadilgntglah memiliki
kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde&lodel Upaya hukum luar biasa ini
memberikan ruang ketika suatu upaya hukum biasa dirasa tidakgkmkan lagi untuk
dilakukan® Upaya hukum luar biasa menurut Bab XVIII KUHAP terdiri atasalsa
demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.

3.3.1. Kasas Demi Kepentingan Hukum
Ketentuan perundang undangan yang mengatur tentang Kasasi Demi

Kepentingan Hukum ialah Pasal 259 KUHA#Pakekatnya Upaya Hukum “Kasasi

* M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang
Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Ed.Ke-2, Cet.8), Sinar Grafika, Jakarta, 200 , h. 591-592

> A. Hamzah dan Irdan Dahlan, Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 19 7,
h.142
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Demi Kepentingan Hukum” hanyalah dapat dilaksanakan satu kalj serta hanyalah

dapat didkukan oleh Jaksa Agung (bukan pihak selain Jaksa Agung). Juga
disyaratkan“Kasasi Demi Kepentingan Hukum” hanya diperbolehkan bagi seluruh
putusan badan peradilan, asalkan yang tidak dikeluarkan olekaiah Agung.
Selengkapnya pengaturan Pasal 259 KUHAP yakni sebagai berikal, 258 ayat

(1) KUHAP: Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selairadaridahkamah
Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh JaksagAPasal 259
ayat (2) KUHAP: Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak bodehgikan
pihak yang berkepentingan.

Alur pengajuan Upaya Hukum “Kasasi Demi Kepentingan Hukum” diatur
dalam ketentuan Pasal 260 KUHAP, yang dilaksanakan dengan ratohonan
tertulis dengan dilengkapi salinan risalah yang dibuat @ksalJAgung, permohonan
dan salinan risalah tersebut guna dikirimkan kepada MahkamahgAgelewati
Panitera Pengadilan tingkat pertama yang memeriksa perkaedbuerdan pihak
pihak yang berkepentingan. Selengkapnya pengaturan Pasal 260 FKly&ii:
Pasal 260 ayat (1) Permohonan kasasi demi kepentingan husampdikan secara
tertulis oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui paniesgagilan
yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama, disesadahr yang memuat
alasan permintaan itu; Pasal 260 ayat (2) Salinan rissdahgaimana dimaksud
dalam ayat (1) oleh panitera segera disampaikan kepada pihgkbgrkepentingan;
Pasal 260 ayat (3) Ketua pengadilan yang bersangkutan segenaruskan

permintaan itu kepada Mahkamah Agung.
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3.3.2. Peninjauan Kembali

Di struktur peradilan Indonesia, pada hakekatnya ada anggapan baalea t
terdapat suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetapper&kaa (putusan)
tersebut tidak mungkin dibuka lagi guna terjaminnya suatu kepdasukum, yang
dengan kata lain dapat disebut bahwa suatu proses peradilanelakédangsung
sampai tak berhingga (tanpa akhir). Serta jika dikaitkan aeteganinologi Nebis in
idem (yang didefinisikan, seseorang tidak dapat dituntut Em{aerbuatan/peristiwa
yang baginya telah diputuskan oleh hakim) maka suatu peyaagatelah diperiksa
/diputus oleh hakim tidak boleh diperiksa /diputus kembali. kmai dimaksudkan
guna tercapainya kepastian hukum dalam putusan hakim.

Sebagai salah satu bentuk dari upaya hukum luar biasa, penikEumaali
termasuk upaya pengecualian dan penyimpangan dari upaya hukum biagsa. Hal
dikarenakan bahwa Peninjauan Kembali memiliki keistimewaamkatig upaya
hukum biasa guna membuka kembali suatu putusan hakim /peradilan j&ng te
mempunyai kekuatan hukum tetap. Kendati demikian, suatu putusgadiaen yang
telah berkekuatan hukum tetap, haruslah dilaksanakan demi mewghkepastian
hukum. Dengan begitu lembaga Peninjauan Kembali merupakan suatu Upaya
Hukum yang dipergunakan untuk menarik kembali /menolak putusam heaing
telah inkracht van gewijsde (mempunyai kekuatan hukum t&tap).

Pradiberlakukannya KUHAP di Indonesia, belum terdapat suatu undang
undang yang mengatur secara rinci gdigerbolehkannya pelaksanaan peninjauan

kembali terhadap putusan pengadilan yang telah inkracht van de\iigerkekuatan

Tim Pengkaji Pusat Litbang, Problematika Penerimaan Peninjauan kembali Dan Grasi Dalam
Penegakan Hukum, Puslitbang Kejagung RI, Jakarta, 200 , h.
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hukum tetapf/ Pegaturan di dalam KUHAP Indonesia, meletakkan bahwa

Peninjauan Kembali pada bagian Kedua Bab XVIII tentang upakam luar biasa,

khususnya dalam Pasal 263 KUHAP sampai dengan Pasal 269 KUHAP.

3.3.2.1.Filosofi Peninjauan K embali

a. EraHindia- Bedanda

Secara Filosofis, terminologi Peninjauan Kembali tel&lermhl sejak era
Hindia Belanda. Herziening merupakan istilah yang digunakan dalam
merepresentasikan terminologi peninjauan kembali. Pengakuan atas
Herziening diatur pada Reglement op de Strafvordering (RSv)
Staatsblad (Stb) Nomor 40 jo. 57 tahun 1847 ddiden18, Pasal 356
sampai dengan Pasal 360. Reglement op de Strafvordering (RSv)
merupakan hukum acara pidana pada Raad van Justitie (Lembaga
Peradilan bagi Golongan Eropa3dapun Herziening yang diatur pada
Reglement op de Strafvordering (RSv) pada dasarnya bukan
diperuntukkan pada Landraad (golongan Bumipdfta).

Sejumlah alasan yang diperbolehkan guna dapat mengajukan Herziening
yang diatur pada ketentuan pasal 356 Reglement op de Strafvordering
(RSv), yakni Herziening bisa diajukan atas putusan pemidanaan
(veroordeling) yang telah berkekuatan hukum tetap (in kract van
gewijsde) dengan dalit dalil : 1) Terdapat suatu kenyataan bahwa
pada berbagai putusan, diperoleh pernyataan yang telah #&ayata

terbukti, namun bertentangan satu dengan yang lainnya; 2)Saekda

” Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia — edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, h. 9 -99
Hadari Djenawi Tahir, Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Alumni,

Bandung, 19 2,h.9
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situasi saat pemeriksaan di pengadilan tidak diketaleuia stidak
mungkin diketahui, secara berdiri sendiri maupun sehgdourdengan
bukti — bukti yang telah diajukan, Jikalau keadaan tersebut diketah
bahwa pemeriksaan akan berupa putusan bebas, putusan lepagadiari se
tuntutan hukum, tuntutan penuntut umum tidak dapat diteriney a
terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
Sejumlah alasan tersebut memungkinkan guna diajukan pada suat
permohonan Herziening (peninjauan kembaikla dalam suatu putusan
pengadilan yang sudah berkekuatan tetap suatu perbuatan yang
didakwakan telah dinyatakan terbukti, namun tidak diikuti suatu
pemidanaafl’ Tata cara permohonan Herziening (peninjauan kembali)
sebagaimana yang diatur pada Pasal 357 Reglement op de Strafvordering
(RSv) vyakni, upaya peninjauan kembali dapat diajukan melalui
permohonan pada Mahkamah Agung yang dibuat oleh Jaksa Agung
(door den procureur genejamaupun terpidana yang telah dijatuhi
pidana dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan
melalui kuasa khusus atas keperluan ters&buit.

b. EraPasca Kemerdekaan
Pasca kemerdekaan, sebelum adanya pemberlakuan Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana, Indonesia hanya memiliki pengaturan
berkenaan dengan Peninjauan Kembali melalui Peraturarkavietn

Agung (PERMA nomor 1 tahun 1969 tentang Peninjauan Kembali

? H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, h. 2 9
P H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, h. 2 9
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Keputusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang
Tetap. Sejumlah hal yang mendasari penerbitan PERMA nahunt
1969 yakni.

» Institusi peninjauan kembali dianggap merupakan suatu kebutuhan
hukum yang mendesak, keadaan ini terbukti ketika cukup banyak
para pencari keadilan yang mengajukan permohonan peninjauan
kembali kepada Pengadilan Negeri atau secara langsung kepada
Mahkamah Agung. Mayoritas permohonan peninjauan kembali yang
diajukan pada dasarnya mempunyai argumen yang cukup kuat,
namun saat itu di Indonesia belum terdapat suatu hukura gaag
mengatur akan peninjauan kembali. Mahkamah Agung sebagai
puncak Lembaga Peradilan akhirnya memberanikan diri untuk
menerbitkan suatu Peraturan Mahkamah Agung guna mengatasi
persoalan tersebut.

» Guna mengisi kekosongan hukum yang hanya bersifat sementara
sebelum adanya undang-undang yang mengatur tentang peninjauan
kembali, semata - mata demi menampung kebutuhan hukum bagi
pencari keadilan dalam mengajukan peninjauan kembali.

» Mahkamah Agung bertujuan untuk menambah hukum acara bagi
internal mahkamah agung, khususnya dalam hal Peninjauabafiem

sebagaimana yang juga diatur dalam Undangdang No. 13 tahun
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1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan
Mahkamah Agung*

Merujuk ketentuan PERMA No. 1 tahun 1969, dalam Pasal 3, wltzmt

bahwa Mahkamah Agung diperbolehkan untuk melaksanakan timdaka

Peninjauan Kembali maupun memerintahkan Ditinjau Kembalatieh

suatu putusan pidana yang tidak mengandung pembebasan daasi semu

tuduhan akan tetapi telah inkracht van gewijsde (berkekuatan hukum
tetap) hanya terbatas pada sejumlah dadglil:

» Bilamana suatu putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan
hakim atau kekeliruan yang mencolok.

» Bilamana dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang
dianggap terbukti akan tetapi ternyata satu sama lain saling
bertentangan;

» Bilamana terdapat keadaan baru;

» Bilamana perbuatan yang telah dituduhkan telah dinyatakiankte
akan tetapi tanpa diikuti oleh suatu pemidan&an.

Secara lebih lanjut, PERMA No. 1 tahun 1969 memberikan pembatasan

terkait dengan Subyek Hukum yang diperbolehkan dalam pengajuan

Peninjauan Kembali, yakni: 1) Terpidana; 2) Pihak yang berkiegeant,

3) Jaksa Agung. Hal ini diatur pada Pasal 4 ayat (1) PERBIAL tahun

' Adami Chazawi. Lembaga PK Perkara Pidana — Penegakan hukum dalam Penyimpangan Praktik
dan peradilan Sesat, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010. h.15

92 http://pa-rantau.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=39 - situs pengadilan
rantau, banjarmasin (diakses: 10 Mei 2017)
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1969 tentang Peninjauan Kembali Keputusan Pengadilan Yang Telah
Memperoleh Kekuatan Hukum Yang TefAp.

Pada tahun 1971 diterbitkanlah kembali PERMA No.1 tahun 1971 yang
mengatur mengenai Peninjauan Kembali serta untuk mencabut RERM
No. 1 tahun 1969Kalender, 30 Nopember 1971 merupakan penanda
bagi dicabutnya PERMA No. 1 tahun 1969 dan diberlakukannya
PERMA No.1 tahun 1971 atar belakang dari dicabutnya PERMA No. 1
tahun 1969 oleh Mahkamah Agung, yakni karena institusi Mahkamah
Agung menyadari bahwa ketentuan mengenai peninjauan kembali yang
diatur melalui Perma merupakan suatu kekeliruan. Pada hal ini
Mahkamah Agung menyadari bahwa sebetulnya Mahakamah Agung
tidak berwenang untuk melahirkan PERMA tentang Peninjauan Kembali,
adapun sebetulnya pengaturan hukum acara mengenai Peninjauan
Kembali wajib dilaksanakan melalui Undang Undang. Pasca
dicabutnya PERMANo0.1 tahun 1969 lantas praktis terjadi kekosongan
hukum di Indonesia terkait dengan peninjauan kembali. Namun pada
tanggal 1 Desember 1980 telah dikeluarkan suatu PERMA baru (PERMA
No. 1 tahun 1980) guna mengatasi kekosongan hukum terkait dengan
Peninjauan Kembali, dengan substansi yang jauh Ilebih lengkap

ketimbang PERMA No.1 tahun 1989.

93 http://pa-rantau.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=39 — situs pengadilan

rantau, banjarmasin (diakses: 10 Mei 2017)
°* Adami Chazawi. Lembaga PK Perkara Pidana: Penegakan hukum dalam Penyimpangan Praktik dan
peradilan Sesat, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010. h. 19
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PERMA No. 1 tahun 1980 tentang Peninjauan Kembali Putusan Yang
Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetamemberikan
pengaturan mengen&Peninjauan Kembdli dalam ketentuan Bab I
(Pasal 9- Pasal 17)adapun sejumlah dalil yang diperbolehkan guna
melakukan Peninjauan Kembali terhadap putusan pidana yang
mengandung pemidanaan yang telah berkekuatan hukum yang tetap
sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 1980, meliputi:

» Jikalau putusan dengan jelas memperlihatkan kekhilafan hetiaimn
kekeliruan yang mencolok;

» Jkalau dalam putusan terdapat keterangan-keterangan yang
dianggap terbukti akan tetapi ternyata satu sama lain saling
bertentangan;

» Jikalau terdapat keadaan baru;

» Jikalau perbuatan yang telah dituduhkan telah dinyatakauokter
akan tetapi tanpa diikuti oleh suatu pemidarigan.

Pihak — pihak yang diperbolehkamntuk mengajukan ‘“Peninjauan

Kembali” sebagaimana yang diatur pada PERMA No. 1 tahun 1980, di

Pasal 10 ayat (1) yakni: Permohonan peninjauan kembali sutatsapu

pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap harus

diajukan oleh Jaksa Agung; terpidana; atau pihak yang berkepertinga

95

http://pa-rantau.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=39, — situs pengadilan
rantau, banjarmasin (diakses: 13 Mei 2017)
? http://pa-rantau.ptabanjarmasin.go.id/index.php?content=umum&id=39, — situs pengadilan

rantau, banjarmasin (diakses: 13 Mei 2017)
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Dilahirkannya PERMA No.1 tahun 1980 pada dasarnya hanya bersifat
sementara oleh karena tetaplah adanya kesadaran bahwéupngéas
hukum acara seharusnya dibuat dalam bentuk Undabigndang dan
bukan dalam bentuk PERMA. Urgensi diterbitkannya PERMA No.1
tahun 1980 ini salah satunya disebabkan oleh karena keadassaypgat)
mendesak, yakni pada saat itu terjadi suatu kesalahan yaig
dilakukan oleh negara Indonesia dalam perkara Sengkon bin Yakin da
Karta bin Salam.

Singkatnya perkara Sengkon dan Karta ialah bermula sejak 1&874n
ketika keduanya telah dilakukan suatu penahanan. Tahun 1977 keduanya
dijatuhi Pidana, namun pada tahun 1981 keduanya terbukti tidak
bersala’’” PERMA No.1 tahun 1980 terbit ketika diberlakukannya
Undang- Undang No. 14 tahun 1970 (UndandJndang Pokok Pokok
Kekuasaan Kehakiman). Pasal 21 UndarngndangNo. 14 tahun 1970
mengatur bahwéTerhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum yang tetap (baik perdata dan pidana) dapat diajukan
peninjauan kembali oleh pihakpihak yang berkepentingan

Pasca adanya PERMA No.1 tahun 1980, secara resmi perkajgoBen
dan Karta diadili menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali yang
diajukan oleh Jaksa Agung dan diputus bebas pada tanggal 31 Januari
1981. Hal inilah yang kemudian mengilhami lembaga Peninjauan

Kembali, terutama saat pembahasan rancangan urdangang hukum

" Hadari Djenawi Tahir, Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Alumni,
Bandung, 19 2, h.20
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acara pidana (KUHAP) pada Dewan Perwakilan Rakyat Republik
IndonesiaProduk dari pembahasan di DPR-RI terkait dengan Peninjauan
Kembali terlihat pada ketentuan Bab XVIII Pasal 26369 Kitab
Undang — Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)yerta pada
pandangan umum frakst fraksi di parlemen tatkala merumuskan
Rancangan Undang - Undang KUHAP (yang sekarang dikenafjaeba
UU No. 8 tahun 1981) perkara Sengkon dan Karta dijadikan setalgai
utama guna memasukkan ketentuan peninjauan kembali dalam
KUHAP.%®
3.3.2.2. Syarat — Syarat M engajukan Peninjauan K embali
Persyaratan terkait dengan Permohonan Peninjauan Kedidir
pada Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal
263 ayat (1) Ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa
“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum,

terpidana atau _ahli warisnyadapat mengajukan permintaan peninjauan

kembali kepada Mahkamah AgurigBerdasarkan pada ketentuan Pasal 263
ayat (1) KUHAP tersebut dapat ditelaah bahwa Pasal 263(Ry&tUJHAP
ialah merupakan syarat formil atas Upaya Hukum Peninjauan Kerydadj,
bersifat limitatif dan tidak boleh membuka penafsiran baBengan
demikian, pada dasarnya pengadilan dilarang menafsirkan ngamg

bertentangan dengan kehendak pembentuk undangang.

° Adami Chazawi. Lembaga PK Perkara Pidana, Penegakan hukum dalam Penyimpangan Praktik dan
peradilan Sesat, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2010. h.22
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Tiga unsur utama dari ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAR)a®hana
yang telah dijabarkan diatas mentukan bahwa Upaya Hukum Remnja
Kembali hanya dapat diajukan dengan syarat:
1. Hanya terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(In kracth van gewijsde);

2. Hanya terpidana atau ahli warisnyang boleh mengajukan upaya

hukum Peninjauan Kembali.

3. Hanya diajukan peninjauan kembali hanya terhadap putusan yang
menghukum atau mempidana saja.

Dasar — dasar permintaan Peninjauan Kembali sebagaimana yang diatur
dalam Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP, atau yang dapattissiagai
syarat materiil Peninjauan Kembali, yakni:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa
jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih benfeygs
hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala
tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat ditetiae
terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang labgamri

2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu
telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasaalasan
putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata tedatemtangan
satu dengan yang lain.

3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan

hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

TESIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH.... MATIUS PRIYONEGORO, S.H.



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
105

Kedua syarat (Formil dan Materiil) sebagaimana yang diatandketentuan
Pasal 263 ayat (1) serta Pasal 263 ayat (2) KUHAP wajib untulubigzgi
pihak— pihak yang tengah melaksanakan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHAP tidak mungkin dapat dilaksanaka
jikalau pihak— pihak yang hendak mengajukan Upaya Hukum Luar Biasa
Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarayarat formil sebagaimana yang

diatur dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

3.4. Upaya Hukum Bagi Putusan Praperadilan berdasarkan Kitab Undang —

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pengaturan mengenai Praperadilan didalam Kitab Undahindang Hukum
Acara Pidana yakni terdapat pada Pasal 83, Bab ‘NVewenang Pengadilan Untuk
Mengadili’, khususnya dalam Bagian KesaRasal 83 ayat (1) KUHAP menentukan
bahwa: Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimaaiesdd dalam Pasal 79,
Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Pasalt§3)ayengatur bahwa
Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praparaging menetapkan tidak
sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itd dmpiatakan
putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersamgKetentuan
KUHAP tentang Praperadilan tersebut menunjukkan bahwa terhadagsaput
praperadilan tidak ada upaya hukum yang dapat dilakukan. Terkecgalputaisan
praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyat&arnpenuntutan
sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 83 ayat (2Kldbpat dimintakan

putusan akhir ke pengadilan tinggi.
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Menyikapi ketentuan Pasal 83 KUHAP tersebut, memantik sejupérbedaan
pendapat diantara ahli hukum yang ada. Pada satu sisi, terddipdiulkum yang
menyatakan bahwa terhadap praperadilan yang menetapkan tidak gemghentian
penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan banding, kemudigruidaejumlah ahli
hukum yang menyatakan bahwa permintaan putusan akhir ke pengajiiridrhadap
putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentianikagnyadau
penuntutan tersebut tidak benar jika dikategorikan sebagga dnpgcum banding.

Darwan Prints merupakan seorang ahli hukum yang menyatakan lokmya
menyetujui Upaya Hukum Banding pada Praperatfilarkondisi yang berbeda
disampaikan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwatégat jika Upaya
Hukum atas Praperadilan sebagaimana yang diatur pada ketemtsein8B ayat (2)

KUHAP merupakan Upaya Hukum Banding

3.5.  Upaya Hukum Bagi Putusan Praperadilan bedasarkan Putusan Mahkamah

Konstitus Nomor 65/PUU-1X/2011

Pengaturan akan Praperadilan kemudian juga dirumuskan ulahgHakim
Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/20t&d senar
putusannya menentukan: Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahtent88g
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomdam®ahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dé&hgkang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ]1®&sal 83 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LembaranaNegar

% Darwan Prints, Hukum Acara Pidana: Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, 19 9, h.15
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Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Rejnduikesia
Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dengan demikian, berdasarkan pengaturan Kitab Undangndang Hukum
Acara Pidana dengan ditambah Putusan Mahkamah Konstitusi Ne&fiidU-1X/2011
maka secara otomatis dapat disimpulkan bahwa Upaya Hukum Batds\Praperadilan

kini telah dihapuskan oleh Hukum Negara Indonesia.

TABEL “UPAYA HUKUM PRAPERADILAN”
PRA DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOM OR 65/PUU-IX/2011

Pra Pasca
No K etentuan Putusar) Mahkamah Putusan Mghkamah
' Konstitus Nomor Konstitus Nomor
65/PUU-1X/2011 65/PUU-1 X/2011
Terhadap putusan Terhadap putusan
praperadilan dalam hal praperadilan dalam hal
sebagaimana dimaksud| sebagaimana dimaksud
1 PaSEIUSS Aalg/ at (1) dalam Pasal dalam Pasal
79, Pasal 80 dan Pasal 8| 79, Pasal 80 dan Pasal 8
tidak dapat dimintakan tidak dapat dimintakan
banding. banding.
Dikecualikan dari ketentua
Pasal 83 ayat (1) adalah
putusan praperadilan yan
menetapkan tidak sahnye .,
Pasal 83 ayat (2) penghentian penyidikan . Dlhgpys
2 /Tidak Memiliki Kekuatan
KUHAP atau penuntutan, yang unti .
: - Hukum Mengikat.
itu dapat dimintakan
putusan akhir ke pengadile
tinggi dalam daerah hukur]
yang bersangkutan.
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3.6. Upaya Hukum Putusan Praperadilan menurut Yurisprudens Mahkamah

Agung

Pada penerapannya dilapangan, akan hal dimungkinkan atau tidak
dimungkinkanya dilaksanakan suatu upaya hukum atas putusan praperadjumlah
hakim baik pada Pengadilan Tinggi serta Hakim Agung pada Madik#&\gung ternyata
memiliki pandangan yang berlainan satu sama Ramdangan yang berlainan ini, secara
faktual mengakibatkan adanya perbedaan vonis /putusan aetia@ang hakim dengan
hakim lainnya dalam memutus suatu perkara. Terdapat kotatlshla seorang hakim
menerima diajukannya upaya hukum atas putusan praperadilan, fagauterdapat
Hakim yang menolak untuk mengabulkan upaya hukum atas putusanagiiamer
Secara lebih lanjut, guna melihat dan mengkaji terkait dengan aUpéykum
Praperadilan maka dapat dikomparasikan berdasarkan klasifikarisprudensi
Mahkamah Agung terkait Praperadilan dalam Upaya Hukum Bias@ khkasifikasi

Yurisprudensi Mahkamah Agung terkait Praperadilan dalam Upayariukar Biasa.

3.6.1. Yurisprudens Mahkamah Agung terkait dengan Praperadilan dalam
Upaya Hukum Biasa
Yurisprudensi Mahkamah Agung Bagi Upaya Hukum Biasa, mengkaji
sejumlah Putusan Mahkamah Agung terkait dengan Praperadizma
memperbandingkan putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menyatakarinmae
Upaya Hukum atas Praperadilan dengan putusan Kasasi Mahkamah Agugng ya
menyatakan menolak Upaya Hukum atas Praperadilan. Dengan etsenai pada

bagian pertimbangan hakim dalam upaya hukum kasasi bagi pytzgzeradilan.
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Ada kalanya terdapat perbedaan Putusan Kasasi di Mahkamailgy Agog
menyatakan menerima Upaya Hukum kasasi, yakni Putusan Nomor 1156
K/P1D/2000, dan Putusan Nomor 35 K/Pid/2002. Namun juga terdapat suatarPutus
Kasasi yang menyatakan menolak pengajuan kasasi yakni daleusan Nomor
1332 K/Pid/2002, Putusan Nomor 632 K/Pid/2004, dan Putusan Nomor 40
K/Pid/2002.
3.6.1.1.Putusan Nomor 1156 K/PID/2000

a) Para pihak:

Kepolisian Negara RI cq. Korps Reserse POLRI Direktoratese Ekonomi
(Pemohon Kasasi/Pemohon Praperadilan) melawan Hendra rdiaha
(Termohon Kasasi/Pemohon Praperadilan).

b) Kasus Posisi:

Pada tanggal 3 Juli 1998, Drs. Mustahaai Sembiring, seorang Anggbia
membuat laporan polisi dengan No.Pol. LP/182/VI11/1998/SERSE.EKgaten
tindak pidana yang dilaporkan adalah tindak pidana perbardzagaimana
diatur dalam Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentaramniaamhjo.
Pasal 35 dan 86 KUHAP;

Dimana laporan Polisi tersebut menyebutkan namama tersangka adalah:
1. Hendra Rahardja (Komisaris Utama Bank Harapan Sentosa)

2. Eko Edi Putranto (Komisaris Bank Harapan Sentosa);

3. Andre Widijanto (Pemilik Perusahaan terkait);

4. Ny. Sherly Kojonglan (Pemilik Perusahaan terkait);

5. Hendro Suweno (Direksi Perusahaan Group)
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Atas laporan tersebut, kemudian pada tanggal 10 Agustus 1998 dikelax
Surat Perintah Penangkapan No.Pol.SPP/R/69-M/VIlI/Ditserse gtkhadap
Pemohon Praperadilan (Hendra Rahardja). Kemudian, fRemBraperadilan
(Hendra Rahardja) pada tanggal 1 Juni 1999, telah ditangkap dawadiea
Police Station di Sydney dengan didasarkan pada fotocopyntianpol Red
Notice dengan tanda “Al1”. Dimana Pemohon Praperadilan ditangkap oleh
Kepolisian Sidney hingga tanggal 3 Juni 1999 dan baru dipindahkan kegenj
Silverwater di Sydney pada tanggal 4 Juni 1999. Merasa bahgkajavaktu
penangkapannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 KUHAR4ymitu,

dan baik keluarga Pemohon Praperadilan maupun kuasanya, tidakh pe

menerima pemberitahuan tentang penangkapan terhadap diri ¢&emoh

Praperadilan dari Termohon Peraperadilan sebagaimayaratkan Pasal 21

ayat (3) jo. Pasal 18 ayat (3) KUHAP.

Maka Pemohon Praperadilan pun mengajukan praperadilan ke di@mga

Negeri Jakarta Selatan agar menyatakan beberapa haardig@ adalah

sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penangkapan No.Pol. SPP/R/69-M/VII1/1998/Ditserse.EK.
tertanggal 10 Agustus 1998, Surat Perintah Penangkapan
No.LP/182/VII/1998/Serse.Ek tertanggal 18 Juni 1999, copy Interpol Red
Notice dengan tanda “Al1” atas nama Hendra Rahardja dan Affidavit dari
Rod Wissam tertanggal 1 Juni 1998 tidak sah;

2. Penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon Praperadilan (Hendra

Rahardja) tidak sah dan karenanya membebaskan dengan segéra Hen
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Rahardja dari tahanan. Dalam putusannya yang bernomor No.
07/Pid/Prap/2000/PN.Jak.Sel., Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
menyatakan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohtm ser
menyatakan bahwa penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh
Termohon terhadap Hendra Rahardja tidak sah dan memé&antah
Termohon untuk segera membebaskan Pemohon.

¢) Upaya Hukum Kasas :

Atas putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatatepolisian

Negara RI cq. Korps Reserse POLRI Direktorat Reserse dakiompun

mengajukan kasasi. Dimana Pemohon Kasasi mengajukan 9 butn,alas

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap bunyi putusan yaagkdio
oleh Judex Factie yang tidak sesuai dengan apa yang tetalésn
diktum. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2000, Judex Factie membacakan
putusannya pada butir 1 berbunyi: “Mengabulkan permohonan Pemohon
untuk sebahagian”, sedangkan dalam diktum tertulis yang diserahkan
kepada Pemohon Kasasi k&taa “Untuk Sebahagian” termaksud tidak
tercantum sama sekali; Dengan demikian terdapat ketidakjekz$adap
bunyi putusan yang sebenarnya yang dibacakan oleh Judex Factie dan
kondisi ini menimbulkan kebingungan bagi Pemohon KasasiukUibti
Pemohon Kasasi mohon keadilan yang seadil-adilnya;

2. Bahwa dalam butir 2 diktum putusan Judex Factie menyatakanabahw

penangkapan dan penahanan vyang dilakukan oleh Pemohon
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Kasasi/Termohon praperadilan tidak sah; Bahwa Pemohorsiksesapai
saat ini secara yuridis formal maupun material, belumgsemelakukan
penangkapan dan penahanan ataupun upaya paksa lainnya terhadap
Termohon Kasasi; Bahwa hingga saat ini upaya penangkapan sfaahakh
dilaksanakan Termohon sebagaimana termuat dalam SurattaRer
Penangkapan No.Pol. SPP/R/48-M/V1/1999/Ditserse.EK. tanggal 18 juni
1999 belum dapat dijalankan, karena Termohon Kasasi bellkstrdigisi
Kepolisian Australia kepada Pemohon Kasasi; Bahwa dalam parigan
hukumnya Judex Factie pada pokoknya menyatakan bahwa Kepolisian
Australia merupakan “kepanjangan tangan Pemohon Kasasi”, maka
dengan demikian Pemohon Kasasi telah melakukan penangkapectaier
Termohon Kasasi. Untuk itu perlu dipertanyakan apakah pesersitrat
perintah penangkapan, sekalipun belum diikuti dengan paksa telah

dilakukan;

Atas permohonan kasasi ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa
permohonan kasasi atas putusan praperadilan tersebut dajmabditan dalam
amarnya menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari dtetdabasi

dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selaggalt3 Juni
2000 No.07/Pid/Prap/2000/PN.Jak.Sel.

Pertimbangan Mahkamah Agung untuk menerima pengajuan kasasi:

= Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung,

pada dasarnya terhadap putusan praperadilan tidak dapat diajukan

permohonan kasasi, dengan pertimbangan supaya permohonan dapat
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diselesaikan secara cepat, namun demikian setelah etaganp perkara

ini, Mahkamah Agung perlu secara khusus memberikanngetigan-

pertimbangan sebagai berikut:

1.

bahwa dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisi

melarang permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan;

. bahwa berdasarkan Pasal 88 dan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan

perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir olelydedan

lain, selain dari pada Mahkamah Agung, dapat diajukan permohonan

kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, putusan

praperadilan oleh Pengadilan Negeri dan juga menurut ayate(2) ol

Pengadilan Tinggi merupakan putusan akhir selain dari pada

Mahkamah Agung;

bahwa upaya untuk menyelesaikan pemeriksaan suatu perkara

secepatnya harus diartikan bahwa:

+ Kecepatan penyelesaian tidak hanya pada suatu tingkat/tahap
pemeriksaan saja, namun juga pada semua tingkat/tahap
pemeriksaan sampai tuntas penyelesaiannya sehingga tercapai
kepastian hukum;

+ Kecepatan proses penyelesaian perkara tidak boleh mengabaikan
upaya penegakan hukum dan keadilan, baik untuk kepentingan
Tersangka/Terdakwa, pihak ketiga yang berkepentingan maupun

masyarakat dan Negara pada umumnya;
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5. bahwa kasus perkara ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuam dala
Hukum Internasional, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang
undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi
antara Republik Indonesia dan Australia, sehingga pelaksanaa
ketentuan dalam KUHAP sebagai lex generalis harus disesuaik
dengan ketentuan-ketentuan lain yang merupakan lex spesialis,
sementara itu ketentuan Hukum Nasional hanya berlaku dalam
wilayah nasional yang bersangkutan;

6. bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi yang
mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua ketentuan
dan Undang- undang di seluruh Wilayah Negara Indonesia
diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib mesaerik
apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap
putusan Pengadilan bawahannya guna menentukan sudah tepat dan
adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu;

7. bahwa Mahkamah Agung berkewajiban untuk melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan
dalam menjalankan Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebas,d
Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi darihétemo
Kasasi formil dapat diterima°

3.6.1.2.Putusan Nomor 35 K /Pid/2002.1%*

1% http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/243 1 - Situs Mahkamah Agung Republik

Indonesia (diakses pada : 30 Mei 2017)
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a) Para Pihak :

Jaksa Agung R.I Cq. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Pemohon
Kasasi/Termohon Praperadilan) melawan Marsekal Madysan (PProf. Dr .Ir.
Ginanjar Kartasasmita (Termohon Kasasi/ Pemohon Pudifzera

b) Kasus Posis :

Pada tanggal 6 April 2001, Pemohon Praperadilan (Ginanjar Kamasg
yang merupakan seorang purnawirawan, ditahan di Rutan Kejekgaag RI

oleh Termohon Praperadilan. Dimana surat perintah penalderagan No:
Prin-052/F/FJP/04/2001 baru diterbitkan pada tanggal 17 April 2001 dan
diberlakukan surut oleh Termohon Praperadilan dengan menyebudkara
Pemohon Praperadilan ditahan selama 20 hari terhitutey tanggal 9 April
2001 s/d 28 April 2001. Pemohon Praperadilan di tuduh melakukan tindak
pidana korupsi dalam pembuatan Technical Contract antaieat dengan
PT.Utrasindo Petro Gas yang dibuat pada tahun 1992-1993.

Pada tahun tersebut, Pemohon Praperadilan masih merupaijarit @iktif.
Merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon Praperadiédn sesuai
dengan ketentuan PerundangJndangan, maka Pemohon Praperadilan pun
mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta SelatayarDslasan
bahwa seharusnya menurut Pasal 21 ayat (3) KUHAP, suratgoemaharus
terlebih dahulu dibuat baru dilakukan penahanan, bukan selmli8ejain itu
dikarenakan hal yang dituduhkan kepadanya merupakan kegiataniayang

lakukan ketika saat ia masih aktif sebagai prajurit makarsemga kepadanya

1 http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/244 9 - Situs Mahkamah Agung Republik

Indonesia (diakses pada : 30 Mei 2017)
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berlaku hukum acara militer. Pada akhirnya Pengadilan Ndg&sarta Selatan
dalam Putusan Nomor 07/Pra.Pid/2001/PN.Jaksel tertanggal 2 Mei 2001
menyatakan penahanan yang dilakukan oleh Termohon adalakdtalak
¢) Upaya Hukum Kasasi:
Tidak terima dengan putusan praperadilan tersebut maka padaltadggei
2001, Jaksa Agung R.I gqg. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
mengajukan permohonan Kasasi ke Kepaniteraan Negeri JakitanS
Beberapa alasan yang diajukan oleh Termohon Kasasi askalyai berikut
bahwa hakim Pengadilan Negeri telah melampaui kewenanganrygahaiem
dalam cara mengadili menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum
sebagaimana mestinya.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari
Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan NakgateJSelatan
tanggal 2 Mei 2001 No.11/Pid.Prap/2001/PN.Jak.Sel. Adapun, Pertimbangan
Mahkamah Agung untuk menerima pengajuan kasasi:
= Menimbang, bahwa dalam memori kasasinnya Pemohon
Kasasi/Termohon Praperadilan pada pokoknya mengemukakan bahwa
Undang - Undang (KUHAP) tidak mengatur secara tegas darbgtas
kasasi terhadap putusan praperadilan tidak diperbolehkan,akéren
Pemohon Kasasi/ Termohon Praperadilan berpendapat bahwanputusa
praperadilan dapat dikasas
= Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon

Kasasi/Termohon Praperadilan tersebut dapat dibenarkarakaesmurut
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Pasal 83 dan 244 KUHAP terhadap putusan perkara pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan selain diaipa
Mahkamah Agung dapat diajukan pernohonan kasasi kepada Mdhkama
Agung kecuali terhadap putusan bebas;

= Sesuai dengan Pasal 83 ayat (1) KUHAP, putusan praperadilan oleh
Pengadilan Negeri dan sesuai dengan ayat (2) oleh Pengaditagi
merupakan putusan akhir oleh Pengadilan selain dari pada Mahkam
Agung;

= Menimbang, bahwa meskipun dalam beberapa kasus perkara, Mahkamah
Agung telah memutuskan bahwa perkara praperadilan tidak dapat
dikasasi, akan tetapi tidak satupun diantara putusan praperaidila
mengenai sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan TindRenyi

= Koneksitas dalam perkara korupsi yang diduga dilakukan olsanigka
yang harus diadili oleh Pengadilan dalam lingkungan PeradiléiteiMi
bersama-sama dengan tersangka yang harus diadili olerad#fang
dalam lingkungan Peradilan Umum seperti dalam kasus ini;

= Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sesuai dengan
ketentuan KUHAP diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahvwaaikas
terhadap putusan praperadilan a quo dapat diterima;

3.6.1.3.Putusan Nomor 1332 K/Pid/2002
a) Para Pihak :
Ibnu Hafaz (Pemohon Kasasi/ Pemohon Praperadilan) mel®eamrintah

Republik Indonesia cg. Kepolisian Republik Indonesia cq. Kepolifiaerah
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Sumatera Utara cq. Kepolisian Resort Deli Serdang (Termoho
Kasasi/Termohon Praperadilan).

b) Kasus Posis :

Pada tanggal 21 April 2002, Pemohon Praperadilan (Ibnu Hafazadlitdéh
Termohon Praperadilan (Kepolisian Resort Deli Serdang)aketdidengar
keterangannya dalam sangkaan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUH. Pidana.
Namun, Pemohon Praperadilan merasa penahanan atas didaklah sah
dikarenakan menurut Pemohon Praperadilan, Termohon Pddpenamenahan
Pemohon Praperadilan tidak didasari dengan bukti permuylaag cukup.

Oleh sebab itu, Pemohon Praperadilan pun mengajukan prifgoer&e
Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli. Setelah memperhatikari PasRasal

21 dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang No.8 Tahun 1981 maka dalam
putusannya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli menyatakan menolak
gugatan praperadilan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnyaa sert
menyatakan sahnya penahanan atas diri Pemohon Praperadila

¢) Upaya Hukum Kasas :

Pada tanggal 3 Juni 2002, Pemohon Praperadilan mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan praperadilan tersebut. Dimana pada tadggahi

2002, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan tidak dapat diterima
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi. Pertimbanganaktahk Agung
untuk tidak menerima permohonan kasasi:

= Bahwa dari Pasal 244 KUHAP dapat disimpulkan hal-hal sebagkiibe

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH.... MATIUS PRIYONEGORO, S.H.



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
119

1. Putusan yang dapat dimintakan kasasi adalah putusan pidana yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan selain oleh
MahkamahAgung, sedangkan yang dimaksud “Putusan Pengadilan”,
menurutPasal 11 ayat (1) KUHAP adalah “pernyataan hukum yang
diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa
pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tindakan huaom da
hal serta menurut cara yang diatur dalam Undamndgng”;

2. Bahwa yang dapat mengajukan permohonan kasasi adalah hanya
“Terdakwa atau Penuntut Umum”, sedangkan yang dimaksud
Terdakwa menurut Pasal 1 ayat (15) KUHAP adalah “Seorang

Tersangka yang dituntut diperiksandiiadili disidang Pengadilan”;

= Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung
berpendapat Pasal 244 KUHAP tidak memungkinkan pemeriksaan kasasi
atas putusan-putusan praperadilan karena pasal ini mengenainputusa
perkara pidana dan perkara-perkara pidana yang telah benar-bena
diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri atau Pengadilan-Rlangath
selain Mahkamah Agung, dimana menurut hukum acara pidaia, b
pihak-pihak dalam perkara maupun acaranya berbeda sifat dari
kedudukannya dari pihak-pihak dalam permintaan pemeriksaan
praperadilan, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan praperadilankan merupakan ‘“Putusan Pengadilan”

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) KUHAP, karena
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bukan merupakan putusan yang berupa pemidanaan atau bebas atau

lepas dari segala tuntutan hukum;

. Bahwa Pemohon Praperadilan bukan merupakan subyek yang

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (15) KUHAP, karena terhadapnya
belum dilaksanakan penuntutan, belum diperiksa dan dialdiachg
Pengadilan, dan dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa bagi
Terdakwa tidak dimungkinkan mengajukan  permohonan
praperadilan, karena Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP menentukan
“dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan
Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada

praperadilan belum selesaiaka permintaan tersebut gugur”;

= Menimbang, bahwa selain itu perlu diperhatikan hal-hal selbag&ut :

1. Bahwa wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh

praperadilan ini hanya dimaksudkan sebagai wewenang pengawasan

secaraorizontal dari Pengadilan Negeri;

. Bahwa selain itu yurisprudensi Mahkamah Agung (antara lain

putusan Mahkamah Agung tanggal 19 April 1984 No.401
K/Pid/1983) telah menyatakan tidak dapat diterima permohonan
kasasi terhadap putusan praperadilan, dalam hubungan ini sekalipu
sistem peradilan kita tidaknenganut azas “Stare Decesis” (the

binding force of precedent) tetapi untuk memelihara keseragaman
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putusan (consistency in court decision) Mahkamah Agung dapat
berpedoman pada putusan Mahkamah Agung tersebut ;
= Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasahuetglak dapat
diterima;
= Menimbang, bahwa tidaklah berkelebihan apabila Mahkamah Agung
berpendapat dengan tidak dapat diterimanya putusan kasasiaferha
putusan praperadilan, selain karena keharusan cepat dalamegaiae!
perkara, dimaksudkan pula untuk mencegah pihak-pihak dalam gerkar
praperadilan untuk menjadikan upaya hukum kasasi semata-ebaizas
alat untuk menghambat penyelesaian suatu petfara.
3.6.1.4.Putusan Nomor 632 K/Pid/2004
a) Parapihak :
Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo (Pemohon Kasasi/TermBnaperadilan)
melawan Sugianto Suratinojo, BSC. MBA. (Termohon K#Basnohon
Praperadilan).
b) Kasus Posisi:
Pada tanggal 16 Januari 2003, Termohon Praperadilan (Kepad&ks&ai
Tinggi Gorontalo) mengeluarkan surat perintah penahanaadggghPemohon
Praperadilan (Sugianto Suratinojo, BSC. MBA.) bernom&rint-
01/R.5/FD.1/01/2003. Atas dasar surat penahanan ini, maka Pemohon

Praperadilan pun ditahan di Rutan Gorontalo sebaganaahd&tipan dari
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Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Merasa bahwa apa yang dilakukeh ol
Termohon Praperadilan tidak sesuai dengan peraturan perumddaggan
maka Pemohon Praperadilan pun mengajukan Praperadilan kedi®enga
Negeri Limboto.
Dimana alasan yang diajukan adalah bahwa surat perintalhgremayang
dikeluarkan oleh Termohon jelas bertentangan dengan hukiumnyalanggar
Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yaitu :
1. Penahanan Pemohon dengan tidak cukup bukti awal;
2. Tidak mencantumkan uraian singkat perkara kejahatan yangatigkakan

atau didakwakan;
Dimana salah satu permintaan Pemohon Praperadilanhadglr Majelis
Hakim menyatakan bahwa Surat Perintah Penahanan No. Print-
01/R.5/Fd.1/01/2003 tertanggal 16 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh
Termohon tidak sah menurut hukum. Dalam putusannya, Pengadilami Neg
Limboto menyatakan mengabulkan permohonan PraperadilanPdarohon
Praperadilan serta menyatakan Surat Perintah Penahanan Piiu-
01/R.5/Fd.1/01/2003 tertanggal 16 Januari 2003 yang dikeluarkan oleh
Termohon tidak sah menurut hukum.
¢) Upaya Hukum K asasi:
Atas putusan ini, Termohon Praperadilan pun mengajukan kasesiignggal
10 Februari 2003. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat diteddapun,

Pertimbangan Mahkamah Agung untuk tidak menerima permolkasasi:
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= Menimbang, bahwa namun demikian terhadap putusan Praperathlan t
dapat dimintakan kasasi, karena putusan Praperadilan merupalain
satu perkara yang pengajuan kasasinya dibatas sebagaiamakaud
Pasal 45 A ayat 2 huruf a Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
sebagaimana telah diubah dengan Undadgdang No.5 Tahun 2004;

= Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka peanohon
kasasi dari Pemohon kasasii KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
GORONTALO tersebut harus dinyatakan tidak dapat ditetftha.

3.6.1.5.Putusan No. 40 K/Pid/2002
a) Para Pihak :
Ny.Farida Fadeli (Pemohon Kasasi/Pemohon Praperadilalawvare Kapolri
Cqg. Kapolda Metrojaya Cq. Kalopsek Penjaringan (Termohorsasia
Termohon Praperadilan).
b) Kasus Posis :
Pada tanggal 29 Agustus 2001, sekitar pukul 13.30 WIB, rumah Pemohon
Praperadilan (Ny.Farida Fadeli) didatangi oleh mantams&&mohon yang
bernama Sujana Harjanta bersama beberapa orang temalimgaa salah
satunya adalah Ny.Sartika Dewi alias A Yin. Sujana HarjdataNy.Sartika
Dewi melakukan suatu keributan dan tindakan ingin memasuki pegearan
dan rumah Pemohon Praperadilan.
Melihat hal ini, maka Pemohon Praperadilan kemudian menelEpomohon

Praperadilan agar dilakukan tindakan tindakan pengamanan.laiSete

93 http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a7f9 a753ecb 427e7bc 3alebd0 9 1 - Situs

Mahkamah Agung Republik Indonesia (diakses pada : 30 Mei 2017)

TESIS IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH.... MATIUS PRIYONEGORO, S.H.


http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/a7f96a753ecb6427e7bc83a1ebd08961

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
124

mendapatkan laporan maka Termohon Praperadilan pun mendatarh
Pemohon Praperadilan. Sesampainya di rumah Pemohon rdelige
Termohon Praperadilan melakukan beberapa kegiatan,achagh adalah
pemasangan police-lines di rumah Pemohon Praperadilan delim&urang
satu malam, menyita camera merek Nikon milik Pemohon Pifsardaanpa
Berita Acara Penyitaan, serta membawa dan mengambil kumah Pemohon
Praperadilan selama kurang lebih satu malam.

Merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon Praperaddeupakan
tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangair,agal

38 ayat (1) KUHAP. Pemohon Praperadilan pun kemudian mengajuka
praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam putusannya,
Pengadilan Negeri Jakrta Utara menolak tuntutan praperathiariPemohon
Praperadilan.

¢) Upaya Hukum Kasas :

Tidak terima dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta dtaebtit, maka
pada tanggal 5 November 2001, Pemohon Praperadilan mengajukan
permohonan kasasi. Dimana alasan yang diajukan oleh Berk@isasi ada 12
butir, beberapa diantaranya adalah bahwa hakim telah kelamdaemeriksa
dan memutus permohonan praperadilan, dan hakim tidak jeli titarmaém
memeriksa yang membuat hakim tidak memahami apa yang seyenar
menjadi pokok permasalahan yang diajukan dalam permohonperaddan.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohoaan kas

dari Pemohon Kasasi/Pemohon Praperadilan tersebut tigak diterima.
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Pertimbangan Mahkamah Agung untuk tidak menerima permohonan

kasasi:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut NahRajng

berpendapat: bahwa putusan praperadilan bukan merupakan putusan perkara

pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadi&bagaimana

dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP, sehingga menurut Yurisprudensi terhada

putusan praperadilan tidak dapat diajukan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Mahkamah

Agung berpendapat permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemoho

Praperadilan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3.6.2.Yurisprudens Mahkamah Agung terkait Praperadilan dalam Upaya

Hukum Luar Biasa

Upaya Hukum Luar Biasa sebagai suatu bentuk Upaya hukum yandikinemi
tujuan utama untuk memberikan ruang guna terpenuhinya mempgroiaban
hakim yang berkekuatan hukum tetap dan yang memenuhi rasgakesthl ini
diperlukan tatkala ada putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, dan puersabut
belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis. Hdis@babkan karena
suatu putusan hakim memiliki probabilitas terdapatnya kekeliatiam kekhilafan
bahkan dapat pula bersifat memihak. Suatu Upaya Hukum dilaksanakan gu
memperbaiki kemungkinan adanya kekeliruan ataupun kekilafan hakanmgan
demikian demi tegaknya kebenaran dan keadilan terhadap putusam, ha
mekanismeyemeriksaan ulang atas suatu putusan haruslah tersedia. Cara yaaig te

untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan nedtaksa
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upaya hukum. Upaya hukum Luar Biasa merupakan hak terdakwa/terpidana d
Jaksa/Penuntut Umum yang dapat dipergunakan tatkala ada pihak -ypigk
merasa tidak menerima pada putusan yang diterbitkan olejagitan. Dengan
mengacu pada sifat Upaya Hukwang merupakan “Hak”, maka hak tersebut bisa
saja dipergunakan serta Hak tersebut bisa juga tidak digunakepaoéepihak.
3.6.2.1.Putusan Nomor 70 PK/Pid/2006°[134]
a) Para Pihak :
Jaksa Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawar Ti
cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya (Pemohon Peninjauan Kemba
/Termohon /Terbanding /Termohon Praperadilan) melawarf Ridwanto
(Termohon Peninjauan Kembali /Termohon Kasasi /Pembandingoheem
Praperadilan).
b) Kasus Posisi:
Pada tanggal 21 Februari 2002, Pemohon Praperadilan (Ar¥aRio)
melaporkan Widodo Budiarto, Cs. ke Kepolisian Daerah Jawa Tdengan
alasan bahwa Widodo Budiarto telah melakukan tindak pidanalpeasam
surat dan atau memberikan keterangan tidak benar ke dalawtehti serta
penadahan. Laporan tersebut bernomor No.LP/68/11/2002/Puskodalops
tertanggal 21 Pebruari 2002. Atas laporan ini, maka selanjutnygdike
pada Polda Jawa Timur melakukan pemeriksaan awal terhadap paa pel
antara lain H. Tik Abdullah, Widodo Budiarto, H. Basuki Rahar(ftaf
BPN), SE, Sri Harjono, Dr. Eddy Christijanto (Lurah Sutoxejébdul

Rachman, M.Anas (mantan Lurah Sutorejo). Dalam pemerikaaanh ini,
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Penyidik pada Polda Jawa Timur menetapkan Tersangka awal datkangp

ini adalah H. Abdullah alias H. Tik Abdullah yang kemudian disdgsuigan

menetapkan Sri Harjono, Eddy Christijanto (Lurah SutdyejBasuki

Rahardjo (Staf BPN), Abdul Rachman dan Widodo Budiarto (PiampPT.

Griyo Mapan Sentosa) sebagai tersangka.

Lalu pada tanggal 30 September 2002, Termohon Praperadilan oskgal

Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPR)teasngka

Widodo Budiarto, H. Abdullah, Drs. Eddy Christijanto, Abdul Raan, dan

Sri Harjono. Atas di keluarkannya SKP2 ini, Pemohon Pradgara

kemudian mengajukan permohonan praperadilan. Dimana Pemohon

Praperadilan meminta agar putusan yang dijatuhkan:

1. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
No0.1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 tertanggal 30 September 2002 yang
dikeluarkan oleh Termohon tidak berdasar secara hukumdingesuai
dengan fakta-fakta hukum yang ada ;

2. Membatalkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
No0.1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 tertanggal 30 September 2002 yang
dikeluarkan oleh Termohon atas Tersangka Widodo Budiaids &lio
Boen Hwi;

3. Memerintahkan Termohon untuk melengkapi berkas perkara dan
selanjutnya melanjutkan penuntutan atas Tersangka Widodo Budiarto

alias Tio Boen Hwi ke Pengadilan Negeri Surabaya,;
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4. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang tiatasl
permohonan ini ;

Setelah melakukan pemeriksaan maka Pengadilan Negeri Surabaya pu
menjatuhkan putusan dengan No.40/Pid.Pra.P/2002/PN.Sby.
Dimana dalam putusannya, Pengadilan Negeri Surabaya menyatdiean ba
“Surat Penetapan Penghentian Penuntutan” No.1064/0.5.9/Ep/09/2002
Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya adalah sah.
¢) Upaya Hukum Banding :
Atas putusan praperadilan ini, Pemohon Praperadilan kemudiagajuiesn
banding. Dimana dalam putusannya yang bernomor
01/Pid.Pralan/2003/PT.Shy, Pengadilan Tinggi Surabaya menyatak&n tida
sah Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SK&2pr
1064/0.5.9/Ep.2/09/2002 tanggal 30 September 2002 atas nama Terdakwa
Widodo Budiarto.
d) Upaya Hukum K asas :
Kemudian Termohon Praperadilan (Jaksa Agung Republik Indoresia
Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur cq.Kepala Kejaksaan Negexb&ya)
mengajukan kasasi. Atas pengajuan kasasi ini, maka pada ta6destbruari
2005 Mahkamah Agung memberikan putusan No0.978 K/Pid/2003, yang
amarnya adalah berbunyi sebagai berikut :
Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari ReniCdsasi :

= Jaksa Agung Republik Indonesia, cg. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa

Timur, cq. Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut;
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= Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara
d) Upaya Hukum Peninjauan K embali:
Kemudian pada tanggal 15 Februari 2006, Termohon Praperadilan
mengajukan Peninjauan Kembali. Dalam putusannya, Mahkamah Agung
mengabulkan permohonan peninjauan kembali tersebut.
Pertimbangan Mahkamah Agung menerima permohonan penirjaodrali:
mengenai alasan-alasan ad.1 dan 2 bahwa alasan-alasan telzpaut
dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Negeri terhadperdetitan
tentang sahnya penghentian penuntutan, tidak dapat dimintaading
(Pasal 83 ayat (1) dan (2) jo Pasal 80 KUHAP), oleh karengutusan
Pengadilan Tinggi yang mengadili di tingkat banding, denganhlatikan
putusan Pengadilan Negeri merupakan suatu kekeliruan/kekhilafan yang
nyata dari Pengadilan Tinggi. Bahwa sekalipun putusan Pengdadilggi
merupakan putusan dalam tingkat akhir dari Praperadilan, seypggia
apabila terdapat penyimpangan, dapat diluruskan dalam tingkat kasasi
(pengecualian dalam rangka membina kepastian hukum dan unifornitas
hukum);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat
(Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis, yaitu Harifin Aufipa, SH., MH.,
yang berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Majelis Kasasi tidak dapat diterima, karena daskaen

Pasal 83 KUHAP, Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi;
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2. Bahwa memang benar putusan Pengadilan Tinggi tersebut kelirmakare
putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding;

3. Bahwa untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tersebut, maka
Majelis Peninjauankembali terlebih dahulu harus membatalkan putusan
kasasi. Padahal Hakim Kasasi tidak melakukan kekeliruanrygatg dan
tidak melakukan kesalahan penerapan hukum, karena berdasarkan Pasa
83 KUHAP dan Pasal 45 A Undang-Undang No.5 Tahun 2005,
Praperadilan tidak dapat dimintakan kasasi;

4. Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, tidak ada jalaok unt
membatalkan putusan kasasi, sehingga tidak mungkin pula untuk
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga permohonan
peninjauankembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat niidigse

Opinion) dalam para Anggota Majelis dan telah diusahakanagesigngguh

— sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesu&ilBasayat (6)

KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusangate

suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan peninjauamakerang

diagjukan oleh Pemohon Peninjauan kembali: Jaksa Agung Republik

Indonesia, Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Cq. Kepghk$aan

Negeri Surabaya tersebut;

3.6.2.2.Putusan Nomor 98 PK/Pid/2007°[135]

a) Para Pihak :
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| Wayan Tama, | Ketut Sudia, | Wayan Nambreg, | Nyoman Buk&/ayan
Sinter, | Ketut Radio, | Nyoman Sirda als. TengkengniBhon Praperadilan
/Terbanding /Pemohon Peninjauan Kembali) melawan PemerinialibRe
Indonesia cg. Kepala Kepolisian R.l cq. Kepala Kepolisiarer&a Bali
(Termohon Kasasi /Pembanding /Termohon Peninjauan Kembali).

b) Kasus Posisi:

Pada tanggal 4 Agustus 2006, Termohon Praperadilan (PemeRiepaiflik
Indonesia qg. Kepala Kepolisian R.I qq. Kepala Kepolisianrdadali)
mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan No. Pol:
SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskrim atas nama Pemohon Praperadilan.
Timbulnya proses penyidikan perkara terhadap Pemohon Prdperadi
bermula dari adanya persengketaan perdata antara ParaoRederigan
pihak Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi @t Kantor
Pertanahan Kabupaten Badung, dimana Pemohon Praperati@ah
pemilik atas tanah Persil No.40 kis Il, seluas +23,5 Hatdrldi klasiran
Tengah, Desa Ungasan, Kec.Kuta, Kab.Badung.

Secara lebih lanjut, yang kemudian diterbitkan Surat Ketetapagade
nomor: No.Pol.SP.Tap/02/11/2007/ Dit.Teskrim., tanggal 26 Februari 2007
tentang Pencabutan Penghentian Penyidikan oleh Termohepol{ian
daerah Bali).

Permohonan Praperadilan:
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Menyikapi dikeluarkannya surat ketetapan pencabutan penghentian
penyidikan ini, maka Pemohon Praperadilan mengajukan per@ohon
praperadilan ke Pengadilan Negeri Denpasar.
Alasan diajukannya praperadilan adalah dikarenakan proseshpesic surat
ketetapan pencabutan penghentian penyidikan yang telah dielalkh
Termohon Praperadilan secara administrasi penyidikan diangig&psesuai
dan tidak melalui prosedur hukum yang benar. Dimana surahohen
Praperadilan tertanggal 26 Februari 2007 No.Pol : B/029/11/2007/Dit.Reskrim
(Bukti P-4) yang ditujukan kepada Pemohon Praperadilan, tidékatedan
atau tercatat adanya tembusan pemberitahuan, pencabutaremniery
dimaksud kepada pihak Kejaksaan Tinggi /Kejaksaan Negeri,maala
sangat berbeda dengan surat Termohon Praperadilangtatah Agustus
2006 No.Pol. B/76/V111/2006/Dit.Reskkrim, dimana Termohon telah
memberitahukan Penghentian, penyidikan dimaksud kepada Kejaksaan
Tinggi (Bali) dan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpas
Putusan Praperadilan, Pengadilan Negeri Denpasar:
Dalam putusannya yang bernomor 01/Pid.Prap/2007/PN.Dps., Pengadilan
Negeri Denpasar menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,;

2. Menyatakan Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan No.Pol.

SP.Tap/08/VI11/2006/Dit.Reskrim., taggal 4 Agustus 2006 adalah sah dan

mempunyai kekuatan hukum;
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3. Menyatakan Penerbitan Surat Ketetapan No.Pol.SP.Tap/02/11/2007/
Dit. Teskrim., tanggal 26 Februari 2007 tentang Pencabutan Reisghe
Penyidikan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum;

4. Mengembalikan harkat dan martabat Para Pemohon dalam kedudukannya
semula;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

¢) Upaya Hukum Banding:

Kemudian Termohon Praperadilan pun mengajukan banding kgaim
Tinggi Denpasar, yang mana dalam putusannya yang bernomor
35/Pid/PRAP/2007/PT.DPS. memiliki amar lengkap sebagai berikut :

= Menerima permohonan banding dari Termohon/Pembanding;

= Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Mei 2007
Nomor :01/Pid.Prap/2007/PN.Dps.;

Mengadili Sendiri :

= Menyatakan permohonan pra peradilan dari Para Pemohape(Rdilan)
/Terbanding tidak dapat diterima;

= Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon/Terbanding dalam
dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2 @08, -
ribu rupiah);

d) Upaya Hukum Peninjauan K embali :
Kemudian, pada tanggal 14 Juni 2007 Pemohon Praperadilan menyerahka

Surat Permohonan Peninjauan Kembali ke Kepaniteraan Pemgaldizeri
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Denpasar. Dalam putusannya, Mahkamah Agung menyatakan meragabulk

permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Praperadilan serta

menyatakan Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan

No.Pol.SP.Tap/08/VIII/2006/Dit.Reskrim., tangal 4 Agustus 2006 adalah sah

dan mempunyai kekuatan hukum, Menyatakan Penerbitan Surat Katetapa

No.Pol.SP.Tap/02/11/2007/ Dit.Teskrim., tanggal 26 Februari 2007 rignta

Pencabutan Penghentian Penyidikan oleh Termohon addih $ah dan

tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pertimbangan Mahkamah Agung menerima permohonan pemnjauzbali,

Mengenai alasan-alasan ke | dan ke 11 :

= Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh kareaa da
permohonan Pemohon adalah Pasal 80 KUHAP yang bila digkéon
dengan Pasal 77 butir a KUHAP dan Pasal 1 (Penjelasan Ubutim).0
A KUHAP maka dapat dikategorikan sebagai Pra Peradilan. Dan
dikarenakan termasuk dalam putusan Pra peradilan, maka bkasasar
Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak dapat dimintakan banding. Dengan
demikian Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah mpkanshukum;

= Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, permohonan Peninjauan Kembali harus dinyatakant dapa
dibenarkan dan terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan
Pengadilan Tinggi No.35/Pid/PRAP/2007/PT.DPS. tanggal 29 Mei 2007
dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebutrdenga

amar seperti yang akan disebutkan dibawah ini;
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= Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali
dikabulkan maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan
dibebankan kepada Negara;

= Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang
No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Peninjauan K embali:
Mengadili:

= Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari : I WAYAN
TAMA, | KETUT SUDIA, | WAYAN NAMBREG, | NYOMAN
RUKEG, | WAYAN SINTER, | KETUT RADIO dan | NYOMAN
SIRDA ALS TENGKENG, tersebut;

= Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor:
35/Pid/Prap/2007/PT.Dps. tanggal 29 Mei 2007;

Mengadili Kembali:

1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,;

2) Menyatakan Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan No.Pol.
SP.Tap/08/VII1/2006/Dit.Reskrim., taggal 4 Agustus 2006 adalah sah dan
mempunyai kekuatan hukum;

3) Menyatakan Penerbitan Surat Ketetapan No.Pol.SP.Tap/02/11/2007/

Dit. Teskrim., tanggal 26 Februari 2007 tentang Pencabutan Reieghe
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Penyidikan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak mempunyai
kekuatan hukum;

4) Mengembalikan harkat dan martabat Para Pemohon dalam kedudukannya
semula ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

3.6.2.3.Putusan Nomor 58 PK/PID/2015

a) Para Pihak :

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Repuldi@niesia,
Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cg. Direktur Res&riminal
umum Polda Metrojaya Cq. Kasubdit-Kamneg Ditreskrimuntd&@dvetro
(Termohon Praperadilan) Jaya melawan Ng Thin Po (Penftaperadilan).
b) Kasus Posis :

Hal ini berawal ketika seorang pengusaha asal Jakarta, l@eigrihin Po
(Direktur PT Samchem Prasandha) melaporkan Jassdb SJeffry Iskandar
dan Hasan Lo (dari PT. Suparpoly Industry) ke Polda Meais@ dlengan
dugaan penipuan dan pemalsuan pada tanggal 27 Mei 2013. Namun setelah
diselidiki lebih lanjut oleh kepolian kasus yang dilaporkan itu bukanlah
tindak pidana tetapi kasus keperdataan. Alhasil, Polda Méaya
mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SR&nhggal 22
Agustus 2014.

Menyikapi penghentian kasus /Surat Perintah Penghentian Peny(@RS)

tersebut, pihak Ng Thin Po merasa tidak terima hingga mengajipaya
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hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Sel&talam amar

putusannya, yakni tanggal 25 November 2014, Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan memerintahkan Polda Metro Jaya untuk mencal3utegebut serta

memerintahkan kasus itu untuk ditelusuri lebih lanjut.

Putusan Praperadilan (Pengadilan Negeri Jakarta Selatan):

Dalam putusannya yang bernomor 50/Pid.Prap./2014/PN.Jkt.Sel. Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan menyatakan:

1) Mengabulkan Permohonan Pemohon

2) Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketélapaor
S.TAP/711/V11/2014/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2013 adalah tidak sah
menurut hukum.

3) Menetapkan bahwa agar Proses Penyidikan atas nama Tertgedr J
Soesilo, Jeffry Iskandar dan Hasan Lo (PT. Superpoly tndustas
laporan polisi Nomor LP/1771/V/2013/PMJ/Ditreskrimum tanggal 27 Mei
2013 Dilanjutkan.

4) Membebani Termohonan untuk Membayar biaya perkara yang timbul
dalam permohonan Praperadilan ini sebesar Rp.5.000,00 (Lilma Ri
Rupiah).

¢) Upaya Hukum Peninjauan Kembali :

Pasca adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selataomdoern

50/Pid.Prap./2014/PN.Jkt.Sel. Kemudian, berganti pihak Polda Meta

yang tidak terima dan mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK

dengan mengajukan saksi ahli Chairul Huda, Jamin Ginting dan &dwar
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Omar Sharif Hieraj. Kesaksian para ahli ini diaminihoMA untuk dasar

mengabulkan PK itu.

Dalam putusan Peninjauan Kembali yang bernomor 58 PK/PID/2015

Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan:

Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon j&earin

Kmebali :

Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Kepala Kepolisian Repuldi@niesia,

Cq. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Cg. Direktur Res&riminal

umum Polda Metrojaya Cq. Kasubdit-Kamneg Ditreskrimund®adVietro

Jaya tersebut.

Membatalkan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri JaktatarSNomor

50/Pid.Prap./2014/PN.Jkt.Sel. tanggal 25 November 2014

MENGADILI KEMBALI:

1) Menyatakan Penghentian Penyidikan berdasarkan Surat Ketélapzor
S.Tap/711/VII/2014/Ditreskrimum  tentang Penghentian Penyidikan
tanggal 22 Agustus 2014 atas Laporan Polisi  Nomor
LP/1771/V/2013/PMJ/Ditreskrimum tanggal 27 Mei 2013 atas nama
pelapor Joko Dharmojo, S.H. selaku kuasa dari Ng Thin Po adalteh s
menurut hukum.

2) Menetapkan Penyidikan perkara tindak pidana penipuan dan /atau
penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana dan
/atau Pasal 372 KUHPidana yang terjadi atau diketahui padgaiand

Desember 2012 sampai dengan tanggal 7 Maret 2013 di JakartaaBes at,
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nama pelapor Joko Dharmojo, S.H. selaku kuasa dari Ng Thin Rp yan
diduga dilakukan Josef Soesilo, Dkk. dihentikan penyidikannya karena
bukan merupakan tindak pidana.

3) Membebankan Termohon Peninjauan Kembali tersebut untuk membayar
biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini seRpsab00
(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Singkatnya menurut Majelis Laporan polisi yang dibuat oleh Ng Ho
tidak memenuhi unsur delik sebagai tindak pidana penipuan atau [@agge
karena masalah kedua belah pihak menyangkut masalah kepeidatan
pihak lain tidak melakukan pembayaran atau pelunasan hartagleaeena
adanya cacat atau tidak sesuai pemesanan barang. Hal butdssbagai
wanprestasi yang harus diselesaikan melalui gugatan pebd&en perkara
pidana.

Kondisi ini diperkuat dengan hasil pleno bidang pidana Miaaka Agung

yang menyatakan tidak semua permohonan PK praperadilandiayatakan

tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena a bérjadi
penyelundupan hukum dengan berlindung pada putusan praperadikm seol
olah benar, maka tentunya diberikan hak terhadap pihaik umémbuktikan
bahwa putusan praperadilan tersebut adalah keliru atau salahapkemer
hukum.

"Putusan PN Jaksel Nomor 50/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel adalah terjadi

kekhilafan atau kekeliruan nyata. Membatalkan Putusan PN JakselrNomo
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50/Pid.Prap/2014/PN.Jkt.Sel. Menyatakan penghentian penyidikan adalah

menurut hukum," putus majelis pada 20 Oktober 2015'%4lu.

3.6.2.4.Putusan Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016

a) Para Pihak :
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cg. PIMPINAN KPK
melawan Ds. HADI POERNOMO, Ak.

b) Kasus Posisi:
Pada 17 Juli 2003, PT BCA Tbk. mengajukan surat keberatan gagk a
transaksi non performing loan sebesar Rp5,7 triliun kepada Direktdrat PP
(Pajak Penghasilan) yang saat itu diketuai oleh Sumibtiu$ Tambunan.
Secara lebih lanjubasil telaah yang diberikan oleh Direktorat PPH kepada
Dirjen Pajak berupa kesimpulan bahwa permohonan keberatdn pagagk
BCA ditolak. Akan tetapi, oleh Hadi Poernomo selaku Doekit Jendera
Pajak yang baru, malah mengabulkan permohonan keberatanB2afak

melalui nota dinas bernomdiD-192/PJ/2004/pada 17 Juni 2004. Nota

dinas yang dikeluarkan mendadak ini menganulir penolakan deaber
Direktorat Pajak Penghasilan pada Ditjen Pajak.

Dalam nota dinas tersebut, Hadi Purnomo menuliskan sejuaitedan
dikabulkannya keberatan pajak BCA atas terdapatnya koreksil fiska
pemeriksa pajak senilai Rp 5,5 triliun. Menurut Hadi, BCA ggap masih

memiliki aset dan kredit macet yang ditangani Badan PergmeRarbankan

1% https://news.detik.com/berita/d-3195 32/ma-menangkan-polda-vs-thin-po-di-pk-praperadilan-

karena-ada-penyelundupan-hukum - situs detik news online (diakses pada: 19 Juni 2017)
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Nasional sehingga koreksi Rp 5,5 triliun itu dibatalkan. Kapamabatalan

ini, negara kehilangan pajak penghasilan dari koreksi penghaBICA
senilai Rp 5,5 triliun itu.

Hadi Purnomo disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan asall Pa
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001
juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana. Adapun perbuatan melawan
hukum yang dilakukan tersangka Hadi Purnomo yaitu melakukan
penyalahgunaan wewenang dalam menerima seluruh permohonandeeberat
wajib pajak atas SKPN PPH PT BCA Tbk tahun pajak 1999.

Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkani Had
Purnomo sebagai tersanghkeerdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:
Sprin.Dik-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014 dan Surat Perintah
Penyidikan Nomor Sprin.Dik-17A/01/08/2014 tanggal 27 Agustus 2014.
Menyikapi Penetapan tersangka atas dirinya maka Hadi Purkemadian
mengajukan Pemohon Pra Peradilan dengan surat permohonan
Praperadilannya tertanggal 4 Mei 2015 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggeil 2006
dibawah  Register permohonan Pra Peradilan No. 36/Pid/
Prap/2015/PN.JKT.Sel.

Dimana Pemohon Praperadilan meminta agar putusan yanghkgatoleh

Pengadilan berupa:
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1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadila

PEMOHON ini untuk seluruhnya,;

. Menyatakan menurut hukum penyidik pada TERMOHON diangkat tidak

sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP dan pasal 3@)yat
UU Republik Indonesia No. 30 tahun 2002 tentang KPK jo Pasal 2 ayat
(1) a, b Peraturan Pemerintah No 27 tahun 1983 tentangsBe#an
KUHAP jo Pasal 2 A PP Nomor 58 Tahun 2010 Tentang PerubdPan P
Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, sehingga oleh
karenanya penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebak tid
sah dan tidak berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya pemnyidika

tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

. Menyatakan menurut hukum, penyitaan yang dilakukan oleh

TERMOHON tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP
dan Pasal 42 ayat (2) KUHAP, dan penyitaan yang dilakukan oleh
TERMOHON yang menggunakan kata “dst” adalah penyitaan yang
berakibat tidak adanya kepastian hukum, oleh karenanya penyiag
dilakukan oleh TERMOHON tersebut tidak sah dan tidak berdasarka
atas hukum, dan oleh karenanya penyitaan tersebut tidak mempunya

kekuatan hukum mengikat;

. Menyatakan menurut hukum tindakan TERMOHON menetapkan

PEMOHON sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayatail) at
Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No0.20 tahun 2001 tentang

perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasak Tinda
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Pidana Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP berdasarkart Sura
Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014, tanggal 21/4/2014
adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan olefarkge

Penetapan Tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHON berkenaan

dengan peristiva Pidana sebagaimana dinyatakan dalam Pa&netapa
sebagai Tersangka terhadap diri PEMOHON karena diduga malangg
Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU NO. 20 Tahun 2001 tentawigapan

atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi jo. Pasal 55ayat (1) ke 1 KUHP adalah tidak sah dak tida
berdasarkan atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan a gko tida

mempunyai kekuatan hukum mengikat;

. Menyatakan bahwa sengketa pajak adalah merupakan proses hukum

khusus dan dalam penyelesaian Keberatan Pajak sebagadiiaiamaleh
UU Pajak bukan merupakan perbuatan pidana dan tidak termasuk dalam
wilayah pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud oldHLBasd

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

. Menyatakan bahwa Keputusan menerima permohonan keberatn P

PT BCA Tbk. Tahun Pajak 1999 tanggal 18 Juni 2004 yang dilakukan
PEMOHON adalah tidak termasuk kewenangan TERMOHON
sebagaimana dimaksud oleh Pasal 11 huruf ¢ UU 30/2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tidakgikan

keuangan negara atau perekonomian negara;
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8. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yangrkéelua
lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan Penetapan
Tersangka atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;

9. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan Penyidikan
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik-17/01/04/2014,
tanggal 21/4/2014;

10. Menghukum TERMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara

menurut hukum.

Atau Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seddifaa(ex

aequo et bono

Putusan Praperadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

Dalam putusannya yang Bernomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Pengadilan

Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili pétkameradilan,

telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara,

1. Mengabulkan permohonan Pra Peradilan Pemohon untuk seboghag

2. Menyatakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon berkete@gan
peristiva pidana sebagaimana dinyatakan dalam penetapan sebagai
Tersangka terhadap diri Pemohon yang diduga melanggarZagat (1)
atau Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal §b)ayat

ke 1 KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan aquo tidak
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mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu ditglekan
kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan berdasarkan Surat

Perintah Penyidikan, No. Sprin DIK-17/01/04/2014 tanggal 21 April 2014;

. Menyatakan menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon

sebagai Tersangka yang melanggar Pasal 2 ayat (1) aw@WBRasdang-
Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas
Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 JIS Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-17/01/04/2014
adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan olefarkgae
Penetapan Tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap barakg mili
Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak memahkyeitan

hukum mengikat;

. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan

lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetagaangka

atas diri Pemohon oleh Termohon;

. Membebankan biaya perkara kepada Termohon sebesar NIHIL;

. Menyatakan tidak dapat diterima tuntutan Pemohon untuk yamgléai

selebihnya;
Komis Pemberantasan Korups (KPK) mengajukan Upaya Hukum

Peninjauan Kembali:

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH.... MATIUS PRIYONEGORO, S.H.



TESIS

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
14

Menyikapi adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Setatamor
36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. maka pihak Termohon Praperadilan dalam
hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun mengajudgaya

Hukum Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Upaya Hukum Peninjauan Kemba
yang diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)at&aph Drs.
HADI POERNOMO, Ak. Pada Putusan Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 yakni:
= Bahwa upaya hukum kasasi yang merupakan upaya hukum biasa tidak
dapat diajukan terhadap putusan praperadilan berdasarkan ketentuan
Pasal 45 A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung, demikian pula terhadap putusan praperadilan jug
tidak dapat diajukan upaya hukum banding berdasarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-IX/2011, dengan demikian
terlebih lagi terhadap upaya hukum peninjauan kembali yang merupakan
upaya hukum luar biasa, maka putusan pra peradilan tidak dajp&iadiaj
peninjauan kembali;
= Bahwa menurut ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, upaya hukum
peninjauan kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau abhli
warisnya yang terbatas pada putusan pokok perkara berupa putusan

pemidanaan;
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= Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Rl Némo
Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Prégreradi
dalam Pasal 3 menentukan bahwa putusan praperadilan tidak dapat
diajukan peninjauan kembali;

= Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan peninjauan kembali
Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pemgadila
Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel pada amar
putusan butir 2, butir 4, dan butir 5 yang berbunyi :

— Butir 2: Menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon
berkenaan dengan peristiwa pidana sebagaimana dinyatakan dalam
penetapan sebagai Tersangka terhadap diri Pemohon ydungadi
melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jis. Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP adalah tidak sah oleh karenanya penyidikan a quo tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat dan oleh karena itu
diperintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan
berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin DIK-
17/01/04/2014 tanggall April 20147,

— Butir 4: Menyatakan Penyitaan yang dilakukan Termohon terhadap
barang milik Pemohon adalah tidak sah dan oleh karenaagla t

mempunyai kekuain hukum mengikat;
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— Butir 5: Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang
dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan
penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

adalah tidak tepat dan keliru, karena Judex Facti telahmpela batas
wewenangnya dan dapat dikualifisir sebagai upaya mencegahtangi

atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan,
penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadapgkersan
atau terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Di
samping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) s@n?Reyat (3)
PERMA RI Nomor 4 Tahun 2016 yang menyatakan:

— Pasal 2 ayat (2): Pemeriksaan Praperadilan terhadap pmramh
tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek
formil, yaitu apakah ada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat Y
sah dan tidak memasuki materi perkara;

— Pasal 2 ayat (3): Putusan Praperadilan yang mengabulkan
permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak
menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang
bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi ggkuran
kurangnya dua alat bukti yang sah yang berkaitan dengan materi
perkara ;

Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, iRBengad

Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk menghentikard jxamy
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yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (KPK) tepada
Termohon Peninjauan Kembali (Drs. Hadi Poernomo);

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 266 ayat (1)
KUHAP serta dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka
permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dinyatakan tidagat
diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali
dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara datanepksaan
Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHAP, Peraturan MahkamahgAgu
(PERMA) RI Nomor 4 Tahun 20106 tentang Larangan Peninjauan
Kembali Putusan Praperadilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah danbditam
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Peninjauan K embali Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016:

= Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohonj&earin

Kembali KOMISI PEMBERANTASAN KASASI (KPK) tersebut, tidak

dapat diterima;

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH.... MATIUS PRIYONEGORO, S.H.



TESIS

IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
150

= Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali

kepada Pemohon;

Berdasarkan uraian diatas, nampak bahwa terdapat sejputakan yang
memeriksa dan mengadili upaya hukum atas Praperadilan. Terdejemlah
putusan yang menyatakan menerima upaya hukum atas prapedsthlaerdapat
sejumlah putusan yang menyatakan tidak menerima upaya hukupraasadilan.

Jika dicermati secara lebih detail, dalam dua putusan peamjiembali yakni
putusan Nomor 58 PK/PID/2015; dan Putusan Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 yang
dapat dicermati secara seksammaengingat kedua putusan tersebut memiliki
kesamaan, yakni sama sama memeriksa dan mengadili Upaya Hukum atas

Praperadilan di tingkat Peninjauan Kembali

Pertama dalam putusan Nomor 58 PK/PID/2015 antara Polda Mejeo Ja
melawan Ng Thin Po. Singkatnya, kronologi kasus tersebut bekaea seorang
pengusaha asal Jakarta Barat, Ng Thin Po melaporkan aegda Polda Metro
Jaya dengan dugaan penipuan dan pemalsuan pada 27 Mei 2013. Akapdksapi,
berkesimpulan bahwa kasus yang dilaporkan bukanlah tergotatak tpidana, dan
merupakan kasus keperdataan. Dengan demikian, maka Polda Maya
mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP&)ggal 22 Agustus
2014. Menyikapi (SP3) /penghentian kasus tersebut, pihak Ng Thin Rgajukan
Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta selatan. Zaddovember 2014, PN
Jaksel mengabulkan Praperadilan Ng Thin Po dengan memerint&blda Metro
Jaya untuk mencabut SP3 tersebut serta memerintahkan ikasuguk ditelusuri

lebih lanjut. Selepas itu, Pihak Polda Metro Jaya yangk tish@rima putusan
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praperadilan— Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengajukan upaya hukum
Peninjauan Kembali (PK). Putusan Peninjauan Kembali atas rRdidpa
sebagaimana yang tertuang dalam Putusan PK dengan ketua wajalibakim
agung Andi Abu Ayyub Saleh, serta anggota hakim agung Dudu Duswahakian
agung Margono. Menyatakan "MA selaku peradilan tertinggi @a@ngawas
peradilan dalam semua tingkatan, perlu meluruskan secara hsddwap kasus
permohonan PK, khususnya mengenai upaya hukum praperadiignnyelakukan
penyelundupan hukum” ucap majelis dengan suara Yilat.

Ihwal istilah Penyelundupan Hukum, sebagaimana yang dimaksumdal
putusan peninjauan kembali Nomor 58 PK/PID/2015, pada dasarnya juga diatur
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 (SEtdAuh 2014)
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkagung Tahun
2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. lmglihdéam
lampiran SEMA 4 tahun 2014, dalam bagian Rumusan Hukum Hap#tRPleno
Kamar Pidana- Cakra, angka 1 diatur bahwa Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar
menyatakan : “Peninjauan Kembali Terhadap Praperadilan tidak diperbolehkan

kecuali dalam hal ditemukan indikasi penyelundupan hukum.

Kedua, pada putusan Peninjauan Kembali Nomor 50 PK/Pid.Susiz0ipH
memeriksa upaya peninjauan kembali atas putusan praperadilan pEmgesgjeri
jakarta selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. Adapun dalam mputusa
Peninjauan Kembali tersebut, majelis hakim peninjauan kemisalyatakan bahwa

dalil — dalil pemohon peninjuan kembali, yakni Komisi Pemberantasarugsi

195 https://news.detik.com/berita/3195 32/ma-menangkan-polda-vs-thin-po-di-pk-praperadilan-

karena-ada-penyelundupan-hukum - Website Berita Detik.com (diakses : 3 Agustus 2017)
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Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon sebagaimana yaagatiudalam
Memori Peninjauan Kembali (angka |, I, 111.1, 111.2, 11].81.4, 1.5, 111.6, IIl.7 dan
angka V) dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena adanyamisd)
pertimbangan. Kendatipun demikian, Majelis Hakim Peninjuarmib&i juga
menuliskan bahwa terlepas dari alasan peninjauan kembali Bemblahkamah
Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Sétaten
36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel pada amar putusan butir 2, butir 4, da®k adalah
tidak tepat dan keliru, karena Judex Facti telah melampals beaenangnya dan
dapat dikualifisir sebagai upaya mencegah, merintangi ataggagalkan secara
langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeritsaatang
pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa sebagaimana diatar Ridal 21
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berlandaskan pada uraian diatas, tentunya menimbulkan kebinguagan y
tersendiri, mengingat di satu sisi Majelis Hakim Peninj@mbali menyatakan
bahwa putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilarri Nedarta
Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.JKT.Sel. adalah tidak tepat den k&an
tetapi amar Putusan Peninjuan Kembali Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 justru
menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dari PemohamaBami
Kembali (KOMISI PEMBERANTASAN KASASI /KPK) tersebut, tidaklapat
diterima.

Pemicu utamanya dari terlahirnya amar Putusan sebagaimagaeytulis pada
putusan Peninjauan Kembali Nomor 50 PK/Pid.Sus/2016 sebagaimana yang

dicantumkan diatas tidaklah terlepas dari keberlakuan Pamatiabkamah Agung
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Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 (PERMA 4 tahun 2016) Tgh&angan

Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan. Pada ketentuan 3agat (1) yang
menentukan bahwa Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan pemikgubali.

Keberlakuan PERMA 4 tahun 2016 tersebut secara nyata tetaghaleng- halangi

kebebasan hakim untuk melaksanakan koreksi perihal praperadilzagaimana
yang terjadi dalam putusan praperadilan pengadilan negeri jadeldi@n Nomor
36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel.

Tentunya keberlakuan PERMA 4 tahun 2016 secara nyata telah tasmba
upaya hukum atas praperadilan, padahal secara faktual teatipata kenyataan
/fakta hukum seperti halnya yang ditunjukan dalam Putusan PddperBengadilan
Negeri Jakarta Selatan Nomor 36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. serta rPutusa
Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
50/Pid.Prap./2014/PN.Jkt.Sel. dimana terdapat kesalahan yangad#kis oleh
Hakim Praperadilan. Jika kita melihat secara lebih jpehgaturan yang lebih tinggi
mengenai Peninjauan Kembali sebagaimana yang diatur dalantuaet Pasal 263
ayat (1) KUHAP menentukan bahwa peninjuan kembali bisa difgksan terhadap
setiap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hekapn kecuali

terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesmpulan

4.1.1.

4.1.2.

TESIS

Ratio decidendi dari Putusan Mahkamah Konstitusi yang memasuRleametapan
Tersangka yang sebagai objek Praperadilan yakni disebabkiankadena indonesia
menganut sistem Due Process Model dalam Hukum Pidana IndoreetaasiBi tersebut,
Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan akan perkembangannzgareg sesuai
dengan prinsip penegakkan akan Hak Asasi Manusia. Penegakkan prumsipip Hak
Asasi Manusia yang diaplikasikan di Indonesia, dengan menip@masistem Due
Process Model (Aquisitior) sangatlah diperlukan. Kondisi inalagj dengan dasar
Konstitusi Indonesia yang memberikan status bahwa Negaradsidosebagai negara
hukum sebagaimana yang ditentukan Pasal 1 angka (3) Undang-Ubdsag 1945,
mewajibkan bahwa Negara Indonesia wajib untuk memberikan rasa g
Masyarakatnya. Pemberian rasa aman dari Negara yaknik@itupagi seluruh warga
negara secara merata, baik kepada rakyat yang tidak sedajaameproses hukum,
maupun kepada masyarakat yang sedang menjalani proses hukkmdi(kaigkat
kepolisian, kejaksaan, hingga ke proses peradilan).

Upaya Hukum terhadap Praperadilan pada dasarnya telah diatandidgentuan Kitab
Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHABgcara lebih lanjut adanya putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-IX/2011 beserta berdasarkan tuRera
Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Laramgarnjauan
Kembali atas Putusan Praperadilan secara nyata telah tasmkewenangan Upaya

Hukum atas praperadilan.
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Padahal faktanya, didalam sejumlah Putusan Hakim atas UpayanHekaperadilan
seperti halnya didalam Putusan Nomor 58 PK/PID/2015 dan Putusaror NSOn
PK/Pid.Sus/2016, secara khusus masingasing putusan tersebut menunjukkan bahwa
terdapat celah /kelemahan praperadilan berupa penyelundupan hukukekdédfan
hakim yang terjadi saat mengadili praperadilan dalam tingleatgadilan negeri.
Tentunya adanya kelemahan yang potensial terjadi di tipghkaeriksaan praperadilan di
pengadilan negeri, menimbulkan kebutuhan tersendiri demi adanya ap&ym atas

praperadilan.

4.2. Saran

4.2.1.

4.2.2.

TESIS

Dengan telah dimasukkannya Penetapan Tersangka sebagai Objekadileape
menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengedepankan aspakakkan atas
Hak Asasi Manusia dalam Hukum Pidana Indonesia. Tentunya desigamiberikannya
kewenangan baru didalam pranata praperadilan, seyogyanyan Halkiakim yang
memeriksa perkara pada tingkat praperadilan harus cermat detgamengedepankan
aspek Hak Asasi Manusia dalam mempertimbangkan putusan hakipraparadilan.
Adanya sejumlah ketentuan perundangundangan yang membatasi adanya Upaya
Hukum atas Praperadilan dalam kenyataannya jutsru akan mapathproses mencari
kebenaran formil yang menjadi hakekat utama dari prapera@ilmgan mengacu pada
kenyataan tersebut, maka saran yang dapat diberikan izt meninjau ulang
sejumlah ketentuan perundang undangan yang membatasi upaya hukum atas

praperadilan.
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